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ABSTRAKSI

PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan Badan Usaha

Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembangunan dan

pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri,

yang raempunyai tugas pokok untuk membangun, mengembangkan,

dan mengusahakan telekomunikasi agar dapat mempertinggi

kelancaran hubungan masyarakat dalam menunjang pembangunan

bangsa.

Dalam keadaan ekonomi seperti sekarang ini, dunia

usaha dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas

pengelolaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan

pengendalian serta penyiapan proses perencanaan periods

berikutnya. Untuk dapat menghadapi dan mengendalikan

berbagai raasalah yang terjadi dalam perusahaan, maka

diperlukan sistem pengendalian intern yang tersusun dari

berbagai aturan yang lebih kecil dan mengatur berbagai

tindakan, aktivitas, serta transaksi dalam organisasi.

Pemeriksaan sebagai bagian dari fungsi pengendalian

menjadi sangat penting untuk menjamin terlaksananya

fungsi-fungsi manajerial perusahaan, sehingga di samping

pemeriksaan keuangan harus dilaksanakan juga pemeriksaan

operasional yang bertujuan untuk memberikan kehematan,

efisiensi, dan efektivitas kegiatan serta untuk menilai

apakah cara-cara yang diterapkan dalam kegiatan sudah



berjalan dengan lancar. Kegiatan pemeriksaan operasional

ini menjadi sangat panting untuk dilaksanakan oleh setlap

unit usaha, baik dari sektor pemerintah maupun sektor

swasta mengingat kondisi persaingan usaha sehingga

dituntut adanya peningkatan pengelolaan kegiatan usaha.

Salah satu kegiatan perusahaan yang sangat penting

adalah kegiatan penjualan, di mana kegiatan penjualan ini

dapat menjamin kontinuitas perusahaan melalui laba yang

diperolehnya. Agar kegiatan penjualan dapat dilaksanakan

dengan baik, maka diperlukan pengendalian intern yang baik

pula serta evaluasi atas pelaksanaan manajemen perlu

dilaksanakan melalui pelaksanaan pemeriksaan operasional

secara teratur. Dengan demikian kemungkinan penyalahgimaan

yang dapat merugikan perusahaan dapat ditekan

sekecil-kecilnya dan dapat dihindari. Oleh karena itu

untuk mendukung kelancaran pemeriksaan terhadap

fungsi-fungsi manajerial tersebut PT. TELKOM membentuk

suatu organisasi pemeriksaan intern yang dinamakan

Internal Auditor (Inditor) yang bertanggung jawab sebagai

penyedia dukungan pengawasan terhadap unit-unit kerja

dalam bidang keuangan, manajerial, dan khusus.

P^roduk utama TELKOM adalah pulsa yang diperoleh dari

pemakaian telepon, pulsa inilah yang dijual TELKOM untuk

menghasilkan sebagian pendapatannya. Penjualan pulsa ini

diawali dari prosedur pelayanan pasang baru (PSB) jasa



telekomunikasi yang terdiri atas :

1. Pendaftaran Calon Pelanggan dan Telepon Berfungsi

(Kring).

2. Perj anj ian.

3. Proses Penagihan (Petnbayaran) .

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh

data guna menyusun pembahasan atas masalah yang telah

diidentifikasikan serta untuk mengetahui sampai sejauh

mana pemeriksaan operasional dapat menunjang kegiatan

penjualan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan,

yaitu dengan melakukan pengumpulan data

(penelitian lapangan, menggunakan daftar pertanyaan,

wawancara, dan penelitian kepustakaan), penetapan variabel

penelitian, penetapan kriteria yang didasarkan pada

teori-teori yang relevan dan yang lazim digunakan,

pengujian hipotesis, serta penarikan kesimpulan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan operasional atas

kegiatan penjualan, penulis membagi tahap pemeriksaan

menjadi 2 (dua) tahap, yaitu :

1. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan, terdiri atas :

- Tinjauan umum mengenai prosedur operasional

penjualan.

- Penelaahan sistem pengendalian intern penjualan.

2. Tahap Pemeriksaan Mendalam, terdiri atas :



- Penelitian sistem pengendalian intern penjualan.

- Analisa prestasi penjualan.

- Usulan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Tahap pemeriksaan pendahuluan berguna untuk

mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dan

kemungkinan dapat memberikan terlaksananya perencanaan dan

pelaksanaan pemeriksaan secara teratur. Sedangkan untuk

menelaah sistem pengendalian intern penjualan PT. TELKOM,

penulis menggunakan alat bantu berupa Internal Control

Questionnaires (ICQ) , yaitu serangkai'an daftar pertanyaan

mengenai pengendalian intern penjualan.

Dari hasil penelitian penulis terhadap Sistem

Pengendalian Intern Penjualan dan Internal Auditor PT.

TELKOM DIVRE-II Jakarta, maka penulis mengemukakan hal-hal

sebagai berikut :

- Adanya pemisahan fungsi yang jelas dari masing-masing

bagian.

- Adanya sistem pencatatan yang memadai.

- Kualitas pegawai yang memadai dan dapat diandalkan.

- Adanya praktek yang sehat, sehingga penggunaan formulir

dan catatan (dokumen) pada umumnya memadai.

- Adanya prosedur operasional penjualan yang jelas.

- Adanya laporan-laporan yang dinyatakan secara tertulis

dan memadai.

- Adanya bagian independen yang melaksanakan fungsi



pengawasan, yaitu Internal Auditor yang mendapat

dukungan penuh dari pimpinan tertinggi.

- Pemeriksaan operasional yang dilakukan oleh Internal

Auditor cukup efektif.

Dengan mempertitnbangkan hal-hal tersebut, maka penulis

menilai bahwa :

- Sistem Pengendalian Intern Penjualan PT. TELKOM DIVRE-II

Jakarta pada umuranya telah memadai, dalam arti

pelaksanaan prosedur operasional penjualannya cukup

efektif dan bila dilihat dari Laporan L/R-nya secara

uraum menunjukan pelaksanaan penjualan yang cukup

efisien.

- Sedangkan faktor yang kurang mendukung hipotesis, yaitu

ditemukannya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern

Penjualan dalam hal perusahaan tidak melakukan

konfirmasi piutang usaha atas tunggakan rekening telepon

dan masih terdapatnya sambungan telepon yang tidak aktif

(telepon tidur) yang akan berdampak pada pendapatan

perusahaan berupa berkurangnya penjualan pulsa.

Dengan demikian hipotesis yang dinyatakan oleh penulis

bahwa "Dengan Pemeriksaan Operasional, Manajemen Dapat

meningkatkan Pengendalian Fungsi Penjualan Secara Lebih

Efektif Dan Efisien Sesuai Dengan Tujuan Perusahaan" dapat

diterima dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan

faktor yang kurang mendukung.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertutnbuhan perekonomian di Indonesia dewasa ini

mengalami kemajuan yang pesat. Hal ini dapat dilihat dari

semakxn banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan

yang meliputi berbagai sektor. Untuk menunjang kegiatan

perusahaan yang semakin berkembang berbagai kebijaksanaan

telah diterapkan oleh peraerintah, salah satunya adalah

bidang pelayanan jasa telekomunikasi.

Bidang pelayanan jasa telekomunikasi maju pesat karena

ditunjang oleh adanya hubungan baik antara sektor

pemerintah dengan sektor swasta. Berhasil tidaknya suatu

perusahaan jasa telekomunikasi akan sangat tergantung

dengan kemampuan pihak manajemen di raasa yang akan datang.

Untuk mengantisipasi penibahan perekonomian yang sangat

cepat baik secara regional maupun global.

Perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha terutama

yang menyangkut perilaku sosialnya akan sangat

mempengaruhi perkembangan dunia akuntansi. Dalam keadaan

ekonomi seperti sekarang ini, dunia usaha dituntut untuk

lebih meningkatkan kualitas pengelolaannya mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian serta penyiapan

proses perencanaan periods berikutnya.



Dengan aemakin berkembangnya suatu perusahaan, maka

aktivitas perusahaan semakin luas pula sehingga akan

menimbulkan masalah yang makin kompleks. Untuk dapat
menghadapi dan mengendalikan berbagai masalah yang terjadi

dalam perusahaan, maka diperlukan alat pengendali. Alat

pengendali tersebut adalah sistem pengendalian intern,

yaitu suatu sistem yang menyeluruh meliputi struktur

perusahaan.

Sistem pengendalian intern tersebut tersusun dari

berbagai aturan yang lebih kecil dan mengatur berbagai

tindakan, aktivitas, serta transaksi dalam organisasi.

Dengan semakin berkembangnya perusahaan, maka masalah yang

dihadapi manajemen juga bertambah menyangkut pendelegasian

wewenang dan pemberian tanggung jawab secara fungsional

kepada pimpinan dibawahnya. Untuk itu pengendalian intern

semakin penting untuk dilaksanakan agar manajemen mampu

mengarahkan perusahaan untuk mencapai tujuan sesuai dengan

yang telah dilaksanakan.

Oleh karena itu perlu dilaksanakan pengendalian atas

kegiatan yang telah digariskan manajemen agar kondisi

yang ada telah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Pemeriksaan sebagai bagian dari fungsi pengendalian

menjadi sangat penting untuk menjamin terlaksananya

fungsi-fungsi manajerial perusahaan. Perkembangan

perusahaan yang pesat menuntut pula perkembangan dibidang



pemeriksaan. Manajemen tidak cukup hanya diberikan

informasi dari pemeriksaan keuangan saja tetapi juga
informasi mengenai aktivitas operasional perusahaan.

Oleh karena itu, di samping pemeriksaan keuangan harus

dilaksanakan juga pemeriksaan operasional, tujuannya

adalah untuk memeriksa kehematan, efisiensi, dan

efektivitas kegiatan serta untuk menilai apakah cara-cara

pengelolaan yang diterapkan dalam kegiatan sudah berjalan

dengan lancar. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka

diperlukan pengelolaan kegiatan yang baik dari manajemen.

Manajemen yang baik tidak saja manajemen yang mampu

menjalankan fungsi-fungsi manajerial, tapi juga mampu

membuahkan keputusan-keputusan yang tepat. Untuk mampu

mengambil keputusan yang baik pada saat yang tepat,

manajemen terlebih dahulu harus mampu mengukur dan

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan manajerial dalam

organisasinya. Karenanya pemeriksaan operasional sangat

dibutuhkan sebagai alat bantu bagi manajemen.

Dalam membicarakan pemeriksaan operasional, masalah

yang dihadapi adalah masalah-masalah seperti ukuran

standar, baik standar pemeriksaan, standar kualitas

pengelolaan, serta bentuk laporan. Pada kenyataannya

ukuran standar tersebut sulit dibakukan dan dijadikan

ukuran standar yang berlaku umum, karena harus disesuaikan

dengan keanekaragaman situasi yang dihadapi.



adalah pencapaian sasaran dengan mengorbankan biaya

terendah. Dan kehematan adalah penghindaran pemborosan.

Tujuan utama mendirikan perusahaan untuk memperoleh

laba atau keuntungan. Akan tetapi dalam prakteknya tidak

semua perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sesuai yang

dlharapkan. Oleh karena itu perusahaan harus mampu

menyusun strategi dan perencanaan yang matang agar dapat

memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan perusahaan

tersebut.

Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, perusahaan

harus dapat mengelola manajemen yang balk dan terencana.

Perencanaan yang balk dan terarah akan memudahkan

manajemen dalam melaksanakan tahapan-tahapan pekerjaan

yang akan dilakukan sehingga perusahaan dapat mencapai

tujuannya sesuai dengan perencanaan semula.

Dalam melaksanakan penelitian, penulis hanya

membatasi pada ruang lingkup pemeriksaan dengan mengamati

pemeriksaan cperasional yang dilakukan terhadap

efektifitas dan efisiensi pengendalian fungsi penjualan.

Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan merupakan

kegiatan yang penting untuk dilakukan, karena dengan

adanya kegiatan penjualan tersebut akan menghasilkan laba

yang dapat menjamin kontinuitas perusahaan, sehingga

tujuan perusahaan dapat tercapai. Agar kegiatan penjualan

dapat dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan



pengendalian intern yang balk pula. Di samping itu

evaluasi atas pelaksanaan manajemen perlu dilaksanakan

pula dengan melaksanakan pemeriksaan operasional secara

teratur. Dengan demikian kemungkinan penyalahgunaan yang

dapat merugikan perusahaan dapat ditekan sekecil-kecilnya

dan dapat dihindari, sehingga diharapkan kegiatan

penjualan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai rencana

yang telah ditetapkan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud

untuk meneliti pelaksanaan pemeriksaan operasioanl dalam

upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengendalian

yang diterapkan pada fungsi penjualan. Objek skripsi

penulis adalah pada PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA Divisi

Regional II Jakarta. Untuk itu, maka penulis memberi judul

skripsi ini ;

"PELAKSANAAN PEMERIKSAAN OPERASIONAL DALAM UPAYA MEMBANTU

MANAJEMEN UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN FUNGSI

PENJUALAN".

Setelah meneliti lebih mendalam dari uraian di atas,

timbul masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan

kegiatan pemeriksaan operasional dibidang penjualan.

Sesuai dengan judul skripsi, maka masalah yang akan

dibahas dapat diidentifikasikan sebagai berikut ;

1. Sejauh mana pengaruh pelaksanaan pengendalian intern

penjualan yang diterapkan dalam perusahaan dapat



inenciptakan cara Jeerja yang efeJetif dan efisien serta

dapat menunjang Icegiatan manajemen penjualan.

2. Sejauh mana pengaruh pemeriJcsaan operasional dapat

membantu pihaJc manajemen untuJc menilai Icegiatan

penjualan.

1.2. Haksud dan Tujuan Penelltlan

Adapun malcsud dari penelltlan Inl adalah untuJc

memperoleh data dan Informasl yang dljadllcan sebagal dasar

dalam penyusunan sJcrlpsl Inl dan untuJc menjawab Jcedua

IdentlflJcasl masalaJi dl atas.

SedangJcan tujuan darl penelltlan Inl adalah :

1. UntuJc memperoleh data guna menyusun pembahasan atas

masalah yang telah dlldentlflJcaslJcan.

2. UntuJc mengetahul sampal sejauh mana pemeriJcsaan

operasional dapat menunjang Jceglatan penjualan.

3. UntuJc memenuhl salah satu syarat dalam menempuh uj Ian

sarjana lengJcap pada FaJcultas EJconoml Jurusan AJcuntansl

Unlversltas PaJcuan Bogor.

1.3. Kegunaan Penelltlan

Penelltlan yang dllaJcuJcan menyangJcut pelaJcsanaan

pemeriJcsaan operasional bldang penjualan. DlharapJcan darl

hasll penelltlan dapat dlgunaJcan untuJc menganallsa dan

mengevaluasl pelaJcsanaan aJctlvltas manajemen, tldaJc hanya



dalam pencapaian efektivitas dan efisiensi pengendalian

penjualan tapi juga seluruh aktivitas perusahaan.

Selain itu hasil penelitian diharapkan dapat

digunakan sebagai masukan yang akan menjadi dasar untuk

menyumbangkan pemikiran dan saran-saran yang dapat

membantu pihak perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Sedangkan bagi penulis sendiri dapat digunakan untuk

mengembangkan wawasan serta pemahaman dan perbandingan

antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan

praktek yang sebenarnya.

1.4. Kerangka Pemikiran

Perkembangan suatu perusahaan yang diikuti dengan

semakin kompleksnya aktivitas yang dijalankan, menuntut

pelaksanaan aktivitas yang efektif dan efisien untuk

mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan untuk mengetahui sampai sejauh mana tujuan yang

telah ditetapkan tersebut dicapai dibandingkan dengan

kondisi yang ada dan perlu dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan yang dilakukan tidak cukup hanya

pemeriksaan keuangan saja yang menekankan pada penilaian

sistematis dan objektif serta berorientasi historis dengan

tujuan untuk memperoleh keyakinan tentang ketelitian dan

keandalan data keuangan serta pengamanan harta kekayaan

perusahaan dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan
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keuangan perusahaan yang diperiksa. Pimpinan perusahaan

juga memerlukan informasi yang menyangkut aktivitas

operasional perusahaan. Pemeriksaan ini merupakan

perluasan dari pemeriksaan keuangan dan disebut

pemeriksaan operasional.

Salah satu definisi pemeriksaan operasional yang

dikemukakan oleh Prof. Soemardjo Tjitrosidojo dalam

bukunya "Management Auditing : Bunga Rampai Menuju

Pemeriksaan Pengelolaan" sebagai berikut ;

"Pemeriksaan operasional adaledi suatu pemeriksaeui yang
dimaksudkan sebagai penilaian terhadap pengelolaan suatu
organisasi dan bertujuan imtuk membantu pimpinan
organisasi tersebut dalam melaksanakan tugasnya dengan
lebih baik ; pemeriksaan ditekankan pada penilaian
terhadap penggunaan barang, jasa, tenaga, dan sebagainya/
ditinjau dari sudut efisiensi dan kehematan (ekonomi)".

(16:8)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa proses

pemeriksaan operasional adalah evaluasi atas pelaksanaan

berbagai kegiatan operasional perusahaan. Hasil dari

evaluasi ini berupa opini atau non opini. Sedangkan

sasarannya adalah membantu manajemen dalam meningkatkan

kinerja manajemen yang terdiri dari efektivitas,

efisiensi, dan kehematan. Sasaran ini diwujudkan dalam

bentuk rekomendasi yang bersifat konstruktif.

Pada prinsipnya pemeriksaan operasional merupakan alat

bantu teknis bagi manajemen dalam meningkatkan

efektivitas dan efisiensi dari proses kegiatan yang
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dilakukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih

kegiatan penjualan den^an alasan bahwa kecfiatan penjualan

merupakan suatu kegiatan tahap akhir perusahaan dan

merupakan kegiatan penting, karena dari hasil penjualan

didapatkan sumber dana yang utama untuk menghidupi dan

memperlancar perusahaan. Agar penjualan dapat berhasil

dengan balk, maka perlu adanya pengendalian dari pihak

manajemen yaitu dengan dilaksanakannya peraeriksaan

operasional.

Jelaslah di sini, bahwa pemeriksaan operasional

berguna untuk mencapai tujuan perusahaan, salah satunya

adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi dibidang

penjualan. Berdasarkan uraian di atas penulis membuat

hipotesis sebagai berikut :

"Dengan pemeriksaam. operasional, manajemen dapat

meningkatkcui pengendalian fungsi penjualan secara lebih

efekbif dan efisien sesuai dengan tujuan perusahaan".

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam

mengumpulkan data dan informasi sebagai materi pendukung,

maka dalam skripsi ini penulis mengadakan :

1. Library Study (Studi Pustaka)

Penelitian yang dilakukan dengan membaca teori-teori

yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dari
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berbagai buku yang ada, dan. literatur yang berhubungan

dengan pembahasan skripsi.

2. Field Study (Studi Lapangan)

Penelitian yang dilakukan secara langsung untuk

mengetahui dan raendapatkan data yang sebenarnya

di lapangan dengan jalan melihat, menganalisis, dan

melakukan wawancara.

1.6. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data dan informasi

sebagai pendukung penyusunan skripsi, penulis mengadakan

penelitian di PT. TELEKOMUNKASI INDONESIA, Kantor Divisi

II yang berlokasi di Jl. Jend. Gatot Subroto 52, Jakarta

12710.

1.7. Sisteznatika Pembahasan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari enam

bab :

BAB Z : PENDAHULUAN

Bab ini dimaksudkan sebagai prolog untuk

memasuki bab-bab selanjutnya. Pada bab ini

dikemukakan latar belakang penelitian,

identifikasi masalah, maksud dan tujuan

penelitian, kerangka pemikiran, metodologi
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penelitian, lokasi penelitian, dan sistematika

pembahasan.

BAB II ; TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori mengenai

pengertian pemeriksaan, jenis-jenis dan tujuan

pemeriksaan, pengertian pemeriksaan operasional,

manfaat dan tujuan pemeriksaan operasional,

jenis-jenis dan ruang lingkup pemeriksaan

operasional, sasaran pemeriksaan operasional,

perencanaan dan pelaksana pemeriksaan

operasional, program pemeriksaan operasional,

hubungan antara pemeriksaan operasional dan

pengendalian intern, tahap-tahap pemeriksaan

operasional, pemeriksaan operasional penjualan,

dan laporan pemeriksaan operasional.

BAB III : OBYEK DAN UETODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan secara garis besar

sejarah singkat perusahaan, struktur

organisasi dan uraian kerja, serta metode

penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan atas maksud dan
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tujuan perusahaan, peranan dan kedudukan

Internal Auditor, pelaksanaan pemeriksaan

operasional, dan pengujian hipotesis.

BAB V : RANGKUMAN KESELURUHAN

Bab ini merupakan rangkuman dari keseluruhan

masalah yang dibahas.

BAB VI : SIHPULAN DAN SARAN

Sebagai bab yang terakhir dari penyusunan

skripsi ini, penulis akan mengemukakan

kesimpulan dari apa yang dibahas serta

membuat saran yang mungkin dapat dipergunakan

sebagai perbandingan dengan pendapat yang lain

mengenai pelaksanaan pemeriksaan operasional

untuk meningkatkan pengendalian fungsi

penjualan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertlan Pemeriksaan

Menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke dalara

bukunya "Auditing : Integrated Approach (Auditing

Pendekatan Terpadu)" yang diterjemahkan oleh Amir Abadi

Jusuf, bahwa definisi dari pemeriksaan (auditing) sebagai

berikut z

"Auditing (pemeriksaan) adalah proses pengumpulan
dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang
dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang
dilakukan seseorang yang kompeten dan independen \intuk
dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi
dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan".

(1:1)

Menurut Donald H. Taylor dan G. William Glezen dalam

bukunya "Auditing : Integrated Concepts and Procedures"

yang dikutip dari American Accounting, bahwa definisi dari

pemeriksaan sebagai berikut :

"Auditing is a systematic process of objectively
obtainning and evaluating evidence regarding assertions
about economic actions and events to ascertain the

degree of correspondence between these assertions and
estabilished criteria and communicating the results to
interested users".

(5:2)

Dari kedua definisi tersebut, penulis dapat

menyimpulkan bahwa :

Pemeriksaan adalah suatu proses sistematis yang

14
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ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen untuk

mengumpulkan informasi terhadap suatu entitas ekonomi.

untuk dievaluasi dan dibandingkan dengan kriteria yang

telah ditetapkan.

Dalam pengertian yang tradisional, pemeriksaan

berorientasi pada masalah keuangan dan menitikberatkan

pada keandalan catatan akuntansi serta ketepatan aktivitas

pencatatan. Para pemegang saham, investor, badan

pemerintah, dan masyarakat umum yang merupakan pihak

ekstern perusahaan menginginkan informasi yang lebih luas

dari pada yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.2. Jenis-jenis dan Tujuan Pemeriksaan

2.2.1. Jenis-jenis Pemeriksacm

Pemeriksaan keuangan yang merupakan pemeriksaan

tradisional ternyata tidak raampu mencakup seluruh

keinginan dari berbagai kepentingan, sehingga timbul

berbagai jenis audit atau pemeriksaan lainnya yang

tidak hanya menekankan pada hal keuangan saja tetapi

juga pada bidang yang lebih luas.

Menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke

dalam bukunya "Auditing : Integrated Approach

(Auditing Pendekatan Terpadu)" yang diterjemahkan

oleh Amir Abadi Jusuf, mengklasifikasikan pemeriksaan

menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Audit Operasional adalah suatu tinjauan atau
review terhadap setiap bagian dari prosedur dan
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metode operasl suatu organisasi xintuk menilai r
keefisienan dan keefektifannya.

2. Audit Ketaatan (Complience Audit), tujuannya untuk
memastikan apakah klien (nasabah) telah mengikuti
prosedur atau peraturan tertentu yang telah
diterapkan oleh yang berwenang.

3. Audit Laporan Keuangan, dilakukan untuk menentukan
apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang
merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi
telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu.

(1:4-5)

Menurut Walter G. Kell dan William C. Boynton,

dalam bukunya "Modern Auditing", mengklasifikasikan

pemeriksaan menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Pineuicial Statement Audit, involves obtaining and
evaluating evidence about on entity statements for
the purpose of es^ressing an opinion on whether they
are presented fairly in conformity with established
criteria.

2. Compliance Audit, involves obtaining and
evaluating evidence to determine whether certain
financial or operating activities of an entity
conform to specified conditions, rules, or
regulations.

3. Operational Audit, Involves obtaining and
evaluating evidence about the efficiency and
effectiviness of an entity's operating activities
in relation to specified objectives.

(19:4-51

Menurut H.S. Munawir dalam bukunya "Auditing

Modern", bahwa jenis-jenis auditing pada dasarnya dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari pelaksanaannya, audit dapat dibedakan
antara Internal Audit, External Audit, serta
Govermental Audit.
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2. Ditinjau dari obyek yang diaudit, audit dapat
dibedakan antara Audit Laporan Keuangan (Financial
Statement Audit), Audit Qperasicnal (Management
Audit/Performance Audit), serta Audit Kepatuhcui
(Compliance Audit).

3. Ditinjau dari waktu pelaksanaannya, audit dapat
dibedakcui antara Audit Terus-menerus (Continous
Audit) dan Audit Periodik (Periodical Audit).

(10:14)

2.2.2. Tujuan Pemeriksaan

Tujuan melakukan pemeriksaan adalah untuk

melaporkan hasil evaluasi dan penemuan selama

melakukan pemeriksaan.

Menurut Drs. Sofyan Syafri Harahap, MSAc. dalam

bukunya "Auditing Kontemporer" yang dikutip dari

Carmichael & Willingham, Perspective in Auditing

(Mc.Graw Hill,1985), bahwa tujuan pemeriksaan (audit)

sebagai berikut :

Tujuem pemeriksaan (audit), yaitu :
1. Periods 1500, tujuan pemeriksaan untuk mencari

penyelewengan.

2. Periods 1500-1850, tujuan pemeriksaan untuk
mencari penyelewengan dan perlu independensi.

3. Periods 1850-1905, tujueui pemeriksaan untiik
mencari penyelewengan dan kesalahan pembukuan.

4. Periods 1905-1933, tujuan pemeriksaan \intuk
menentukan kewajaran laporan keuangan serta
menemukan penyelewengan dan kesalahan.

5. Periods 1933-1940, tujuan pemeriksaan xintuk
menentukan kewajaran laporan keusingan serta
mencari penyelewengan dan kesalahan.

6. Periods 1940-sekarang, tujucui pemeriksaan untuk
menentukan kewajaran laporem keusmgan.

(17:29)
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2.3. Pengertian Pemeriksaan Operasional

Dengan semakin berkembangnya pemeriksaan operasional

sebagai alat bantu bagi manajemen, maka ruang lingkupnya

mencakup fungsi-fungsi operasional perusahaan, seperti

penjualan, produksi, maupun bagian penelitian dan

pengembangan.

Menurut Donald H. Taylor dan G. William Glezen dalam

bukunya "Auditing : Integrated Concepts and Procedures"

yang dikutip dari The AICPA Special Committee on

Operational and Management Auditing, bahwa definisi dari

pemeriksaan operasional sebagai berikut :

"Operational Audit is a systematic review of an
organization's activities (or a stipulated segment of
them) in relation to specified objectives for the purposes
of assesing performance, identifying opportunities for
improvement, and developing recommendations for
improvement or further action".

(5:3)

Menurut Roy A. Lindberg dan Theodore Cohn dalam

bukunya "Operation's Auditing", bahwa definisi dari

pemeriksaan operasional sebagai berikut :

"Operational Audit is a review and appraisal of the
efficiency and efectiveness of operations and operating
procedures. It carries with it the responsibility to
discover and inform to management of operating problems,
but its chief purpose is assisting management to solve
problems by recommending realistic courses of action".

(15:11)

Menurut Alvin A. Arens dan James K. Loebbecke dalam

bukunya "Auditing : Integrated Approach (Auditing
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Pendekatan Terpadu)" yang diterjemahkan oleh Amir Abadi

Jusuf, bahwa definisi dari pemeriksaan operasional sebagai

berikut :

"Pemeriksaan Operasional adalah suatu tinjauan atau
review terhadap setiap bagian dari prosedur dan metode
operasi suatu orgemisasi untuk menilai keefisienan, dan
keefektifannya".

(1:1)

Menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak., MBA dalam

bukunya "Dasar-dasar Pemeriksaan Operasional", bahwa

definisi dari pemeriksaan operasional sebagai berikut :

"Pemeriksaan Operasional adalah penelaahcui setiap
bagian prosedur operasi dan metode organisasi dengan
maksud menilai efisiensi dan efektivitas".

(2:96)

Dari definisi-definisi tersebut, penulis dapat

menyimpulkan bahwa :

Pemeriksaan Operasional adalah suatu tinjauan dan

evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap suatu

bagian dalam organisasi dengan tujuan untuk memberikan

saran-saran perbaikan atau rekomendasi terhadap objek yang

diperiksa apakah kegiatan tersebut sudah efektif dan

efisien.

Di samping itu pemeriksaan operasional juga bertujuan

untuk menilai tentang cara-cara pengelolaan yang

diterapkan dalam suatu kegiatan apakah sudah berjalan

dengan baik, sehingga dapat diketahui bahwa aspek

efektivitas dan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan

manajemen merupakan pusat perhatian dan penilaian dari
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pemeriksaan operasional.

Antara pemeriksaan keuangan tradisional dengan

pemeriksaan operasional j ika dibandingkan mempunyai banyak

perbedaan.

Menurut Donald H. Taylor dan G. William Glezen dalara

bukunya "Auditing : Integrated Concepts and Procedures",

menjelaskan tentang perbedaan tersebut sebagai berikut :

Other differences between financial and operational
auditing include :

1. Financial audit results are often reported to parties
outside of the entity (e.g., stock holders, regulatoiry
agencies, and the general public) while operational
audit results are usually reported to management;

2. Operational audits include many non financial areas
such as personnel and engineering.

(5:48)

Adapun perbedaan pokok antara pemeriksaan keuangan

dan pemeriksaan operasional sebagai berikut :
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PERBEDAAN POKOK ANTARA PEHERIKSAAN KEUAN6AN
DAN PEHERIKSAAN OPERASIONAL

Tabel 2.1

URAIAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
(FINANCIAL AUDIT)

PEMERIKSAAN OPE
RASIONAL (OPERA
TIONAL AUDIT)

1. Tujuan Peme-
riksaan

Untuk memberikan per-
nyataan pendapat atas
kelayakan laporan ke-
uangan secara keselu-
ruhan (opini).

Untuk memberikan
rekomendasi atau
saran perbaikan
operasi dalam
rangka peningkat-
an kehematan,
efisiensi, dan
efektivitas orga
nisasi .

2. Ruang Lingkup
Pemeriksaan

Aspek keuangan yang
langsung mempengaruhi
kewajaran penyajian
laporan keuangan yang
tercermin dalam lapor
an keuangan pokok.

Aspek kegiatan
manajemen secara
keseluruhan yang
melibatkan berba-
gai aktivitas
yang luas, baik
ditinjau dari
segi efisiensi
dan kehematan mau
pun efektivitas
organisasi.

3. Kriteria Standar Akuntansi Ke
uangan (SAK) atau
prinsip Akuntansi
Indonesia (PAD.

Standar Akuntansi
Keuangan (SAK)
semua standar
kerj a.

4. Ukuran Mutu Standar Pemeriksaan
Akuntan Publik(SPAP).

Standar Pemeriksa
an Akuntan Publik
(SPAP) atau Norma
Pemeriksaan Inter
nal Auditor.

5. Orientasi
Waktu (Perio
ds )

Untuk menilai keadaan
keuangan masa lalu.

Untuk kepentingan
masa sekarang,
masa yang sedang
berjalan, dan ma
sa yang akan da-
tang.

6. Kualifikasi Akuntan. Akunt an, Konsul-
tan berbagai di-
siplin ilmu.

7. Organisasi
Pemeriksaan

Kantor Akuntan Publik
(KAP).

Kantor Akuntan
Publik (KAP), In
ternal Audit, Kon
sultan.
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2.4. Hanfaat dan Tujuan Pemerlksaan Qperasional

2.4.1. Manfaat Pemerlksaan Operasional

Dari pelaksanaan pemerlksaan operasional, maka akan

dapat diperoleh beberapa manfaat yang sangat

menguntungkan bagi pihak perusahaan terutama bagi

manaj emen.

Menurut E.R. Evans dalam majalah "Internal Auditor:

Some benefits of operational auditing" (Mart/April

1969) yang disadur oleh Prof. Soemardjo Tjitrosidojo

dalam bukunya "Management Auditing : Bunga Rampai

Menuju Pemerlksaan Pengelolaan", bahwa manfaat

pemerlksaan operasional sebagai berikut :

Manfaat yang dlharapkan dari pemerlksaan operasional
berletak dalam kegunaannya untuk :
1. Mengurangl blaya.
2. Henambah pendapatan.
3. Henclptakan keblj aksanaan dl mana terdapat

kekosongan yang mempunyal pengaruh buruk terhadap
perusahaan.

4. Merubah kebl j aksanaan yang memang memerlukan
perubahan, karena kebljaksanaan Itu tldak memenuhl
lagl kebutxihan perusahaan secara eflslen.

5. Henlnjau kemball tujuan unit atau baglan perusahaan,
apablla tujuan unit atau baglan itu tldak lagl
sesual dengan tujuan jangka panjang perusahaan
secara keseluruhan.

(16:135)

Agar dapat dirasakan manfaatnya, maka pemerlksaan

operasional membutuhkan adanya standar yang digunakan

sebagai tolok ukur at as kegiatan yang diperiksa,
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misalnya saja anggaran, ketetapan sasaran perusahaan,

uralan tugas yang ditentukan oleh manajemen, berbagai

peraturan intern, dan sebagainya.

2.4.2. Tujuan Pemerlksaan Qperasional

Menurut Drs. Amin Widjaja Tunggal, Ak., MBA dalam

bukunya "Dasar-dasar Pemerlksaan Operasional", bahwa

tujuan pemerlksaan operasional adalah sebagal berlkut:

"Tujuan Pemerlksaan Operasional adalah untuk
memastikan terselenggaranya sistem rencana-rencana,
mengldentif Ikasi peluang-pelucuig penyempumaan, deui
mengajukan rekomendasi tentang langkah-langkah
korektlf yang perlu dilakukan".

(2:35)

Menurut Drs. Sofyan Syafrl Harahap, MSAc. dalam

bukunya "Auditing Kontemporer", bahwa tujuan

pemerlksaan operasional sebagal berlkut :

Tujuan Pemerlksaan Operasional, yaitu :
1. Untuk menilai efisiensi dan efektivitas dalam

menjalankem operasi perusahaan dalam mencapai laba.

2. Untuk memerlksa dan menilai operasi perusahaan serta
prosedur pelaksanaannya dan memberlkan Informasl
kepada manajemen tentang masalah-masalah operasi
yang dlperlukan \intuk memberlkan koreksl deml
penlngkatan penghematan dan produktlvltas.

(17:102 & 275)

Menurut Lawrence B. Sawyer dalam buku karangan

James A. Cashln yang berjudul "Handbook for Auditor",

bahwa tujuan utama pemerlksaan operasional sebagal

berlkut ;
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Tujuan Pemeriksaan Operasional, yaitu :
1. Appraisal of Control /

"One widely accepted view of operational auditing
holds that it is directed toward control rather than
performance and hence avoids technical involvement.
It deals with the administrative controls exercised
over all phases of the business, and its purpose is
to determine whether the controls provided are
adequate and are proving effective in accomplishing
management's objectives or plans of operation".

2. Evaluation of Performance

"The evaluation of performance is properly within
the province of the auditors of operations. In
evaluating performance, the auditor generally
addresses himself to accumulating quantitative
information to measure the effectiveness,
efficiency, and economy with which the work is being
done".

3. Appraisal of Objectives and Plans

"The objective of the operational audit may go
beyond and appraisal of control or an evaluation of
performance. Before controls can be estabilished,
there must be objectives and plans toward and
through which the compsmy's activities will be
guided by its systems of control. The appraisal of
objectives and plans requires a high degree of
business ability and acumen on the part of the
auditor. But there are standards which he can use as
yardsticks".

4. Appraisal of Organizational Stanicture
"The company's organizational structure is part of
the means by which management controls the
enterprise's operations. The very structure
itself, therefore, including assignment of duties
and resposibilities and delegation of authority, may
be a proper subject for the auditor's review".

{12:51-4}

2.5. Jenis-jenis dan Ruang Lingkup Pemeriksaan

Operasional
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2.5.1. Jenls-jenls Pemerlksaazi Operasional

Menurut Alvin A. Arena dan James K. Loebbecke dalam

bukunya "Auditing ; Integrated Approach (Auditing

Pendekatan Terpadu)" yang diterjemahkan oleh Amir Abadi

Jusuf terdapat tiga kategori pemeriksaan operasional,

yaitu :

1. Fimgslonal (Functional)

"Fungsi merupakan suatu alat penggolongan kegiatan
8ua tu perusahaan. Pameriksaan fungsional berkaitan
dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu
organisasi. Keunggulan pemeriksaan fungsional adalah
memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor,
sedangkan kekurangan dari pemeriksaan fungsional
adalah tidak dievaluasinya fungsi yang saling
berkaitan".

2. Organisasional (Organizational)
"Penekanan dalam suatu pemeriksaan organisasi adalah
seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi saling
berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode
untuk mengkoordinasikan aktivitas yang ada sangat
penting dalam pemeriksaan jenis ini".

3. Penugasan Khusus (Special Assignments)
"Penugasan pemeriksaan operasional khusus timbul
atas permintaein manajemen".

(1:832-833)

2.5.2. Ruang Lingkup Pemeriksaan Operasional

Ruang lingkup pemeriksaan operasional meliputi

seluruh aspek kegiatan manajemen, baik yang mencakup

seluruh kegiatan (program) atau hanya mencakup

bagian/elemen/dimensi tertentu dari suatu kegiatan

atau program. Selain itu pemeriksaan operasional
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mencakup penilaian terhadap cara-cara pelaksanaan

kegiatan yang menunjang unsur-unsur kehematan dan

efisiensi serta dapat secara efektif mencapai tujuan

atau hasil yang telah ditetapkan. Oleh karena itu

tujuan akhir harus dianalisa tentang bagaimana suatu

objek yang diperiksa menjabarkan ke dalam kegiatan,

tentang pengukuran keberhasilannya balk kuantitatif

maupun kualitatif dalatn jangka pendek atau jangka

panjang. Di samping itu apabila tujuan akhir dari suatu

objek yang diperiksa tidak tercapai, maka harus

dievaluasi penyebabnya.

Jelas di sini, bahwa ruang lingkup pemeriksaan

operasional harus meliputi semua aspek yang penting

dari kegiatan perusahaan dan tidak terbatas pada

tnasalah akuntansi, catatan, dan dokumen saja tetapi

juga meliputi seluruh kegiatan, program, dan

fungsi-fxmgsi perusahaan serta mencakup pemeriksaan

terhadap :

a. Pemeriksaan Keuangan dan Ketaatan Pada Peraturan

Pemeriksaan ini bertujuan ;

1) Untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan atau

program yang dilaksanakan oleh perusahaan apakah

telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku mengenai

penerimaan, pengeluaran, dan penggunaan dana.
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2) Untuk melakukan penilalan terhadap semua

penerimaan yang timbul dari kegiatan operasi

apakah telah diterima dan dapat

dipertanggungjawabkan dengan tepat.

3} Untuk mengetahui dan menilai apakah perusahaan

telah menyelenggarakan catatan akxmtansl yang

memadai sesuai dengan syarat-syarat yang telah

ditetapkan.

4) Untuk mengetahui apakah perusahaan dapat

mengendalikan dan mempertanggungjawabkan semua

aktivitas maupun hutang secara efektif.

5) Untuk menilai apakah Sistem akuntansi

perusahaan dapat dipakai sebagai sumber informasi

yang digunakan dalam penyusunan anggaran dan

dasar penyusunan pertanggungjawaban bagi pihak

perusahaan.

6) Untuk menilai apakah laporan keuangan perusahaan

telah menunjukkan keadaan keuangan yang wajar.

b. Pemeriksaan Efisiensi dsm. Kehematan

Pemeriksaan ini bertujuan ;

1) Untuk melakukan penilaian terhadap kegiatan atau

program yang diatur dan dilaksanakan secara

hemat, efisien, dan efektif, serta sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

2) Untuk melakukan penilaian terhadap sumber-sumber



28

yang dimiliki oleh perusahaan, seperti dana,

harta, dan tenaga kerja.

c. Pemeriksaan Hasll Program

Pemeriksaan ini bertujuan :

1) Untuk menilai apakah ada alternatif lain untuk

mencapai tujuan program dengan lebih efektif

atau dengan biaya yang lebih rendah .

2) Untuk mengetahui apakah ada manfaat dan

kerugian dari kegiatan atau program yang tidak

diperhitungkan pada saat penetapan program.

3) Untuk mengetahui dan menilai apakah kelemahan-

kelemahan manajemen mempunyai pengaruh dalam

pencapaian hasil yang dikehendaki.

2.6. Sasaran Pemeriksaan Operasional

Sasaran pemeriksaan operasional adalah kegiatan,

aktivitas, program atau bidang-bidang organisasi yang

diketahui dan diidentifikasikan memerlukan perbaikan atau

peningkatan dalam segi kehematan, efisiensi, dan

efektivitasnya.

Sasaran pemeriksaan tersebut harus mempunyai tiga

unsur pokok, yaitu :

1. Kriteria, berupa standar atau ukuran, ketentuan yang

seharusnya diikuti atau ditaati.

2. Penyebab, berupa penyebab dari suatu tindakan atau
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kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria.

3. Akibat, berupa akibat dari suatu tindakan atau kegiatan

yang menyimpang dari kriteria yang dapat diukur atau

dinilai dengan uang atau akan menyebabkan tidak

tercapainya sasaran dan tujuan yang harus dicapai.

Sasaran dari pemeriksaan operasional ini tidak hanya

diterapkan pada bidang akuntansi saja, tetapi juga kepada

seluruh aspek operasi manajemen, seperti struktur

organisasi, penggunaan komputer, raetode produksi,

pemasaran, dan Iain-lain aspek sepanjang pemeriksa dapat

menguasainya.

Jadi jelaslah di sini, bahwa sasaran pemeriksaan

operasional berupaya untuk mengusahakan kegiatan

perusahaan itu lebih efisien, hemat, dan lebih produktif.

2.7. Perencanaan dan Pelaksana Pemeriksaan Operasional

2.7.1. Perencanaan Pemeriksaan Operasional

Untuk setiap pemeriksaan, terutama untuk

pemeriksaan operasional pemeriksa harus melakukan

perencanaan terhadap kegiatannya sehingga pemeriksa

dapat melaksanakannya secara efisien, ekonomis, dan

efektif.

Dalam menyusun perencanaan pemeriksaan, pemeriksa

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
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a. Perkiraan waktu dan petugas pemeriksaan, terdiri

dari tiga tahap, yaitu :

1) Waktu dan petugas pemeriksaan untuk tahap

persiapan pemeriksaan.

2) Waktu dan Petugas pemeriksaan untuk tahap

pengujian pengendalian manajemen.

3) Waktu dan petugas pemeriksaan untuk tahap

pemeriksaan lanjutan.

b. Pertimbangan perencanaan pemeriksaan lainnya.

Yang perlu dipertimbangkan adalah hal-hal sebagai

berikut :

1) Pemeriksa perlu menyimpulkan informasi

sebanyak-banyaknya mengenai organisasi, staf, dan

operasinya sebelum pemeriksa melakukan

pemeriksaan.

2) Pekerjaan harus direncanakan dengan cukup matang

termasuk supervisinya, seperti yang telah

ditetapkan dalam Buku Norma Pemeriksaan.

3) Penyusunan program kerja tahap selanjutnya

tergantung dari keputusan yang diperoleh dari

pemeriksaan sebelumnya.

c. Perencanaan Laporan

Dalam perencanaan ini, pemeriksa harus membuat

outline laporan akhir (fxnal report) dengan detail

dan agar dapat diketahui, maka perlu direncanakan
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apa yang harus dilaporkan.

Perencanaan baru akan dimulai setelah suatu tugas

pemeriksaan memperoleh otorisasi dari yang

berwenang.

Dalam perencanaan pemeriksaan operasional

terdapat pendekatan dan metode yang akan digunakan.

2.7.1.1. Pendekatan Pemeriksaeoi

Menurut Lawrence B. Sawyer dalam buku karangan

James A. Cashin yang berjudul "Handbook for

Auditors", bahwa terdapat dua pendekatan dalam

pemeriksaan operasional, yaitu :

1. Organizational Approach
"The auditor is concerned with the

administration of a department or other
organizational unit".

2. Fiinctional Approach
"The auditor is concerned with following a
major activity or activities from inception to
conclution".

(12:51-14)

Menurut J.R. Ballard dalam bukunya "Approaches

to operational Auditing" yang disadur oleh Prof.

Soemardjo Tjitrosidojo dalam bukunya "Management

Auditing : Bunga Rampai Menuju Pemeriksaan

Pengelolaan", bahwa terdapat tiga macam

pendekatan, yaitu :

1. Perluasan Pemeriksaan Financial
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" Pendekatan ini membahas pendekatan yang
kiranya paling wajar, yaitu dengan menggunakan
pertanyaan-pertanyaan yang tiiabul sebagai
tindak Ian jut pelaksanaan pemeriksaan dalam
bidang keuangan dan pembukuan, seperti misalnya
anggaran, laporan kegiatan intern, pengeluaran
uang untuk peiabelian bahsin, pembayaran upah,
jasa, dan sebagainya".

2. Program Pemeriksaan Yang Direncanakan
"Dengan menggunakan program pemeriksacin yang
langsung direncanakan terhadap maaalah-masalah
atau objek-objek operasional, misalnya saja
dalam pedoman pemeriksaan intern dicantumkan
beberapa objek operasional yang harus diteliti
secara teratur oleh pemeriksa. Objek-objek itu
meliputi fungsi-fungsi operasional seperti:
pembelian, suku cadang, pengamamai perusahaan,
urusan kepegawaian, pengawasan material".

3. Pemeriksaan Khusus

"Dengan melakukan pemeriksaan khusus terhadap
fungsi, bagian atau situasi khusus. Pemeriksaan
ini sering dilakukan atas permintaan pimpinan
perusahaan dengan maksud untuk memperoleh suatu
penilaian yang objektif (tidak berat sebelah)
mengenai suatu masalah khusus".

(16:100-113)

2.7.1.2. Metode Pemeriksaan

Menurut Prof. Soemardjo Tjitrosidojo dalam

bukunya "Management Auditing : Bunga Rampai Menuju

Pemeriksaan Pengelolaan", bahwa metode pemeriksaan

yang digunakan dalam pemeriksaan operasional

dapat dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu :

1. Familiarisasi

"Pemeriksa harus melakukan pengamatan
pendahuluan (preliminary survey) dan
mengumpulkcui data untuk mengenai serta
mengetahui seluk-beluk terpenting dari ins tansi
yang diperiksa".
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2. Verlfikasi

"Di samping verifikasi mengenai transaksi
keuangan, dilaksanakan pula verifikasi dalam
bidang lain, yaitu dalam bidang kegiatan.
Berbagai kegiatan harus diobservasi dan
dicocokkan dengan proaedur yang berlaku, apakah
kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan
prosedur tersebut".

3. Evaluasi (Penllaian)
"Untuk mengadakan evaluasi perlu adanya norma,
patokan atau standar yang objektif. Dengan
menggunakan norma tersebut, maka pemeriksa
dapat membedakcm antara kegiatan yang efektif
dan yang tidak efektif, dan sebagainya",

4t. Pelaporan
"Berdasarkan verifikasi dan evaluasi tersebut
di atas, maka akhimya dibuat laporeui. yang juga
memuat rekomendasi untuk perbaikan
organisasi, perbaikan prosedur, dan
sebagainya".

(16:202-203)

Menurut Lawrence B. Sawyer dalam buku karangan

James A. Cashin yang berjudul "Handbook for

Auditor", bahwa metode pemeriksaan operasional

sebagai berikut:

1. Familiarization

"First the auditor must Iearn from operating
management what the objectives of the operation
are, how they are to be accomplished, and how
the results are determined".

2. Verification

"By verification of transaction, just as in a
financial audit, the auditor is able to
detexrmine the degree to which controls and
actual operations conform to the written and
oral descriptions and understandings which
management has given to the auditor".

3. Evaluation and Recommendation

"Evaluation begins as the knowledgeable auditor
starts his review and even takes place during
the familiarization phase. Recommendations
should be made only when the auditor is
completely satisfied that he understands the
operation, that his appraisal has taken the
true measure of the operation, and that his
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recommendations take into account all the
factors that affect the operation".

4. Reporting The Results To Management
"Reporting should not be reserved for the
conclution of the examination. The auditor
provides the best sex-vice to general management
and maintaints the best rapport with operating
management when he discusses currently and
candidly the things that he has found. Minor
matters usually can be cleared up as the audit
progresses and need not be included in the
formal report".

(12:51-14)

2.7.2. Pelaksana Pemeriksaan Qperasional

Audit Qperasional biasanya dilaksanakan oleh salah

satu dari tiga kelompok, yaitu :

1. Auditor Intern

Auditor Intern memiliki posisi yang unik untuk

melaksanakan pemeriksaan operasional, sehingga

beberapa orang raenggunakan istilah Auditing

Internal dan Auditing Operasional saling

bergantian. Tidak semua Pemeriksaan Operasional

dilakukan oleh Auditor Intern dan Auditor Intern

tidak hanya melakukan Pemeriksaan Operasional.

Manfaat yang diperoleh bila Auditor Intern melakukan

Pemeriksaan Operasional adalah mereka menggunakan

seluruh waktu kerja mereka untuk perusahaan yang

mereka audit, sehingga mereka mendapatkan banyak

pengetahuan mengenai perusahaan dan kegiatan

usahanya.

Ruang lingkup pekerjaan Auditor Intern dapat
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diuraikan sebagai berikut :

- Auditor Intern harus melakukan penelaahan

keandalan dan integritas informasi keuangan dan

operasi serta sarana-sarana yang digunakan untuk

mengidentifikasikan, mengukur, mengklasifikasi dan

melaporkan informasi.

- Auditor Intern harus melakukan penelaahan struktur

pengendalian intern yang ditetapkan, untuk

meyakinkan ketaatan terhadap kebijakan, rencana,

prosedur, undang-undang dan peraturan-peraturan

yang memiliki dampak yang signifikan pada operasi

dan laporan, serta harus menentukan apakah

organisasi telah mematuhi ketentuan-ketentuan

tersebut.

- Auditor Intern harus melakukan penelaahan sarana

pengamanan aktiva dan juga perlu melakukan

verifikasi keberadaan aktiva tersebut.

- Auditor Intern harus mempertimbangkan nilai

ekonomi dan efisiensi dalam menggunakan sumber

daya.

Tujuan dari Audit Intern secara umum adalah

membantu pihak manajemen memenuhi tanggung

jawabnya secara efektif dengan menyediakan analisa,

penilaian yang objektif, rekomendasi, dan komentar

yang tepat sehubungan dengan kegiatan yang
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diperiksanya.

Auditor Pemerintah

Auditor Pemerintah melaksanakan pemeriksaan

operasional yang merupakan bagian dari pelaksanaan

pemeriksaan keuangan. Di Indonesia Auditor

Pemerintah dapat berupa BEPEKA, BPKP atau Itjen pada

setiap departemen.

Para Auditor tersebut terutama bertugas melakukan

pengawasan yang meliputi kegiatan umum pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pengurusan

dan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara,

kegiatan BUMN dan BUMD, serta kegiatan aparatur

pemerintah dibidang yang mencakup kelembagaan,

kepegawaian, dan ketatalaksanaan.

Akuntan Publik Terdaftar (Auditor Ekstem)

Pada waktu akuntan publik melaksanakan pemeriksaan

atas laporan keuangan historis, sebagian dari

pemeriksaan itu biasanya terdiri dari

pengidentifikasian masalah-masalah operasional dan

membuat rekomendasi yang bermanfaat bagi klien

audit.

Hasil dari Pemeriksaan Operasional akan dilaporkan

pada akhir pemeriksaan dan dilaporkan kepada

manajemen dalam bentuk surat kepada manajemen

(management letter).
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Surat kepada manajemen (Management Letter)

dimaksudkan memberikan rekoraendasi Akuntan Publik

untuk memperbaiki usaha klien.

Rekomendasi merausatkan pada hal-hal yang memerlukan

perbaikan sehingga klien dapat beroperasi lebih

efisien.

2.8. Program Pemeriksaan Operasional

Setelah proses perencanaan dilalui, maka peraeriksa

akan melaksanakan suatu program kerja pemeriksaan yang

merupakan rencana langkah kerja yang harus dilakukan

selama pemeriksaan. Program tersebut mengacu pada tujuan

dan sasaran yang ditetapkan serta informasi yang ada

tentang kegiatan atau program yang diperiksa.

Program kerja pemeriksaan merupakan alat pengendali

setiap kegiatan pemeriksaan dan tidak boleh menjadi check

list yang kaku dari langkah-langkah kerja sehingga

mematikan inisiatif pemeriksa dalam pelaksanaan tugasnya.

Untuk setiap tahap pemeriksaan (persiapan pemeriksaan,

pengujian pengendalian manajemen, dan pemeriksaan

lanjutan) harus disiapkan program kerja pemeriksaan secara

tertulis, meliputi :

1. Program kerja persiapan pemeriksaan mencakup

pembicaraan pendahuluan dan pengumpulan informasi umum

tentang objek yang diperiksa, cara pelaksanaan
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prosedur, dan sistem yang digunakan dalam operasional.

2. Program kerja untuk tahap pengujian pengendalian

manajemen umumnya berisikan langkah-langkah pemeriksaan

yang dimaksudkan untuk menemukan bagian-bagian yang

mengandung kelemahan-kelemahan yang memerlukan

pemeriksaan lebih Ianjut.

3. Program kerja pemeriksaan lanjutan memuat

langkah-langkah pemeriksaan terperinci dan terarah

untuk mendapatkan bukti yang cukup material, relevan

guna mendukung temuan-temuan yang menjadi dasar

rekomendasi perbaikan.

4. Susunan dan isi program kerja pemeriksaan.

Program kerja pemeriksaan harus dituangkan dalam suatu

kertas kerja pemeriksaan.

Setiap program kerja pemeriksaan umumnya mengandung

empat bagian pokok, yaitu :

1. Pendahuluan, memuat :

- Latar belakang mengenai kegiatan/program yang

diperiksa dan berguna bagi para pemeriksa untuk

dapat memahami dan melaksanakan program kerja

pemeriksaannya.

-  Komentar mengenai kegiatan/program yang sedang

diperiksa dari berbagai pihak, seperti hasil

pemeriksaan BPKP atau lembaga pemeriksa lainnya
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(BEPEKA, Itjen, Itwilprop, Itwilda, dan Pemeriksaan

Intern) dan komentar pemeriksa sendiri.

2. Pemyataem Tujuan Pemeriksaan

Dimaksudkan untuk memaparkan tentang :

- Tujuan-tujuan khas pemeriksaan yang menentukan arah

pemeriksaan dan tiap perbaikan yang diharapkan

tercapai sebagai hasil pemeriksaan.

- Cara pendekatan pemeriksaan yang dipilih.

- Pola laporan yang dikehendaki.

- Hal-hal penting lainnya yang menyangkut manajemen dan

tahap pemeriksaan yang perlu diperhatikan.

3. Xnstruksi-instruksi Khusus

Memuat instruksi-instruksi khusus misalnya instruksi

dari kantor pusat dan unit kerja lainnya yang perlu

mendapat perhatian khusus, seperti masalah koordinasi

pemeriksaan, penyampaian laporan, rahasia Bank, dan

sebagainya.

4. Langkah-langkah Kerj a

Memuat pengarahan-pengarahan khusus dalam pelaksanaan

tugas pemeriksaan, meliputi :

Persiapan pemeriksaan

Pengujian pengendalian manajemen

Pemeriksaan lanjutan

Penyusunan konsep laporan hasil pemeriksaan
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Patokan-patokan untuk penyiapan program kerja

pemeriksaan, terdiri dari :

1. Tujuan pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas dan

harus dapat dicapai atas dasar pekerjaan yang

direncanakan dalam program kerja pemeriksaan.

2. Program kerja pemeriksaan harus disusun sesuai dengan

penugasan yang bersangkutan.

3. Setiap langkah kerja harus memerinci pekerjaan yang

harus dilakukan disertai alasan-alasannya.

4. Setiap langkah kerja harus berbentuk

instruksi-instruksi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang

harus dilakukan.

5. Program kerja pemeriksaan harus menggambarkan urutan

prioritas langkah-langkah kerja yang harus

dilaksanakan.

6. Program kerja pemeriksaan harus fleksibel, setiap

perubahan harus dengan persetujuan atasan.

7. Program kerja pemeriksaan hendaknya hanya berisi

informasi yang perlu untuk melaksanakan evaluasi secara

tepat.

8. Program kerja pemeriksaan tidak boleh memuat perintah

untuk memperoleh informasi yang telah ada dalam

permanent file.

9. Dalam penyusunan program kerja pemeriksaan, pemeriksa

perlu memperhatikan Aturan Perilaku Pemeriksa dan Norma

Pemeriksaan yang ada.
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10.Program kerja pemeriksaan . harus menyertakan

taksiran-taksiran waktu yang diperlukan sesuai dengan

perencana kerja pemeriksaan guna melaksanakan kegiatan

yang bersangkutan.

11.Untuk pemeriksaan ulangan mengenai kegiatan yang sama,

ksrja pemeriksaan dapat dikembangkan menjadi

suatu program kerja standar, sehingga waktu yang

dipakai untuk menyusun program kerja pemeriksaan dapat

dikurangi.

12.Program kerja pemeriksaan disiapkan oleh ketua tim

pemeriksaan dan harus dibahas bersama dengan pengawas

pemeriksaan atau seluruh tim pemeriksa sebelum pengawas

memberikan persetuj uannya.

Program kerja pemeriksaan operasional harus memuat :

1. Tujuan pemeriksaan.

2. Waktu pemeriksaan sampai dengan waktu pelaporan.

3. Bagian atau fungsi yang diperiksa.

4. Jenis pengujian dan penilaian yang digunakan.

5. Desain pengujian dan penilaian yang digunakan.

6. Pegawai pendukung pemeriksaan.

2.9. Hubungan Antara Pemeriksaeui Operasional dan

Pengendalian Intern

Semakin luas daerah lingkup perusahaan mengakibatkan

di dalam banyak hal manajemen tidak dapat melakukan

pengawasan/pengendalian secara langsung atau secara
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pribadi terhadap jalannya operas! perusahaan. Sedangkan

tanggung jawab yang utama untuk menjaga keamanan harta

milik perusahaan dan untuk mencegah kesalahan-kesalahan

dan kecurangan-kecurangan yang terletak di tangan

manaj emen.

Oleh karena itu, bag! manajemen merapertahankan terus

adanya sistern pengawasan intern (sistem pengendalian

intern) termasuk sistem pelaporan yang baik adalah sangat

diperlukan agar dapat melepaskan, menyerahkan atau

mendelegasikan wewenang dengan tepat.

Pengertian pengendalian intern dapat ditinjau dalam

art! yang serapit dan art! yang luas. Masing-masing

pengertian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Menurut Dr. Zaki Baridwan, M. Sc., Ak dalam bukunya

"Sistem Akuntansi; Penyusunan Prosedur dan Metode", bahwa

pengertian Pengendalian Intern dalam art! sempit sebagai

berikut :

"Pengendalian Intern merupakan pengecekkeui
penjximlahan, baik penjumlahan mendatar (cross£ooting}
maupxm penjumlahan menurxin (footing)".

(20:13)

Menurut Drs. Bambang Hartadi, Ak dalam bukunya "Sistem

Pengendalian Intern : Dalam Hubungannya Dengan Manajemen

Dan Audit bahwa pengertian Sistem Pengendalian Intern

dalam art! sempit sebagai berikut :

"Sistem Pengendalian Intern dalam arti sempit.
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istilah tersebut sama dengan pengertian Internal Check
yang merupakan prosedur-prosedur mekanis tintuk memeriksa
ketelitian data-data administrasl seperti misalnya
mencocokkan penjumlahan mendatar (horizontal) dengan
penjiualahsm melurus (vertikal) ••.

(3:3)

Adaptm pengertian Pengendalian Intern dalam arti luas

dapat dijelaskan sebagai berikut :

Menurut Drs. Mulyadi, M. Sc., Ak dalam bukunya "Sistem

Akuntansi", bahwa pengertian Sistem Pengendalian Intern

dalam arti luas sebagai berikut :

"Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur
organisasi/ metode dan ukuran-tikuran yang dikoordinasikan
\mtuk menjaga kekayacui organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan
mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen".

(14:165)

Menurut Barry E. Gushing dan Marshall B. Romney dalam

bukunya "Accounting Information Systems", bahwa pengertian

Pengendalian Intern dalam arti luas yang ditetapkan oleh

The American Institute of Certified Public Accoxmtants

(AICPA) sebagai berikut :

"Internal Control Comprises the plan of organization
and all of the coordinate methods and measures adopted
within a business to safeguard its assets, check the
accuracy and reliability of its accounting data, promote
operational efficiency smd encourage adherence to
prescribed managerial policies.

(4:528)

Sedangkan pengertian Pengendalian Intern yang

ditetapkan oleh The Committee of Sponsoring Organizations
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(COSO) sebagai berikut :

"^'^ternal Control is a proces, affected by an
entity's board of directors/ meuiagement and other
personnel, designed to provide reasonable assurance
regarding the achievement of objectives in the following
categories :

Effectiveness and efficiency of operations;
Reliability of financial reporting;
Compliance with applicable laws and regulations".

(4:532)

Dari pengertian tersebut di atas, penulis dapat

menyimpulkan bahwa pengendalian intern tidak hanya

terbatas pada catatan atau laporan akuntansi, pengamanan

harta saja, tetapi juga mencakup pengendalian

administratif.

Manajemen meinbentuk suatu struktur pengendalian intern

untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Dua sasaran

atau tujuan penting untuk semua organisasi itu adalah

efisien dan efektivitas. Adapun untuk menyusun struktur

pengendalian intern yang baik diperlukan hal-hal sebagai

berikut :

1. Keandalan laporan keuangan.
2. Retaatan pada hukvim dan peratureui yang sudah

ditetapkan.
3. Efisiensi dan efektivitas operasional.

(1:831-832)

Masing-masing dari kepentingan tersebut dapat menjadi

bagian pemeriksaan operasional jika tujuannya adalah

operasi yang efisien dan efektif.
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Ada dua perbedaan penting dalam evaluasi dan pengujian

pengendalian intern untuk pemeriksaan keuangan dan

operasional, yaitu :

1. Tujuan evaluasi dan pengujian pengendalian intern.

2. Ruang lingkup normal dari evaluasi pengendalian intern.

Tujuan evaluasi pengendalian intern pada pemeriksaan

keuangan adalah untuk menentukan luas penguj ian

pemeriksaan substantif yang diperlukan, sedangkan tujuan

pemeriksaan operasional adalah untuk mengevaluasi

efisiensi dan efektivitas struktur pengendalian intern dan

membuat rekomendasi kepada manajemen.

Prosedur pengendalian intern bisa dievaluasi dengan

cara yang sama, baik untuk pemeriksaan keuangan maupun

pemeriksaan operasional, tetapi tujuannya berbeda.

Ruang lingkup evaluasi pengendalian intern untuk

pemeriksaan keuangan terbatas pada hal-hal yang

mempengaruhi akurasi laporan keuangan, sedangkan

pemeriksaan opeasional mencakup setiap pengendalian yang

mempengaruhi efisiensi dan efektivitas.

Menurut Drs. Mulyadi, M. Sc., Ak dalam bukunya "Sistem

Akuntansi", bahwa unsur-unsur pengendalian intem yang

baik adalah sebagai berikut ;

1. Struktur organisasi yang memisahkcui tanggxing jawab
fungsional secara tegas.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan
perlind\ingan yeuig cukup terhadap kekayaan, utang,
pendapatan, dan biaya.
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3. Praktek yang sehat dalam melaksanakcui tugas rfaw fxmgsi
setlap xmlt organlsasl. y

4. Karyawan yang mutunya sesual dengan banggungj awabnya.

(14:166)

Menurut Bayley yang disadur oleh Drs. Sofyan Syafri

Harahap, MSAc. dalam bukunya "Auditing Kontemporer", bahwa

ciri-ciri Sistem Pengendalian Intern yang baik sebagai

berikut :

1. Struktur organlsasl yang baik.
2. Sistem otorisasi dan tanggung jawab yang jelas.
3. Sistem akuntansi yeuig baik.
4. Kebijakan personalia yang baik.
5. Badan/staf internal auditor.

6. Dewsm komisaris yang kompeten dan aktif.

(17:121-123)

Menurut Drs. Sofyan Syafri Harahap, MSAc. dalam

bukunya "Auditing Kontemporer" dikutip dari laporan yang

dikeluarkan oleh komite pada bulan Oktober 1985 dengan

judul "Statement of Auditing Procedure No. 29", bahwa

pengendalian intern dibagi dua, yaitu :

1. Pengendalian Akuntansi yang mencakup stmiktur
organisasi dan seluruh metode serta prosedur yang
terutama menyangkut dan berhubungan dengan : "Penjagaan
terhadap kekayaan perusahaan deui menjamin ketelitian
data keuangan", meliputi :

- Sistem otorisasi dan pengesedian.
- Pembagian tugas antara pencatat dan pemegang
atau penjaga barang atau harta.

- Pemeriksaan internal.

2. Pengendalian Administrasi yang mencakup struktur
organisasi dan seluruh metode serta prosedur yang
terutama menyangkut usaha untuk mengefisienkan operasi
perusahaan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan
dan biasanya tidak lemgsung menyangkut catatan
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keuangan, misalnya :

- Anallsa statistik.

- Studl waktu dan gerak.
- Laporsm kegiatan.
- Program latihan pegawal.
" Pengawasan/pengendallem kualitas.

(17:117-118)

Menurut Drs. Mulyadi, M. Sc., Ak dalam bukunya "Sistem

Akimtansi", bahwa tujuan Pengendalian Intern adalah

sebagai berikut :

1. Menjaga kekayaan crganisasl.
2. Mengecek ketelitlan dcui keandalan data akuntansl.
3. Hendorong eflsiensi.
4. Mendorong dipatuhinya kebljakan manajemen.

(14:165-166)

Menurut Drs. Sofyan Syafri Harahap, MSAc. dalam

bukunya "Auditing Kontemporer", bahwa metode penilaian

Sistem Pengendalian Intern dapat dilakukan melalui :
1. Penggimaan daftar pertanyaem (kuesioner) .
2. Penggunaan formulir chart (arus formulir).
3. Wawancara.

4. Pengamatem langsung dan pembuatan memorandum (catatan) .

(17:115)

2.10. Tcdiap-tahap Pemeriksaan Operasional

2.10.1.Tahap-tahap Persiapan Pemeriksaem/ Pemeriksaem

Pendahuluan

Persiapan pemeriksaan bertujuan untuk

mengumpulkan informasi, penelaahan peraturan,

ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan

aktivitas yang diperiksa serta menganalisis informasi
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yang diperoleh guna mengidentifikasi hal-hal yang

potensial mengandung titik kelemahan.

Dari tahap ini diperoleh latar belakang dan

informasi umutn atas kegiatan bersangkutan, yang

mendasari perailihan sasaran tentatif pemeriksaan

(tentative audit objective).

2.10.2. Tediap Pengujian Pengendalian Hanajemen

Pengujian pengendalian manajemen dimaksudkan untuk

lebih memantapkan sasaran tentative pemeriksaan

yang telah diidentifikasi pada tahap persiapan

pemeriksaan.

Pengujian ini bertujuan untuk menilai

efektivitas pengendalian manajemen dan lebih mengenali

adanya kelemahan sehingga dapat dipastikan apakah suatu

sasaran tentative pemeriksaan dapat terus dilanjutkan

menjadi firm audit objective (sasaran definitif

pemeriksaan), atau tidak perlu dilanjutkan pada tahap

pemeriksaan lanjutan, karena kurangnya bukti yang

mendukung atau gugurnya sasaran tentative pemeriksaan.

2.10.3. Tahap Pemeriksaan Lanjuteui

Tahap ini bertujuan untuk mendapatkan bukti yang

cukup, guna mendukung audit objective

(sasaran pemeriksaan) yang telah diperoleh pada tahap

pengujian dan pengkajian ulang sistem pengendalian
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manajemen.

Pada tahap ini pemeriksa meitiilih/menyeleksi sasazran

definitif (firm audit objective), kemudian dilakukan

pengumpulan bukti yang relevan, material, dan kompeten.

2.10.4. Tahap Pelaporeui

Tahap ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil

pemeriksaan termasuk rekomendasi kepada pihak-pihak

yang berkepentingan guna meyakinkan pihak

manajemen/obrik tentang nilai, arti penting, dan

keabsahan hasil pemeriksaan serta mendorong pihak

manajemen atau pejabat yang berwenang untuk melakukan

perbaikan.

Sebelum laporan akhir disusun, materi temuan harus

sudah dikomunikasikan dengan pihak obrik mulai dari

sejak ditetapkannya sasaran tentative pemeriksaan

(tentative audit objective), hal ini dimaksudkan agar ;

- Menyelesaikan dan mencegah konflik.

- Memperoleh kesepakatan mengenai fakta temuan.

- Mencegah adanya argumentasi lain dari pihak obrik.

- Memberi kesempatan kepada obrik untuk memahami arti

dan kata yang tertulis agar tidak menimbulkan salah

penafsiran.

2.10.5. Tahap Tindak Lanjut

Meskipun laporan telah diterbitkan tidak berarti

bahwa tahap pemeriksaan telah selesai. Pemantapan dan
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evaluasi terhadap tindakan-tindakan obrik berdasarkan

rekoraendasi yang diberikan sangat penting dalam

pemeriksaan operasional. Masalah tindak lanjut ini

tidak akan terlepas dan pelaksanaan tahap pemeriksaan

sebelumnya.

2.11. Pemeriksaan Operasional Penjualan

Dalam suatu perusahaan kegiatan penjualan merupakan

kegiatan yang penting iintuk dilaksanakan, karena dengan

adanya kegiatan penjualan tersebut akan menghasilkan laba

yang dapat menjamin kontinuitas perusahaan. Agar kegiatan

penjualan dapat berjalan dengan lancar, maka pihak

manajemen berkewajiban untuk mengelolanya secara efektif,

efisien, dan hemat (ekonomi) sehingga akan diperoleh laba

seperti yang diharapkan perusahaan.

Untuk memberikan penilaian terhadap cara kerja bagian

penjualan, maka perlu dilaksanakan pemeriksaan operasional

dengan tujuan :

1. Untuk menilai kegiatan penjualan yang dilakukan.

2. Untuk mencari adanya kelemahan dalam kegiatan penjualan

tersebut dan usaha untuk menanggulanginya.

3. Untuk mencari alternatif lain dalam usaha untuk

meningkatkan efektivitas penjualan.

4. Untuk mengembangkan rekomendasi bagi penanggulangan

kelemahan dan peningkatan prestasi penjualan.
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2.11.1. Tahap Pemeriksaan v Pendahuluan/Tahap Persiapan

Pemerlksaan

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau tahap

persiapan pemeriksaan, pemeriksa harus mendapatkan

informasi umum mengenai kegiatan penjualan dengan cara

melakukan pembicaraan pendahuluan dengan pimpinan

tertinggi pada bagian tersebut.

Adanya tahap ini memungkinkan terselenggaranya

perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan penjualan

secara teratur. Pemeriksa dapat mengetahui keadaan

perusahaan secara umum dan mengidentifikasikan masalah

yang dianggap penting. Selain itu untuk menentukan

hal-hal apa yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

Pemeriksa harus memperoleh informasi mengenai bagaimana

bekerjanya sistem pengendalian yang sebenarnya dengan

menguji efektivitas dan kegunaan pengendalian pada

kegiatan penjualan.

Pemeriksaan pendahuluan atau persiapan pemeriksaan

pada penjualan bertujuan agar pemeriksa dapat

mengetahui dan memahami sistem dan prosedur penjualan

yang dijalankan oleh manajemen.

Untuk memudahkan pemeriksaan, maka pemeriksa dapat

menggunakan bagan arus atau melalui pengisian Internal

Control Questionnaires (ICQ) sehingga dapat diketahui
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letak kelemahan yang akan diteliti lebih Ianjut dalam

tahap pemeriksaan mendalam/lanjutan.

2.11.2. Tahap Pemeriksaan Mendalam/Lanjutan

Pada tahap ini pemeriksa perlu mempertimbangkan

kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakannya agar dapat

memperoleh temuan yang bermanfaat bagi upaya

peningkatan kualitas operasi penjualan.

2.11.2.1. Penelitian Sistem Pengendalian Intern

Penjualan

Menurut Howard F. Stettler dalam bukunya

"Systems Based Independent Audits", bahwa sistem

pengendalian intern penjualan dilaksanakan untuk

membantu pihak manajemen dalam mengelola

kegiatan penjualan, sebagai berikut :

Internal Control over sales euid receivables is
generally expected to give assurance that:

- All orders received are filed promp;
- Credit is approved before goods are released
for shipment;

- Customers are correctly billed for all
merchandise released by the shipping
department;

- All sales invoice are correctly recorded as
sales and receivables;

- Ihnounts receivable from customer are collected

if at all possible;
- Collections on receivables are fully accoiinted
for;
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- Credit for returns, allowances, and bad
debt write-offs are properly authorized •

- Reports adequately summarize sales . and
reveal the current status of uncollected
receivables.

(9:141)

2.11.2.2. Analisa Prestasi Penjualan

Untuk mengetahui kemajuan kegiatan

penjualan, maka peraeriksa dapat metnbandingkan

kegiatan yang dicapai sekarang dengan kegiatan

masa lalu. Analisa ini perlu dilakukan sebab

dengan mengetahui kemajuan atau kemunduran

kegiatan, maka pemeriksa dapat menetapkan

efektivitas kegiatan penjualan.

Salah satu analisa yang dapat dilakukan

untuk menganalisa prestasi penjualan adalah

analisa laba bersih hasil usaha. Tujuannya

terutama untuk mengetahui sampai sejauh mana

hasil atau realisasi penjualan yang dicapai

dibandingkan dengan biaya usaha yang telah

dikeluarkan. Dengan menggunakan laporan

Laba/Rugi usaha dapat diketahui pula efisiensi

usaha dalam mencapai tujuan.

Menurut Harnanto dalam bukunya "Analisa

Laporan Keuangan", bahwa ;

"Analisa terhadap setiap jenis biaya usaha
dalam hubungannya dengan volume penjualan, akan
memberikan gambaran tentang kemampuan manajemen
dalam mengendalikan biaya-biaya tersebut sejalan
dengan perubahcui volume deui hasil penjualcui".

(7:413)



BAB III

OBYEK DAN HETODE PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitlan

3.1.1. Sej arah Singkat Perusahaeui

PT. Telekomunikasi Indonesia adalah Badan Usaha

Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembangunan dan

pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri,

bermula sebagai sebuah Perusahaan Swasta Belanda dan

kemudian dinasionalisir oleh Pemerintah RI. Cikal bakal

TELKOM adalah suatu badan usaha bernama "Post-en

Telegraafdlenst" yang didirikan dengan Staatsblad No.

52 tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi di Hindia

Belanda waktu itu pada mulanya diselenggarakan oleh

swasta, bahkan sampai tahun 1905 tercatat 38 Perusahaan

Telekomunikasi yang pada tahun 1906 diambil alih oleh

Pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan Staatsblad

No. 395 tahun 1906, maka sejak itu berdirilah "Post,

Telegraaf en Telefoon Dients" atau disebut"

PTT-Dients". PTT- Dients ditetapkan sebagai Perusahaan

Negara berdasarkan Staatsblad No. 419 tahun 1927

tentcuig Indonesia Bedrijvenwet (IBW, Undang-undang

Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini berlangsung sampai dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu)

55
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No. 19 tahun 1960 oleh Pemerintah Repiiblik Indonesia,

tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara dan

PTT-Dients memenuhi syarat untuk tetap menjadi suatu

Perusahaan Negara (PN). Kemudian berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 tentang

pendirian Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi

disebutkan, bahwa Perusahaan Negara sebagaimana

dimaksud dalam pasal 2 I.E. dilebur ke dalam

Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi. Sehingga pada

tahun 1961 status PTT resmi diganti menjadi Perusahaan

Negara Pos dan Telekomunikasi atau disingkat PN

Postel. Di sini secara resmi digunakan kata

"Telekomunikasi" sebagai pengganti dari kata "Telegraf

dan Telefon", dengan perubahan istilah tersebut

cakrawala usaha semakin luas seiring dengan kemajuan

teknologi komunikasi yang sangat cepat.

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah memandang

perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi 2

(dua) Perusahaan Negara yang berdiri sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965,

maka berdirilah Perusahaan Pos dan Giro (PN Pos dan

Giro) dan pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi

(PN Telekomunikasi) diatur dalam Peraturan Pemerintah

NO. 30 tahun 1965. Kemudian pada tahun 1970 dengan

Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. SK.
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•^29/U/1970 tanggal 28 April 1970, PN Telekomunikasi

beralih bentuk menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi

yang dikenal dengan sebutan PERUMTEL dan dikukuhkan

dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974. Dalam

peraturan tersebut dinyatakan pula Perusahaan Umum

Telekomunikasi sebagai penyelenggara jasa

telekomunikasi untuk umum, baik hubungan telekomunikasi

dalam negeri maupun luar negeri. Tugas pokoknya adalah

membangun, mengembangkan, dan mengusahakan

telekomimikasi untuk mempertinggi kelancaran hubungan

masyarakat dalam menunjang pembangunan Bangsa

Indonesia. Tentang hxibungan telekomunikasi luar negeri

pada saat itu juga diselenggarakan oleh PT. Indonesian

Satellite Corporation (Indosat) yang masih berstatus

perusahaan asing, yakni dari American Cable & Radio

Corporation, suatu perusahaan yang didirikan

berdasarkan Peraturan Perundangan Negara Bagian

Delaware, America Serikat.

Seluruh saham PT. Indosat dengan modal asing ini

pada akhir tahun 1980 dibeli oleh Negara Republik

Indonesia dari American Cable & Radio Corporation.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi

untuk umum, pemerintah mengeluarkan Peraturan

Pemerintah No. 53 tahun 1980 tentang telekomunikasi

untuk umum yang berisi perxtbahan atas Peraturan
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Pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan Peraturan

Pemerintah No. 53 tahun 1980 tersebut, PERUMTEL

ditetapkan sebacfai badan usaha yang berwenang

menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum

Intexnasional. Kedua BUMN ini beirada di bawah naungan

Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi.

Memasuki Repelita V pemerintah merasakan perlunya

percepatan pembangunan telekomunikasi, karena sebagai

infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan

sektor lainnya. Selain hal tersebut penyelenggaraan

telekomunikasi membutuhkan manajemen yang lebih

profesional, oleh sebab itu perlu menyesuaikan bentuk

perusahaan. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No.

25 tahun 1991 tertanggal 1 Mei 1991 bentuk Perusahaan

Umum (PERUM) dialihkan menjadi Pemsahaan Perseroan

(PERSERO), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.

9 tahun 1969. Sejak itu berdirilah Perusahaan Perseroan

(Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia (TELKOM) dengan

dilakukannya penandatanganan Akte Pendirian Perusahaan

PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) oleh Notaris

Imas Fatimah, SH., bersama-bersaraa dengan Menparpostel

Soesilo Soedarman yang bertindak selaku kuasa dari

Menteri Keuangan sebagai pemegang saham.

Untuk raewujudkan percepatan pembangunan dan

sekaligus raengatasi pendanaannya, maka TELKOM
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mencfikutseirtakan swasta dalam pembangrunan prasarana

jaringan, penyediaan jasa-jasa khusus dan pelaksanaan

operasinya. Partisipasi swasta sampai saat ini dikenal

dalam bentuk Pola Bagi Hasil (PBH), perusahaan patungan

dan Kerja Sama Operas! (KSO) . KSO ini merupakan suatu

organisasi kemitraan yang tidak raembentuk suatu badan

hukum, namiin tetap sebagai suatu Divisi dari TELKOM.

Divisi-divisi dari KSO meliputi Divisi Regional I

Sumatera, Divisi Regional II Jakarta, Divisi Regional

III Jawa Barat, Divisi Regional IV Jawa Tengah dan

Daerah Istimewa Yogyakarta, Divisi Regional V Jawa

Timur, Divisi Regional VI Kalimantan, dan Divisi

Regional VII Kepulauan. Divisi KSO dikelola oleh Mitra

KSO yang merupakan konsorsium dari beberapa perusahaan

baik dalam maupun luar negeri. Masa KSO ditetapkan

selama 15 tahun, dan pada akhir masa KSO seluruh hak,

kepemilikan dan kepentingan Mitra KSO yang berkaitan

dengan sarana/jaringan baru dan semua pekerjasm yang

sedang berjalan dialihkan kepada TELKOM. Dari 5 juta

SST yang harus dibangun selama REPELITA VI, 2 juta SST

akan dilaksanakan oleh Mitra KSO.

Keputusan untuk menghimpun dana dari masyarakat

melalui pasar modal, baik di dalam negeri maupun dari

luar negeri dengan cara menjual saham TELKOM, yang

keputusannya dituangkan dalam Akta Berita Acara No. 52
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ctanggal 12 Juli 1995 yang dibuat oleh Notaris Imas

Fatlmah, SH. Untuk itu TELKOM tnencatatkan sahaiti-sahatn

yang ditawarkan di Bursa Bfek Jakarta, Bursa Efek

Surabaya, New York Stock Exchange dan London Stock

Exchange.

Saham yang dikeluarkan TELKOM terdiri dari Saham

Seri A Dwiwama dan Saham Seri B. Saham Seri Dwiwama

yang jumlahnya hanya satu lerabar dimiliki oleh Negara

Republik Indonesia dan tidak dapat dipindahtangankan

kepada siapapun juga. Saham Seri A Dwiwama adalah

saham yang memberikan kepada pemegangnya hak istimewa,

diantaranya menentukan pencalonan, pengangkatan dan

pemberhentian para anggota Direksi yang dilaksanakan

dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan Saham Seri B

adalah Saham Atas Nama dan dapat dipindahtangankan.

Dalam kaitannya dengan Initial Publik Offering

(IPO) ini, khusus karyawan TELKOM mendapat penjatahan

khusus sejumlah Saham Seri B bam yang jumlahnya tidak

lebih dari 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang

ditawarkan dalam penawaran umum di Indonesia. Program

pemilikan saham oleh karyawan atau Employee Stock

Ownership Plan (ESOP), menghamskan karyawan tidak

menjual saham yang diperoleh dalam jangka waktu 12

bulan (1 tahun) setelah pencatatan saham pada Bursa

Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Penerimaan bersih
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dari Emisi Saham baru akan digunakan untuk membiayai

program investasi perusahaan. Sekitar 39,22% digunakan

untuk perluasan kapasitas transmisi dan sentral,

penambahan kapasitas dan pengembangan jaringan kabel

melalui penggantian kabel tembaga dengan kabel serat

optik serta pengadaan Wireless Local Loop. Selain itu

39,51% akan digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan

dan 21,27% dipersiapkan untuk pengembangan sistem

teknologi baru serta peningkatan sumber daya manusia.

Divisi Regional TELKOM mencakup wi1ayah-wilayah

sebagai berikut :

1. Divisi Regional I, Sumatera;

2. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitamya;

3. Divisi Regional III, Jawa Barat;

4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan DIY;

5. Divisi Regional V, Jawa Timur;

6. Divisi Regional VI, Kalimantan;

7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia,

meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur,

Maluku, deui Irian Jaya.

Masing-masing Divisi dikelola oleh suatu tim

manajemen yang terpisah berdasarkan prinsip

desentralisasi serta bertindak sebagai pusat investasi

(Divisi Regional) dan pusat keuntimgan (Divisi Network

dan Divisi lainnya) serta mempunyai laporan keuangan
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internal yang terpisah,

Divisi-divisi pendukung terdiri dari Divisi

Pelatihan, Divisi Properti, dan Divisi Sistem

Informasi. Beralihnya kebijakan sentralisasi ke

kebijakan dekonsentrasi dan desentralisasi kewenangan,

maka struktur dan fungsi Kantor Pusat juga mengalami

perubahan. Berdasarkan organisasi Divisional ini, maka

Kantor Pusat diubah menjadi Kantor Perusahaan, dan

semula sebagai pusat investasi disederhanakan menjadi

pusat biaya (cost Centre). Berlakunya kebijakan

dekonsentrasi menjadikan jumlah sumber daya manusia

Kantor Perusahaan menjadi lebih sedikit. Kantor

Perusahaan TELKOM berdasarkan Akte perubahan yang

terakhir berkedudukan di Jl. Japati No. 1 Bandung,

bertanggungjawab at as penyampaian sasaran pengelolaan

perusahaan melalui kegiatan unit kerja perusahaan

secara keseluruhan. Dalam kaitannya dengan Divisi, .

Kantor Perusahaan hanyalah menetapkan hal-hal yang

strategis, sedangkan penjabaran operasionalnya

dilaksanakan oleh masing-masing Divisi.

Semua usaha TELKOM ini untuk mengantisipasi

dilaksanakannya perdagangan bebas baik Regional maupun

Internasional, peningkatan kemampuan kompetitif ini

diharapkan dapat menjadikan TELKOM menjadi salah satu

operator Telekomunikasi Kelas Dunia
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(World Class Operator).

3.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Kerja

Untuk melakukan kegiatan perusahaan sehari-hari

diperlukan struktur organisasi yang menunjukkan

pembagian tugas dan wewenang serta koordinasi dalam

perusahaan, sehingga struktur organisasi harus dimiliki

oleh setiap perusahaan yang beroperasi. Struktur

organisasi ini dapat membantu perusahaan dalam mencapai

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dan setiap

perusahaan tentu mempunyai struktur organisasi yang

berbeda dengan perusahaan lain. Dengan adanya struktur

organisasi diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja

yang sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya

sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja bagi

setiap individu dalam perusahaan.

Struktur organisasi PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Divisi Regional II Jakarta berbentuk garis dan terdiri

atas Kantor Divisi dan Kantor-kantor Daerah

Telekomunikasi (KANDATEL). Organisasi Kantor Divisi II

terdiri atas :

a. Unsur Pimpinan Divisi

Unsur Pimpinan Divisi terdiri atas masing-masing

seorang Kepala dan Deputi Kepala Divisi II.
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b. Unit Kerja Teknostruktur

Unit Kerja Teknostruktur terdiri atas :

1) Internal Auditor

2} Bidang Pengembangan Usaha

c. Unit Kerja Pendukung

Unit Kerja Pendukung, meliputi :

1) Bidang Keuangan

2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Administrasi

d. Unit Kerja Operasional, meliputi :

1) Bidang Pelayanan Kelompok Badan Usaha

2) Bidang Operasi dan Pemeliharaan Network

3) Bidang Perabangunan dan Logistik

4) Kelompok Spesialis operasi, teknik, dan pelayanan

Adapun uraian tugas (job description) dari

masing-masing bagian tersebut sebagai berikut :

a. Kepala Divisi Regional II

Kepala Divisi Regional II bertugas menangani

tugas-tugas yang bersifat strategik dan berorientasi

ke dalam maupun ke luar dalam rangka mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas unit-unit kerja

dibawahnya secara efisien, ekonomis, dan efektif.

b. Deputi Kepala Divisi Regional II

Deputi Kepala Divisi Regional II berperan dan

bertanggungjawab sebagai pimpinan penyelenggara
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operasi.

Koordinator Inbernal Auditor

Koordinator Internal Auditor bertanggungjawab

sebagai penyedia dukungan pengawasan terhadap

unit-unit kerja dalam bidang keuangan, managerial,

dan khusus.

Koordinator Internal Auditor mempunyai tugas pokok

sebagai berikut :

1) Pimpinan Internal Audit bertanggung jawab

terhadap individu di dalam organisasi.

2) Pimpinan Internal Audit setiap tahun harus

mengajukan permohonan persetujuan mengenai

rangkuman jadwal kegiatan pemeriksaan, susunan

kepegawaian, dan anggaran,

3) Pimpinan Internal Audit harus memberikan laporan

tahunan tentang berbagai kegiatan kepada

manajemen senior dan pimpinan tertinggi.

Koordinator Internal Auditor membawahi bidang-bidang

sebagai berikut :

(1). Bidang Financial Audit

Bidang Financial Audit mempunyai tugas

melaksanakan pengujian dan penilaian terhadap

laporan keuangan dan sistem pengawasan

akuntansi untuk menjaga dan mengamankan

perusahaan.

(2). Bidang Manajemen Audit Service

Bidang Manajemen Audit Service mempunyai
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tugas melaksanakan pengujian dan penilaian

secara sistematis terhadap pengelolaan

pejTusahaan serta sistem prosedur yang berlaku.

(3). Bidang Special Audit

Bidang Special Audit mempunyai tugas

melaksanakan pendalaman dan pengembangan atas

hasil Manajeraen Audit dan Financial Audit,

menangani kebenaran informasi yang bersumber

dari pengawasan masyarakat serta melakukan

pemeriksaan berdasarkan penugasan dari

manajemen.

d. Kepala Bidang Pengembangem usaha

Kepala Bidang Pengembangan Usaha bertanggungjawab

atas penyediaan rumusan strategi, kebijakan dan

program-program operasi, teknik, pelayanan,

pemasaran, pengembangan usaha, investasi, dan

pengendalian kinerja divisi.

e. Kepala Bidang Keuangan

Kepala Bidang Keuangan bertanggungjawab atas

penyediaan dukungan keuangan kepada seluruh unit

kerja divisi serta penyelenggaraan akuntansi

perusahaan.

Kepala Bidang Keuangan membawahi ;

1) Bagian Anggaran

2) Bagian Perbendaharaan

3) Bagian Akuntansi
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f. Kepala Bldang' Sumbeir Daya Hanusla dan Administnasi.

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Administrasi

bertanggungjawab atas penyediaan dukungan Sumber

Daya Manusia (SDM) kepada seluruh unit kerja serta

layanan administrasi perkantoran kepada seluruh unit

kerja divisi serta dukungan iklim kerja yang nyaman

agar dapat menunjang peningkatan produktivitas

kerja.

g. Koordinator Operas!, Teknik dan Pelayanan

Koordinator Operas!, Teknik dan Pelayanan

bertanggungjawab menyusun rumusan target, prioritas,

dan Strateg! pemasaran, strategi operas! atau

pemeliharaan sarana telekomunikasi dan sarana

penunjang untuk lingkungan divisi, bertanggiingjawab

menyusun spesifikasi teknik perangkat telekomunikasi

yang diperlukan untuk keperluan dokumen tender,

menyusun tolok ukur operas!, teknik dan pelayanan

untuk lingkup Divisi II.

h. Kepala Bidang Pelayanan Penggima Kelompok Badan

Usaha

Kepala Bidang Pelayanan Pengguna Kelompok Badan

Usaha bertanggungjawab atas pencapaian sasaran

pelayanan kepada pengguna berbentuk perusahaan besar

yang memiliki perangkat telekomunikasi tersebar

dibeberapa lokasi Kandatel.
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i. Kepala Bidang Pembangunan dan Logistik

Kepala Bidang Pembangunan dan Logistik

bertanggungjawab atas pencapaian sasaran

pengembangan sarana network, fasilitas kantor dan

sarana penunjang, serta penyediaan dukungan logistik

kepada seluruh unit kerja di lingkungan Divisi II.

j. Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Network Lokal

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Network Lokal

bertanggungjawab atas pencapaian unjuk kerja yang

maksimal dari hubungan antar sentral-sentral lokal

di lingkungan Divisi II khususnya yang berada di

dalam kode area tertentu.

k. Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi (Kakandatel)

Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi (Kakandatel)

terdiri dari beberapa Datel, yaitu :

(1). Datel Jakarta Barat;

(2). Datel Jakarta Pusat;

(3). Datel Jakarta Selatan;

(4). Datel Jakarta Timur;

(5). Datel Jakarta Utara;

(6). Datel Bogor;

(7). Datel Purwakarta;

(8). Datel Serang;

Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi (Kakandatel)
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merupakan pusat keuntungan (Profit Centre) dan

mengawasi kegiatan kerja dari masing-masing Datel

yang metnberikan pelayanan kepada masyarakat umum,

pelaksanaan kegiatan penjualan jasa telekomunikasi,

dan bertanggungj awab atas keuntungan yang akan

dicapai.

3.2. Metode Penelitiem

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis melakukan

penelitian dengan cara mengumpulkan data, baik data primer

maupun data sekunder untuk menyusun suatu pembahasan atas

masalah yang telah diidentifikasikan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah :

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data ini dapat dilakukan melalui :

1) Penelitian Lapangan, dimaksudkan untuk memperoleh

data primer yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan

data primer tersebut adalah :

- Dengan menggunakan daftar pertanyaan yang ada

hubungannya dengan pemeriksaan yang dilakukan

terhadap pengendalian intern penjualan.

- Wawancara yang bersifat melengkapi data yang

diperoleh dari hasil jawaban pada waktu mengajukan

daftar pertanyaan.
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2) Penelitian Kepustakaan, dimaksudkan untuk memperoleh

data sekunder sebagai landasan teoritis dalam

membahas masalah yang diteliti dengan menggunakan

literatur-literatur yang berhubungan dengan

pemeriksaan operasional dan pengendalian intern

penjualan.

b. Penetapan Varicd}el Penelitian

Judul Skripsi ini mempunyai dua variabel, yaitu

variabel independen dan variabel dependen.

1} Pelaksanaan pemeriksaan operasional dalam upaya

membantu manajemen, merupakan variabel independen.

2) Meningkatkan Pengendalian Fungsi Penjualan,

merupakan variabel dependen.

c. Penetapan Kriteria

Penetapan kriteria didasarkan pada teori-teori yang

relevan dan yang lazim digunakan.

d. Pengujian Hipotesis

Data dan informasi yang diperoleh dari lapangan,

dianalisa dengan cara membandingkannya dengan kriteria

yang telah ditetapkan. Apabila 80% dari kriteria dapat

dipenuhi berarti hipotesis diterima, akan tetapi

apabila kurang dari 80% berarti hipotesis ditolak.

e. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan didasarkan pada hasil pengujian

hipotesis.



BAB IV

BASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Maksud dan Tujuan Perusahaeui

Untuk mengantisipasi era globalisasi, seperti

diterapkannya perdagangan bebas baik Internasional maupxm

Regional, maka TELKOM pada tahun 1995 melaksanakan tiga

program besar secara simultan. Program-program tersebut

adalah Restrukturisasi Internal, Penerapan Kerja Sama

Operasi (KSO) dan persiapan Go P;iblic/Internasional atau

dikenal dengan Initial P;iblic Offering. Restrukturisasi

Internal meliputi bidang usaha sekaligus

pengorganisasiannya. Badan Usaha TELKOM dibagi tiga bidang

usaha, yaitu Bidang Usaha Utama, Bidang Usaha Terkait, dan

Bidang Usaha Pendukung. Bidang Usaha Utama TELKOM adalah

menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam

negeri, sedangkan Bidang Usaha Terkait termasuk Sistem

Telepon Bergerak Selular (STBS), Sirkit Langganan, Teleks,

Penyewaan Transponder Satelit, VSAT dan Jasa Nilai Tambah

tertentu.

Bidang Usaha Terkait ada yang diselenggarakan TELKOM

dan ada juga yang diselenggarakan bekerja sama dengan

pihak ke tiga melalui perusahaan patungan. Sedangkan

Bidang Usaha Pendukung adalah bidang usaha yang tidak

langsung berhubungan dengan pelayanan jasa telekomunikasi,

71
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namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang utama dan

bidang terkait. Yang termasuk dalam Bidang Usaha Pendukung

adalah Pelatihan, Sistem Infortnasi, Atelir, Properti/

Riset Teknologi Informasi. Untuk menampung bidang-bidang

usaha tersebut, maka sejak tanggal 1 Juli 1995 TELKOM

telah raenghapuskan Struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi

(WITEL) dan secara defacto meresmikan dimulainya era

Divisi. Sebagai pengganti WITEL, bisnis bidang utama

dikelola oleh tujuh Divisi Regional dan satu Divisi

Network. Divisi Regional menyelenggarakan jasa

telekomunikasi di wilayah masing-masing, sedangkan Divisi

Network menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh

dalam negeri melalui pengoperasian jaringan transmisi

jalur utama nasional.

Divisi Regional TELKOM mencakup wilayah-wilayah yang

dibagi sebagai berikut :

1. Divisi Regional I Sumatera;

2. Divisi Regional II Jakarta dan sekitarnya;

3. Divisi Regional III Jawa Barat;

4. Divisi Regional IV Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

5. Divisi Regional V Jawa Timur;

6. Divisi Regional VI Kalimantan

7. Divisi Regional VII Kawasan Timur Indonesia yang

meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur,
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Maluku, dan Irian Jaya.

Jasa telekoraunikasi yang disediakan TELKOM dibagi

dalam dua kelompok, yaitu jasa telekomunikasi dasar dan

bukan dasar. Pengelompokan ini belum dilaksanakan secara

tegas, mengingat teknologi telekomunikasi dan informasi

berkembang dengan pesat. Bisnis Utama TELKOM sampai saat

ini adalah menyediakan PSTN (Public Switch Telephone

Network) dan menyelenggarakan jasa melalui PSTN tersebut.

Jasa-jasa telekomunikasi yang sudah beroperasi sampai

tahun 1995 adalah :

1. Jasa Telepon Dalam Negeri,

2. Jasa Interkoneksi kepada Penyelenggara Telekomunikasi

lain,

3. Jasa Telepon Bergerak Selular,

4. Jasa Satelit,

5. Jasa lainnya.

Jasa Telepon Dalam Negeri merupakan kegiatan usaha

TELKOM yang memberikan pendapatan terbesar. Komposisi

pendapatan jasa ini meliputi biaya pasang, biaya abonemen

(langganan) bulanan dan biaya pemakaian telepon untuk

panggilan lokal dan jarak jauh. Dari catatan tahun 1994,

ternyata kontribusi terbesar berasal dari biaya pemakaian

telepon. Pelayanan Jasa Telepon Dalam Negeri ini juga

termasuk penyediaan Telepon Umum, baik kartu maupun coin.
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Di samping memperoleh pendapatan dari pelanggan untuk jasa

telepon dalam negeri, TELKOM juga meneritna pendapatan

interkoneksi dari penyelenggaraan telekomunikasi lainnya,

seperti dari penyelenggara telekomunikasi Intemasional

dan Sistem Telepon Bergerak Selular (STBS).

Pendapatan Interkoneksi diantaranya diperoleh dari PT.

INDOSAT dan PT. SATELINDO. Selain pendapatan Interkoneksi,

TELKOM juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem

Telepon Bergerak Selular (STBS), melalui usaha patungan

ataupun dengan pola bagi hasil. Sementara itu penyewaan

transponder satelit, mulai tahun 1996 akan beralih kepada

SATELINDO, namun TELKOM terus melanjutkan jasa stasiun

bumi untiik hubiingan telekomunikasi melalui sistem satelit

komimikasi.

Jasa telekomunikasi lainnya adalah VSAT, e-mail,

calling cards, telex dan telegram. Jasa telex dan telegram

dari tahun ke tahun cenderving mengalami penurunan bergeser

dengan penggunaan faksimili. Menghadapi kondisi ini TELKOM

sudah menandatangani memorandum of understanding dengan

PT. Pos Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1995 mengenai

pengalihan pengoperasian dan pengelolaan usaha telegrap.

Adapun. maksud dan tujuan didirikannya PT.

TELEKOMUNIKASI INDONESIA (persero) adalah sebagai

berikut:

1. Menyediakan pelayanan bagi kepentingan umum berupa jasa
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telekomunikasi yang memadai.

2. Menghasilkan keuntungan berdasarkan program pemerintah

dibidang ekonomi dan pembangunan.

3. Membangim, mengembangkan, dan mengusahakan fasilitas

telekomunikasi untuk umum dalam negeri.

4. Mempertinggi kelancaran arus informasi untuk menunjang

keberhasilan pembangunan nasional.

5. Membuka lapangan kerja yang dapat menampung sejumlah

tenaga kerja.

Lapangan usaha PT. TELKOM sebagal mana diatur dalam

peraturan pemerintah No. 25 tahun 1991 adalah

menyelenggarakan usaha sebagal berikut :

1. Menyelenggarakan dan melayani jasa telekomunikasi untuk

umum dalam negeri dengan sarana telepon, telegraf,

telex, leaved channel, dan komtmikasi radio serta

sarana lainnya dengan mengindahkan kebijaksanaan

pemerintah.

2. Memenuhi aturan dan saluran bagi pemenuhan kebutuhan

sarana komunikasi untuk disewakan.

3. Merencanakan, membang\in, dan memperluas sarana-sarana

telekomunikasi.

4. Usaha-usaha lain yang menunjang tercapainya tujuan di

atas.

Strategi TELKOM dalam periode lima tahun mendatang

(1994-1998) adalah :

1. Mempercepat tersedianya sarana telekomunikasi yang
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memadai dan bermutu tinggi serta menjangkau seluruh

lapisan masyarakat.

2. Meningkatkan mutu jasa dan pelayanan serta memperluas

jenis pelayanan jasa telekomunikasi.

3. Mempercepat perubahan TELKOM menj adi perusahaan yang

efisien, produktif, dan profesional yang siap untuk

bersaing dalam lingkungan kompetltif.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki

kemampuan untuk memberikan pelayanan yang memuaskan

pelanggan professional dan proaktif dalam menghadapi

kemajuan teknologi serta lingkungan yang kompetitif.

5. Menggali sumber-sumber dana lain yang lebih inovatif

dan menguntungkan perusahaan untuk membiayai

pembangunan dan pengembangan usaha, seperti melalui

pasar modal, lembaga keuangan nasional dan

internasional serta penambahan penyertaan pemerintah.

4.2. Per«man dan Kedudukan Internal Auditor

Internal Auditor PT. TELKOM pada awalnya bemama

Satuan Pengawasan Intern (SPI). Landasan hukum keberadaan

Satuan Pengawasan Intern (SPI) di PT. TELKOM adalah

peraturan pemerintah RI No. 3 tahun 1983 pasal 46 dan No.

21 tahun 1984 pasal 31. Satuan Pengawasan Intern (SPI)

pada saat itu bertugas membantu Direktur Utama dalam

mengadakan penilaian atas pengendalian pengelolaan
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(manajemen) dan pelaksanaannya pada badan yang

bersangkutan serta memberikan rekomendasi atau saran-saran

perbaikan.

Dengan adanya restrukturisasi dan rencana di PT.

TELKOM, maka atas dasar Keputusan Direksi, yaitu dengan

Nomor Kd. 57/Ps 150/Proses/94 tanggal 15 September 1994,

Satuan Pengawasan Intern (SPI) wilayah berganti menjadi

Internal Auditor Divisi Regional yang bertanggungjawab

sebagai penyedia dukungan pengawasan terhadap unit-unit

kerja dalam bidang keuangan, manajerial, dan khusus.

Organisasi Pemeriksaan Intern dibentuk oleh pimpinan

tertinggi pusat. Oleh karena itu pimpinan tersebut harus

menetapkan secara jelas wewenang dan tanggung jawab dari

Pemeriksa Intern. Dengan demikian Pemeriksa Intern sebelum

melaksanakan tugasnya harus memahami dengan baik wewenang

dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

Adapun wewenang yang diberikan kepada Internal Auditor

PT. TELKOM Divisi Regional II Jakarta adalah sebagai

berikut ;

1. Kepada Internal Auditor dan atau anggota pemeriksa

dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta keterangan

atau membicarakan sesuatu permasalahan dengan para

pejabat PT. TELKOM Divisi Regional II Jakarta di daerah

maupxin di kantor direksi.

2. Kepada Internal Auditor dan atau anggota pemeriksa
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dapat melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan di lapangan

maupun di kantor untuk memperoleh keterangan atau data

yang diperlukan.

3. Kepada Internal Auditor dan atau anggota pemeriksa

dapat mengadakan pengusutan mengenai kebenaran laporan

bukti-bukti pertanggungjawaban penyalahgunaan kekuasaan

atau kewenangan dari petugas PT. TELKOM Divisi Regional

II Jakarta.

Pemberian wewenang yang berlebihan dan tidak terbatas

akan sangat membahayakan bagi Internal Auditor maupun bagi

perusahaan sendiri. Oleh karena itu, pemberian wewenang

yang benar harus disertai dengan tanggung jawab sehingga

akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Sedangkan tanggung jawab Internal Auditor Divisi

Regional II Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Seluruh anggota dan stafnya harus dapat menyimpan

rahasia perusahaan maupun rahasia jabatannya dan harus

memiliki loyalitas dan integritas yang tinggi.

2. Seluruh anggotanya harus bekerja secara rasional dan

obyektif.

3. Seluruh anggotanya wajib menciptakan suasana kerja yang

dapat menjamin peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas

PT. TELKOM.

4. Seluruh anggotanya wajib ikut mengamankan
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kebijaksanaan, program kerja, kekayaan dan raartabat PT.

TELKOM.

4.2.1. Ruang Lingkup Pemeriksaan Internal Auditor

Huang lingkup pemeriksaan yang dilakukan oleh

Internal Auditor PT. TELKOM Divisi Regional II Jakarta

meliputi :

1. Pemeriksaan Proses Perusahaan

Pemeriksaan proses perusahaan adalah pemeriksaan

at as proses kegiatan dari awal sampai akhir, dari

perencanaan sampai pertanggungjawaban.

2. Post, Current, dan Pre Audit

Audit tidak hanya dilaksanakan atas hal yang telah

terjadi atau berlangsung tetapi juga atas hal yang

sedang terjadi maupun terhadap rencana kegiatan yang

belum dilaksanakan.

3. Pemeriksaan Pengelolaan

Manajemen Audit tidak hanya ditujukan untuk

pemeriksaan atas kebijaksanaan manajemen tingkat

bawah yang bersifat operasional, tetapi juga

kebijakan manajemen tingkat atas dengan atau yang

bersifat teknis dan strategis.

4. Pemeriksaan Terpadu

Dengan cara pemeriksaan terpadu diharapkan tidak

terjadi duplikasi pemeriksaan antara Manajemen Audit

dan Financial Audit, karena audit dilaksanakan
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secara menyeluruh.

Untuk itu perencanaan audit yang dituangkan dalam

perusahaan adalah penjabaran dan tujuan atau misi

dan fungsi Internal Auditor yang telah ditetapkan.

5. Pemeriksaan Ketaatan dan Nilai Tawbah

Pemeriksaan tidak hanya ditetapkan pada ketaatan

terhadap kebijakan dan prosedur, tetapi juga raenilai

apakah beban yang berkaitan dengan kebijakan dan

prosedur sudah efektif, dan apakah kebijakan dan

prosedur perlu disederhanakan, serta mendapatkan

sesuatu yang berbeda untuk memberikan pelayanan yang

lebih baik.

6. Lingkungan Pengendalian Yang Tidak Berlebihan

Lingkungan pengendalian terhadap aktivitas agar

ditetapkan pada kondisi pengendalian yang cukup dan

tidak berlebihan.

7. Pemeriksaan Berdasarkan Resiko

Pemeriksaan berdasarkan resiko yaitu pemeriksaan

yang dilaksanakan berdasarkan tingkat resiko yang

mungkin terjadi.

Adapun resiko tersebut berhubungan dengan resiko

bisnis atau perusahaan dan resiko financial.

4.2.2. Aktivitas Internal Auditor

Internal Auditor PT. TELKOM Divisi Regional II
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Jakarta dalam melaksanakan pemeriksaan dan membuat

laporan hasil pemeriksaan maupun dalam memberikan

kesimpulan dari hasil pemeriksaannya harus bersikap

aktif, di samping itu juga harus bersikap bijaksana dan

konstruktif dalam memberikan saran-saran atau

rekomendasi dengan raempertimbangkan dampak yang raungkin

terj adi.

Kualitas dan bobot dari hasil pemeriksaan Pemeriksa

Intern sangat tergantung pada kualitas dari para

pemeriksanya. Oleh karena itu penting sekali bagi

Organisasi Pemeriksa Intern mempunyai personal yang

berkualitas sehingga dapat menjalankan tugas

pemeriksaannya dengan baik.

Untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian Pemeriksa

Intern, maka perlu diadakan pendidikan dan latihan yang

terus menerus sehingga kemampuan pemeriksa terpelihara

dan semakin bertambah baik. Salah satu faktor yang

sangat mendukung keberhasilan dari pekerjaan Internal

Auditor adalah personal itu sendiri dalam melaksanakan

tugas yang dibebankan oleh Direktur PT. TBLKOM Divisi

Regional II Jakarta pada Internal Auditor.

Sebelum melaksanakan tugas, personal Internal

Auditor telah mengikuti pendidikan dasar-dasar
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pemeriksaan, pemeriksaan pengelolaan, pemeriksaan

lanjutan serta mengikuti penataran-penataran, sehingga

para personal Internal Auditor memiliki kemampuan dan

pengalaman yang cukup dalam tugas operasional serta

memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi terhadap

perusahaan. Selain itu perusahaan telah melengkapi

prasarana yang menunjang tugas operasional Internal

Auditor, yaitu dalam bentuk penyediaan buku-buku

pedoman dan referensi serta peralatan personal computer

bagi Internal Auditor.

Aktivitas pemeriksaan Internal Auditor Divisi

Regional II Jakarta meliputi:

1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern.

2. Pemeriksaan kelengkapan dan kewajaran laporan

keuangan.

3. Pemeriksaan ketaatan terhadap peraturan dan

kebijakan yang berlaku.

4. Pemeriksaan terhadap pengamanan atas harta kekayaan

perusahaan.

5. Penilaian kebenaran atau informasi masyarakat.

4.2.3. Status Organisasi Internal Auditor

Keberhasilan pemeriksa intern dalam melaksanakan

tugasnya sangat tergantung pada dukungan manajemen.

Dukungan manajemen selain diberikan oleh pimpinan
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tertinggi juga diberikan oleh semua jajaran manajemen

PT. TELKOM. Di lingkungan Divisi Regional II PT.

TELKOM, Kepala Divisi sangat mendukung keberadaan

Internal Auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Untuk mendukung keberadaan Internal Auditor, maka

wewenang, tanggung jawab, dan tugas pokok serta ruang

kerja Pengawasan Internal Auditor Divisi Regional II

Jakarta ditetapkan oleh pimpinan tertinggi dari DIVRE

II tersebut, dengan demikian selama melaksanakan tugas

pemeriksaan dan dalam pengumpulan informasi atau bukti

para petugas Internal Auditor tidak memperoleh hambatan

dari pejabat yang diperiksa.

Dengan adanya dukungan yang baik dari berbagai

pihak yang terkait, maka terjadi komunikasi timbal

balik dengan tujuan untuk mencari pemecahan yang

terbaik atas segala persoalan dan kesulitan yang

dihadapi oleh para pelaksana. Temuan, saran, dan kritik

yang diberikan Internal Auditor setelah dibicarakan

bersama akan dilaksanakan oleh pihak yang diperiksa

agar kegiatan dan operasi berjalan secara ekonomis,

efisien, dan efektif.

4.2.4. Program Kerja Pemeriksaan Tahuneui (PKPT)

Internal Auditor Divisi Regional II Jakarta

Dalam rangka membantu perusahaan menuju World
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Class Operator (WCO) di tahun 2001, Internal Auditor

dituntut untuk melakukan optimalisasi tugasnya dengan

tujuan meningkatkan mutu pengawasan di masa depan.

Sebagai upaya tervmjudnya support kepada manajemen

dalam bidang pengawasan. Internal Auditor telah

merubah cara pemeriksaan dari pemeriksaan secara

fungsional menjadi pemeriksaan secara proses.

Pemeriksaan secara proses atau yang lebih dikenal

dengan Bussines Proces Audit diharapkan dapat

menemukenali permasalahan secara utuh dari proses awal

sampai dengan proses akhir yang tidak tergantung oleh

fungsi organisasi.

Audit tahun 1997 didasarkan pada ;

a. Audit Quality Policy Internal Auditor DIVRE-II,

adalah sebagai berikut :

1) Dukungan terhadap sukses Rencana Kerja Anggaran

Pendapatan (RKAP)

2) Mengarah sebagai Internal Consultant

3) Quality Assurance

4) Bussines Proces Audit

b. Bahwa sampai saat ini Internal Auditor Divisi

Regional II (INDITOR DIVRE-II) baru mempunyai Audit

Plan Tahunan (berbentuk PKPT). Untuk dapat mendukung

kebijaksanaan jangka panjang khususnya pencapaian
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WCO (Tt7 2001) , direncanakan menyusun Audit Plan lima

tahunan dengan mengacu kepada :

1) Corporate Strategi Scenario (CSS)

2) T-2001

3) Bussines Plan DIVRE-II Jakarta

4.2.4.1. Dasar Penyusunan Program Kerja

Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

Penyusunan PKPT 1997 Internal Auditor DIVRE-II

Jakarta didasarkan Nota Dinas KADIVRE-II

No.C.Tel484/PW000/RE.2-10/96 tanggal 11 Nopember

1996 perihal PKPT INDITOR Tahun 1997. Pokok-pokok

yang termuat dalam PKPT 1997 tersebut antara lain;

a. PKPT 1997 lebih ditekankan kepada peningkatan

pemasaran dan kepuasan pelanggan untuk membantu

manajemen dalam pelaksanaan Rencana Kerja

Anggaran Pendapatan (RKAP) 1997.

b. Management Audit diarahkan kepada :

1) Ketaatan pelaksanaan proses kegiatan pada

perencanaan kebijaksanaan dan peraturan.

2) Mengukur efektivitas dan sebab-sebab

ketidaktaatan terhadap perencanaan.

3) Mengukur kebijaksanaan dan peraturan serta

pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan
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secara keseluruhan.

4} Saran tindak Ianjut agar diambil tindakan

yang bersifat korektif maupun represif oleh

masing-masing tingkatan manajemen.

c. Mengkoordinir pelaksanaan Financial Audit,

Special Audit, dan Audit Sistem Informasi (EDP

Audit).

d. Bahwa PKPT akan disesuaikan dengan kondisi

manajemen sedangkan pelaksanaannya akan

dilaksanakan secara sampling.

4.2.4.2. Sasaran Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

(PKPT)

Sasaran yang diharapkan dapat tercapai dari

penyusunan PKPT 1997 ini adalah sebagai berikut ;

a. Dukungan terhadap Rencana Kerja Anggaran

Pendapatan (RKAP) 1997.

b. Dapat memberikan support terhadap kegiatan

manajemen DIVRE-II Jakarta, khususnya dalam hal

sukses pelayanan melalui target performansi WCO

(T-2001).

c. Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan manajemen

pada unit bisnis KANDATEL, serta memberikan

saran-saran perbaikan.

d. Menindaklanjuti temuan yang diperoleh dari
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pemeriksaan Management Audit and Services

(MA&S), Financial Audit (FA) , dan EDP Audit

yang didapati indikasi penyimpangan/penyalah-

gunaan yang dilaksanakan oleh suatu pemeriksaan

khusus/ Special Audit (SA).

e. Diarahkan pada unsur yang dapat menunjang

peningkatan pemasaran/penjualan dan kepuasan

pelanggan.

4.2.4.3. Rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

(PKPT)

Rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan

(PKPT) 1997 terdiri atas :

a. Management Audit and Services (MA&S)

1) Tindak Ianjut surat pembaca

2) Special Services

3) PSB/Claim Pulsa

4) Pembangunan dan Pengadaan

5) Gangguan dan Answere Sersare Ratio (ASR)

6) TELUM dan WARTEL

7) Management Gudang

8) Management SDM

b. Financial Audit (FA)

1) Interim Audit

2) Year End Audit (Sinergi dengan External

Auditor)
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3) Pos Rawan Audit

c. Audit Sistem Informasi (EDP), diarahkan kepada

audit yang berkaitan dengan semua data yang

menunjang pemasaran/penjualan.

1) SIBILPON (Sistem Billing Telepon)

2) PAYROLL

3) Tindak Lanjut Temuan Computer Risk

Management (CRM)

4) SISKA (antar SENTEL ke arah pelanggan)

5) RNCC (antar SENTEL)

6) Billing Process (antar SISKA dengan RNCC)

d. Audit T-2001

Audit T-2001 sampai dengan saat ini masih dalam

proses penyusunan Master Plan Audit T-2001 yang

disusun bersama INDITOR Kantor Pemsahaan

(Pusat), diharapkan Audit T-2001 dapat

mendukung tercapainya T-2001 sesuai dengan

indikator dan waktu yang ditetapkan, dan mampu

memberikan alternatif serta solusi kepada

manaj emen.

Selain dari PKPT tersebut untuk dapat

meningkatkan peranan INDITOR dilaksanakan melalui;

a. Pemantauan hasil-hasil RAKORPIMTAS (Rapat

Koordinasi Pimpinan Atas).

b. Pelaksanaan pengawasan yang lebih menekankan
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pada pembinaan dan penyelesaian tindak Ianjut

dari temuan.

c. Sinergi dengan External Auditor.

4.3. Pelaksanaan Pemeriksaan Qperasional

Pemeriksaan harus dilaksanakan sedemikian rupa secara

profesional, sehingga dalam pelaksanaannya akan mendapat

dukungan penuh dari bagian yang diperiksa, dan tujuan

pemeriksaan dapat dicapai secara optimal.

Secara umum tahap pelaksanaan pemeriksaan terdiri

atas:

a. Pembicaraan Pendahuluan Dengan Pimpinan Obyek

Pemeriksaan.

Pengawas dan atau ketua tim bersama beberapa orang

anggota menghadap pimpinan dari obyek yang akan

diperiksa, dengan maksud untuk raeminta ijin dan

sekaligus mohon bantuan demi kelancaran proses

pemeriksaan dan mendapatkan gambaran secara umum

mengenai semua aspek yang berkaitan dengan sasaran

pemeriksaan untuk melengkapi data yang diperoleh

sebelumnya. Dengan demikian pihak yang diperiksa dapat

memahami betul tugas dan kewajiban pemeriksa selama

pemeriksaan berlangsung.
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b. Pelaksanaan Program Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan program

pemeriksaan yang telah dibuat dengan menggunakan

teknik-teknik pemeriksaan, seperti wawancara,

pengamatan, perbandingan, pengujian, peninjauan, dan

Iain-lain.

Adapian hal-hal yang harus diperhatikan oleh tim

pemeriksa antara lain :

1) Menuangkan hasil pelaksanaan pemeriksaan ke dalam

Kertas Kerja Pemeriksaan dan ketua tim wajib

mereview Kertas Kerja Pemeriksaan yang dibuat oleh

pemeriksa dan diinformasikan secara periods kepada

pengawas.

2) Melengkapi Kertas Kerja Pemeriksaan dengan bukti

pendukung yang cukup.

3) Membuat manajemen letter apabila pada saat proses

pemeriksaan ditemukan hal-hal yang perlu mendapat

perhatian segera.

4) Melimpahkan temuan-terauan yang mengarah kepada

penyelewengan yang perlu ditindaklanjuti kepada

Special Audit.

5) Meminta persetujuan dari obyek pemeriksaan atau yang

diwawancarai apabila wawancara dilakukan dengan
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menggunakan alat perekam.

c. Anallsa Masalah atau Temuan

Setiap temuan harus dxanalisa oleh tim pemeriksa

sedalam mungkin secara kesisteman atau dianalisa dari

berbagai aspek untuk menentukan kondisi, sebab, akibat

yang ditimbulkan oleh temuan tersebut untxik dapat

memberikan saran atau rekomendasi yang tepat dan

konstiiiktif, sehingga tindak lanjutnya dapat

dilaksanakan dengan balk.

Prosedur analisa harus digunakan dalam pelaksanaan

pemeriksaan untuk menguji dan mengevaluasi informasi

guna mendukung hasil pemeriksaan. Analisa kondisi

memberikan suatu cara yang e£isien dan efektif bagi

Internal Auditor dalam menilai dan mengidentifikasikan

berbagai keadaan yang mungkin akan membutuhkan berbagai

prosedur pemeriksaan tambahan.

Ada beberapa jenis analisa yang perlu diperhatikan

oleh para Internal Auditor, yaitu :

1) Analisa Kondisi

- Kondisi yang diarahkan kepada temuan yang dapat

menjadi perhatian manajemen.

- Kondisi yang diarahkan kepada temuan yang dapat

berpengaruh pada citra pelayanan.

- Kondisi yang diarahkan kepada temuan yang dapat

berpengaruh pada cost dan benefit perusahaan.
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2) Anallsa Kriteria

- Mengacu pada peraturan, kebijaksanaan, strategi

manaj emen.

- Mengarah pada optimalisasi.

- Mengarah pada care business perusahaan.

3) Anallsa Sebab

- Menentukan penyebab yang paling utama baik teknis

atau non teknis.

- Hasil rangkuman opini pemeriksa dengan pernyataan

atau keterangan dari obyek.

- Keterkaitan kepada pihak ketiga.

4) Anallsa Aklbat

- Ditujukan pada hal-hal yang berkaitan langsung

terhadap biaya.

- Ditujukan pada hal-hal yang dapat berakibat

langsung kepada pendapatan.

- Ditujukan pada hal-hal yang dapat berakibat

langsung pada pelayanan dan citra.

5) Anallsa Rekomendasl atau Sareui

Sebelum dilakukan anallsa terhadap saran yang akan

diberikan, hasil temuan yang ada agar dianalisa dari

sisi financial.

- Rekomendasl atau saran harus dapat menyadari

penyebab utama yang ada sehingga kondisi yang sama

tidak terulang lagi.

- Rekomendasl atau saran dapat dilaksanakan dan
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realistis.

- Menggunakan tata bahasa yang halus tanpa

mengurangi arti dan tujuan yang dikehendaki.

d. Penyampaleui Lembaran Temuan Pemerlksaeui

Temuan-temuan yang telah dianalisa, dituangkan

kedalam Letnbar Temuan Pemeriksaan (LTP) yang berisi

uraian atas kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan saran

yang dibuat dalam bentuk essay atau naratif. Uraian

sebaiknya dibuat secara jelas dan rinci, sehingga mudah

dipahami dan dimengerti oleh obyek pemeriksaan.

Lembaran temuan pemeriksaan operasional dan

Financial Audit (FA) segera disampaikan kepada obyek

pemeriksaan untuk dipelajari dalam batas waktu tertentu

sebagai bahan tanggapan dalam presentasi.

Kepada pengawas atau ketua tim agar mengupayakan

tenggang waktu antara penyerahan lembaran temuan

pemeriksaan sampai dengan presentasi sehingga

presentasi dapat dilaksanakan sesuai jadwal waktu

pemeriksaan.

e. Presentasi Temueui Dengan Obyek Pemeriksaan

Presentasi temuan adalah pembahasan Lembaran Temuan

Pemeriksaan (LTP) antara pengawas atau ketua tim dan

beberapa orang anggota dengan unit-unit yang terkait
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terhadap hasil temuan guna memperoleh tanggapan untuk

disepakati bersama. Kesepakatan atau tanggapan yang

diperoleh hendaknya tidak mengurangi arti

profesionalisme pemeriksa.

Presentasi perlu dilakukan karena sangat bermanfaat

sebagai komunikasi antara tim pemeriksa dengan obyek

pemeriksa xintuk menghindari kesan bahwa tim pemeriksa

mencari-cari kesalahan dan man menang sendiri (egois).

Setelah diuraikannya pelaksanaan pemeriksaan secara

umum, maka penulis akan menguraikan pelaksanaan

pemeriksaan operasional khusus at as kegiatan penjualan

menjadi dua tahap, yaitu ;

a. Tahap Pemeriksaan Pendahuluan

Tahap ini terdiri atas :

1) Tinjauan umum mengenai prosedur operasional

penjualan.

2) Penelaahan sistem pengendalian intern penjualan.

b. Tahap Pemerlksacoi Mendalam

Tahap ini terdiri atas :

1) Penelitian sistem pengendalian intern penjualan.

2) Analisa prestasi penjualan.

3) Usulan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Adapun uraian lebih lanjut dapat dilihat pada sub bab

berikut ini ;
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4.3.1. Tahap Pemerlksaan Pendahuluan Terhadap Kegiatan'

Penjualan

Tahap pemerlksaan pendahuluan berguna untuk

mengidentifikasikan permasalahan yang terjadi dan

kemungkinan dapat meitiberikan terlaksananya perencanaan

dan pelaksanaan pemerlksaan secara teratur. Dalam

tahap Inl, pengumpulan Infonnasl dllakukan dengan

melakukan wawancara kepada manajemen baglan pelayanan

dan baglan penjualan (baglan nlaga) mengenal operasl

perusahaan dengan menggunakan daftar pertanyaan. Hal

inl dllakukan agar dapat mengidentifikasikan masalah

yang terjadi.

Selaln Itu, pada tahap Inl juga harus dlperoleh

data tertulls untuk menetapkan apakah perusahaan

menerapkan praktek manajemen yang konslsten. Adapun

data yang telah dlperoleh penulls antara lain :

1. Sejarah slngkat perusahaan.

2. Maksud dan tujuan perusahaan.

3. Sasaran perusahaan.

4. Struktur organlsasl dan uralan kerjanya.

5. Prosedur operaslonal penjualan atas pelayanan pasang

baru (PSB) jasa telekomunlkasl.

6. Laporan Laba/Rugl komparatlf.
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4.3.1.1. Tinjauaix tTmum Hengenai Prosedur

Operasional Penjualan

Uraian mengenai prosedur operasional penjualan

disajikan untuk mengetahui bagaimana prosedur

penjualan yang dilaksanakan oleh FT. TELKOM.

Produk utama TELKOM adalah pulsa yang

diperoleh dari pemakaian telepon setiap harinya.

Pulsa inilah yang dijual TELKOM untuk menghasilkan

sebagian besar dari pendapatan bulanannya.

Sebelum terjadi penjualan pulsa terlebih dahulu

TELKOM harus memasarkan sarabungan telepon kepada

seluruh lapisan masyarakat yang akan menjadi calon

pelanggan.

Untuk menghasilkan penjualan pulsa, maka harus

mengawalinya dengan prosedur pelayanan pasang baru

(PSB) jasa telekomunikasi sebagai berikut :

1. Pendaftaran Calon Pelanggan (Calang) dan

Telepon Berfungsi (Kring).

2. Perjanjian.

3. Proses Penagihan (Pembayaran).

Adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Pendaftaran Calon Pelanggan (Calang) dan

Telepon Berfungsi (Kring)

Bagi Calang yang menginginkan Pasang Baru (PSB)

jasa telekomunikasi dapat melalui :
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a) Telepon, Fax, dan Pos yang ditujukan ke

Bagian Telemarketing (162).

b) Datang langsung ke Service Point (Serpo)

pada Kandatel-kandatel terdekat.

Pada dasaraya Proses Pasang Baru (PSB) jasa

telekomunikasi melalui Telemarketing (162)

maupun Service Point (Serpo) memiliki

tahap-tahap yang sama, perbedaannya terletak

pada saat Calon Pelanggan akan melakukan

pendaftaran apakah melalui Telemarketing (162)

atau Service Point (Serpo). Karena mempunyai

tahap-tahap yang sama, sehingga penulis hanya

akan menguraikan Calon Pelanggan yang akan

melakukan pendaftaran Pasang Baru (PSB) jasa

telekomunikasi melalui Service Point (Serpo).

Adapun uraian dari Pasang Baru (PSB) jasa

telekomunikasi tersebut sebagai berikut ;

a. Calon Pelanggan (Calang) datang langsung ke

Serpo untuk melakukan pendaftaran Pasang

Baru (PSB) telepon dengan membawa identitas,

seperti KTP atau tanda pengenal lainnya,

serta denah alamat rumah.

b. Kemudian setelah Serpo menerima permintaan

pasang baru tersebut, Serpo melakukan

Registrasi Permohonan (New Access/NA) dan
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melakukan Study Otomat untuk memastikan ada

tidaknya potensi pasang baru tersebut.

Bila Ada Potensi, maka :

- Memberikan alternatif petnbayaran kepada

Calang, yaitu dengan pembayaran secara

cash (tunai) atau kredit.

1) Jlka Cash (Tunal) ;

- Serpo mencetak Surat Bayar dan

menyerahkannya ke Calang.

- Setelah Calang menerima Surat Bayar

dari Serpo, kemudian Calang melakukan

transaksi pembayaran di loket

pembayaran (Bank).

- Kemudian Calang menerima kuitansi dan

membawa kuitansi tersebut ke Serpo.

Oleh Serpo kuitansi itu digunakan

iintuk melakukan Validasi atau

menerbitkan Surat Perintah Kerja

(SPK) dan mengirim Surat Perintah

Kerja (SPK) tersebut secara otomatis

ke Jarlok, Sentral, dan MDP.

2) Jika Tidak Cash (Kredit) ;

- Serpo menerbitkan Surat Persetujuan

Cicilan (SPC) rangkap 3 (tiga).

- Calang menerima 2 rangkap SPC untxik
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dibawa ke loket Bank yang metnberikan

kredit (BCA/BDI).

- Loket Bank menerima 1 lembar SPC dari

Calang, dan diproses sesuai dengan

prosedur Kredit Pemasangan Telepon

(KPT) yang berlaku di Bank.

- Calang membayar cicilan pertama.

- Lembar SPC diapprove oleh petugas

Bank, bahwa KPT sudah diteriraa.

- Jika Calang kembali ke Serpo, maka :

Calang menyerahkan SPC yang sudah

ditanda-tangani oleh petugas Bank.

- Jika Calang tidak kembali ke Serpo,

maka :

Petugas Bank pada hari berikutnya

mengirim data Calang yang disetujui

KPT-nya ke Serpo.

Bila Tidak Ada -Potensi, maka :

- Serpo melakukan koordinasi ke Administrasi

Validasi Jaringan (Advaljar).

Advaljar setelah menerima koordinasi dari

Serpo, kemudian Advaljar melakukan Tehnical

Study Step By Step.

Jika Ada Potensi, maka :

- Advaljar memberikan jawaban koordinasi ke

Serpo.
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- Serpo menerima jawaban koordinasi dari

Advaljar tentang adanya potensi.

Jika Tidak Ada Potensi, maka :

- Advaljar melakukan pencatatan sebagai

Demand Calang.

- Serpo menerima jawaban tidak adanya

potensi dari Advaljar, kemudian Serpo

mencetak dan mengirim surat pemberitahuan

tentang kapan Calang dapat dilayani.

d. Setelah Calang menerima surat pemberitahuan

dari Serpo, kemudian oleh Calang surat

tersebut disimpan sebagai arsip.

e. Advaljar menyelesaikan proses pembangunan

untuk melakukan Input Data baru, Tehnical

Study Step By Step, Penetapan Data Teknis,

dan memberitahukannya ke serpo.

f. Kemudian Serpo akan melakukan pencetakan

kontrak dan menyerahkannya ke Calang.

g. Setelah Calang menerima kontrak dan

menandatanganinya, selanjutnya kontrak

tersebut diserahkan kembali ke Serpo.

h. Serpo setelah menerima kembali kontrak

tersebut kemudian melakukan Validasi atau

menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan

mengirimnya ke Jaringan Lokal (Jarlok),
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Sentral, dan Main Distribution Frame (MDF)

secara otomatis.

i. Selanjutnya Serpo mengkompulir berkas

permintaan Pasang Baru (PSB) dan kontrak,

lalu mengirimnya ke Data Langganan (Dalang)

untuk disimpan sebagai arsip.

j. Jarlok setelah menerima Surat Perintah Kerj a

(SPK) dari Serpo secara otomatis, kemudian

mencetak SPK tersebut.

Jika Ada Rekanan yang akan mengerjakan

jaringan, maka :

1) Jarlok menyiapkan PSB 2 dan mengirimnya

ke Rekanan.

2) Rekanan menerima PSB 2 dari Jarlok,

kemudian Rekanan menyiapkan Instalasi,

mengisi PSB 2 dan mengirimnya kembali ke

Jarlok untuk disahkan.

3) Setelah PSB 2 diterima kembali oleh

Jarlok, maka dilakukan uji terima dan

test.

Test Baik, maka :

- Dapat dilakukan pengesahan PSB 2 oleh

Jarlok, kemudian PSB 2 tersebut

dikirimkan kembali ke Rekanan untuk

disimpan sebagai arsip.

Test Tidak Baik, maka ;
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- Dibuatkan PSB 2 baru oleh Jarlok dan

dikirimkan kembali ke Rekanan xintuk

dilaksanakan proses ulang, yakni dari

mulai menyiapkan Instalasi, mengisi PSB

2  dan mengirimnya kembali ke Jarlok

untuk disahkan sampai dengan diterima

kembali oleh Rekanan untuk disimpan

sebagai arsip.

Jika Tidak ada Rekanan yang akan mengerjakan

jaringan, maka :

1} Jarlok menyiapkan Instalasi, kemudian PSB

2 yang telah disahkan dapat digunakan

untuk melakukan Jumpering dan Input Data

R.W.O (Receipt Work Order) ke Sentral.

k. Sentral setelah menerima Surat Perintah

Kerja (SPK) dari Serpo secara otomatis,

kemudian mencetak SPK tersebut dan membuka

Tone Incoming Only dan tunggu Receipt Work

Order (R.W.O) .

1, MDF setelah menerima Surat Perintah Kerja

(SPK) dari Serpo secara otomatis, kemudian

mencetak SPK tersebut dan melakukan Test

Tone (Test Nada).

Bila Ada Tone (Nada), maka :

- MDF melakukan Jumpering serta Uji Fungsi.

* Jika Uji Fungsi ke Calang baik, maka MDF

melakukan Input Data R.W.O (Receipt Work

Order) ke Sentral.
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Setelah melakukan Proses Timggu R.W.O

(Receipt Work Order), Sentral menerima

Input Data R.W.O dari Jarlok dan MDF.

Kemudian Sentral membuka Tone Total dan

menyatakan Kring (Putting Into Service

tP/S]).

Selanjutnya dilakukan Proses Billing dan

Proses 108.

# Jika uji fungsi tidak baik, raaka MDF

metnberikan koordinasi ke Jarlok.

Jarlok menerima koordinasi dari MDF,

kemudian dilakukan pengecekkan Omzet.

# Kalau Omzet yang dilaksanakan baik, maka

Jarlok melakukan koordinasi ke Advaljar

dan MDF untuk dilakukan Proses Jumpering

sampai dengan pemberian Info berupa Uji

Fungsi ke Calang dan Input Data R.W.O

(Receipt Work Order) ke Sentral.

Advaljar setelah menerima koordinasi dari

Jarlok, selanjutnya melakukan

Pengalokasian Pair dan memberikan jawaban

koordinasi ke Jarlok.

# Kalau Omzet yang dilaksanakan tidak

baik, maka berdasarkan jawaban dari

Advaljar dilakukan perbaikan dan

Jumpering serta mengirim Input Data
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R.W.O (Receipt Work Order) ke Sentral.

Bila Tidak Ada Tone (Nada), maka :

- MDF melakukan koordinasi ke Sentral.

- Sentral menerima koordinasi dari MDF,

kemudian mengadakan perbaikan dan

memberikan jawaban koordinasi ke MDF.

- MDF menerima jawaban koordinasi dari

Sentral untuk diproses pada Test Tone

sampai dengan adanya Tone (Nada),

melakukan Jumpering, Uji Fungsi ke Calang,

dan Input Data R.W.O (Receipt Work Order)

ke Sentral.

- Kemudian Sentral membuka Tone Total dan

menyatakan Kring (Putting Into Service

[P/S]) .

- Selanjutnya dilakukan Proses Billing dan

Proses 108.

2. Perj anj ian

Untuk perjanjian berlangganan sambungan

telekomunikasi penjelasannya dapat dilihat pada

LAMPIRAN IX (sernbilan).

3. Proses Penagihan (Pembayaran)

Proses penagihan (pembayaran) pasang baru (PSB)

jasa telekomunikasi dan tagihan bulanannya
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terdiri dari :

a. Proses Pembuatan Data Tagihan.

Adapun uraian kegiatan dalam proses

perabuatan data tagihan ini sebagai berikut ;

1) Data Langganan (Dalang) membuat atau

raelakukan perincian mengenai data

pelanggan yang meliputi ;

- Abonemen telepon

- Features

- Angsuran PSB

Oleh Dalang data pelanggan tersebut

dikirim ke Slsfo Divisi dan Seksisfo

Datel untuk dilakukan proses kalkulasi.

2} Tahap selanjutnya dilakukan proses

pengelompokkan terhadap data pelanggan

tersebut oleh Slsfo Divisi dan Seksisfo

Datel.

3) Sentral membuat Data Meter Pelanggan

Lokal, SLJJ, dan SLI yang dikirim ke

Sisfo Divisi dan Seksisfo Datel untuk

dilakukan proses pengelompokkan.

4) Operator (INTL & NSL) membuat data

tagihan yang meliputi Interlokal dan

Internasional operator (L-12/Lampiran

Kuitansi) yang kemudian dikirim ke Sisfo
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Divisi dan Seksisfo Datel.

5) Setelah data taglhan telah terkelompok,

maka Sisfo Divisi dan Seksisfo Datel

melakukan Proses Distribusi Tagihan

menjadi Komputerisasi dan Manual yang

selanjutnya dikirim ke Bank/Payment

Point.

6) Bank/Payment Point mengelompokkan

Distribusi Tagihan tersebut menjadi :

JComputerisasi /

- Data Tagihan Komputerisasi untuk Bank

Non SOPP (Sistem Online Payment Point).

- Data Tagihan Komputerisasi untuk

Pemerintah/ABRI.

- Data Tagihan Komputerisasi untuk SOPP

(Sistem Online Payment Point).

Manual ;

- Data Tagihan Manual untuk Pemerintah

dan ABRl/L-15.

- Data Tagihan L-11 dan L-12.

* Komputerisasi, dimaksudkan bahwa

pembayaran dapat dilakukan di Bank mana

saja.

* Manual, dimaksudkan bahwa pembayaran

hanya dapat dilakukan di satu Bank

saja.

7) Kemudian seluruh Data Tagihan tersebut

dikirim ke Penjastel untuk dilakukan
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Proses SIMAK (Slstem Infoznnasi Manajemen

Akuntansi).

Proses SIMTiK adalah suatu Proses Sistem

Informasi Manajemen Akuntansi, di mana

dalam proses ini dilakukan pencatatan

terhadap transaksi-transaksi yang terjadi

ke dalam jurnal.

b. Proses Billing

Uraian kegiatan proses Billing adalah

sebagai berikut ;

1) Sebagai tahap awal Sentral melakukan

pengambilan Meter Pelanggan secara

otomatis, dan Sentral mengirim

Tape/Catridge ke Sisfo Divisi.

2) Sisfo Datel mengirim Data Langganan

(Proses PSB, Mutasi) dan Data Telanda

(Proses Operator Assesment Service) ke

Sisfo Divisi.

3) Sisfo Divisi telah menerima

Tape/Catridge, Data Langganan, dan Data

Telanda, kemudian melakukan tahap

Konversi untuk memberikan informasi yang

dibutuhkan mengenai besarnya jumlah

tagihan, selanjutnya Sisfo Divisi

melakukan tahap validasi/pengesahan

kuitansi tagihan atau pembayaran.
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* Jika Valid (Sah), maka :

- Kuitansi L-11 dan blanko kuitansi

dikirim ke Penjastel untuk

didistribusikan ke Bank/Payment

Point.

- Magnetic Tape dikirim ke Sisfo Datel,

selanjutnya Sisfo Datel menyiapkan

magnetic tape/ catridge yang sudah

diproses untuk didistribusikan ke

Bank/ Payment Point.

- BD 29 dikirim ke Bagian Piutang

Usaha.

- Bagian Piutang Usaha selain menerima

BD 29 (Billing Data) dari Sisfo

Divisi juga menerima CN (Credit Nota)

dan Tel 72 atau Tel 75 beserta bukti

setoran dari Serpo.

* Jika Tidak Valid (Tidak Sah), maka

kembali lagi pada tahap Konversi xintuk

dilakukan pengkajian ulang.

4) Bank/Payment Point menerima kuitansi,

blanko kuitansi dari Sisfo Datel, dan

menerima Magnetic Tape dari Sisfo Datel

dan Penjastel. Kemudian semua dokumen
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tersebut akan dijadikan dasar oleh

Bank/Payment Point bila Pelanggan akan

melakukan peinbayaran.

Dalam pencatatan piutang dan pendapatan

tiinai maupun kredit, unit-unit kerja terkait

mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Unit Sistem Informasi :

1) Menerima Data Input dari unit kerja

terkait;

2) Melakukan Proses Penerbitan Kuitansi;

3) Menyediakan/Restore File Data Tagihan;

4) Menyerahkan hasil proses kuitansi kepada

unit kerja terkait atau Bank;

5) Memelihara Software untuk menghasilkan

buku bantu piutang usaha dan berbagai

laporannya.

b. Unit Piutang Usaha (Penagihcui deui Tunggakan) :

1) Menerima hasil proses kuitansi dan

melakukan pengecekkan;

2) Melakukan pencatatan pengakuan pendapatan

dan piutang;

3) Melakukan penagihan kuitansi jasa

telekomunikasi;

4) Melakukan pengadministrasian piutang

usaha;
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5) Memelihara buku bantu piutang usaha;

6) Meinbuat laporan saldo piutang usaha;

7) Menghitung penyisihan piutang usaha.

c. Unit Kas/Bank :

1) Melakukan pengadministrasian penerimaan

pendapatan tunai;

2) Melakukan pengadministrasian penerimaan

piutang;

3) Melakukan pengadministrasian pembayaran

restitusi;

4) Melakukan pengecekkan bukti setor dan SPB

(Surat Perintah Bayar) atau nota aplikasi

transfer dengan dokumen pendukxingnya;

5) Meinbuat dan memelihara buku bank;

6) Memelihara saldo Kas/Bank;

7) Melakukan transfer kas ke Divisi atau

kantor perusahaan.

d. Unit Telepon Umum/Wartel :

1) Melakukan pengambilan dan perhitungan coin

Telepon Umum Coin (TUC);

2) Melakukan penyetoran pendapatan Telepon

Umum Coin (TUC);

3) Mengecek setoran pendapatan Wartel;

4) Meinbuat laporan perolehan pendapatan

Telepon Umum Coin (TUC) dan Wartel;
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5) Melakukan perhitungan produksi Telepon

Umum Coin (TUG) dan Telepon Umum Kartu

(TUK) kerja sama.

e. Unit Akuntansi :

1) Melakukan pengecekkan kebenaran pencatatan

akuntansi yang dilakukan oleh unit kerja

lain;

2) Melakukan pencatatan transaksi yang

diperlukan dan transaksi penyesuaian;

3) Melakukan koordinasi pencatatan akuntansi

antar unit kerja;

4) Melakukan evaluasi terhadap Buku Besar

(GL) sebagai hasil pencatatan secara

keseluruhan.

Pendapatan adalah arus masuk bruto manfaat

ekonomis yang timbul dari aktivitas normal

perusahaan selama suatu periode yang

mengakibatkan kenaikkan ekuitas, yang tidak

berasal dari kontribusi penanaman modal.

Piutang usaha adalah tagihan perusahaan

kepada pihak lain yang ditimbulkan dari adanya

kegiatan usaha perusahaan.

Dilihat dari cara perolehannya, pendapatan

usaha jasa telekomunikasi (Jastel) dikelompokkan

menj adi ;

a. Pendapatan penyelenggaraan sendiri, merupakan

pendapatan yang diperoleh dari pengoperasian
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aktiva perusahaan yang tidak memerlukan

keterlibatan jaringan penyelenggara lain.

b. Pendapatan Interkoneksi, merupakan pendapatan

yang timbul karena penyelenggaraan jasa yang

melibatkan jaringan penyelenggara lain.

c. Pendapatan kerja sama, merupakan pendapatan

yang timbul dari penyelenggaraan jasa dengan

menggunakan aktiva bersama.

Pengakuan pendapatan dilakukan secara

akrual, yaitu setelah jasa diserahkan dan

informasi jumlah pendapatan diperoleh, tanpa

melihat apakah kas telah diterima atau belum.

Pendapatan usaha TELKOM terdiri dari :

a. Pendapatan Telepon :

1) Pendapatan Pasang Baru dan Mutasi

2) Pendapatan Pemakaian/Pulsa

3) Pendapatan Coin Telepon Umum Coin (TUC)

4) Pendapatan Penjualan Kartu Telepon Umum

(TUK)

5) Pendapatan Wartel

6) Pengalokasian pendapatan yang ditangguhkan

Pola Bagi Hasil (PBH)

7) Pendapatan Incoming dan Transit

8) Penerimaan Piutang Usaha

9) Pemutasian Piutang Usaha

10) Penghapusan Piutang Usaha
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11) Restitusl dan koreksi pendapatan

12) Penyelesaian NPK Interkoneksi

b. Pendapatan Telepon Selular :

1) Pendapatan pasang baru dan mutasi

2) Pendapatan Pemakaian

3) Penerimaan Piutang Usaha

4) Restitusi Pendapatan

c. Pendapatan Telex dan Telegraun :

1) Pendapatan Pasang Baru dan Mutasi

2) Pendapatan Pemakaian

3) Pendapatan Telegram dan Wartel

4) Penerimaan Piutang Usaha

5) Restitusi Pendapatan

d. Pendapatan Sirkit Leuigganan :

1) Pendapatan Pasang Baru dan Mutasi

2) Pendapatan Bulanan

3) Penerimaan Piutang Usaha

e. Pendapatan Jasa Nilai Tambah :

1) Jasnita yang dilaksanakan sendiri

2) Jasnita yang dilaksanakan bersama pihak

ketiga

3) Penerimaan Piutang Usaha

Proses peneriman pendapatan tunai sebagai

berikut :

1. Unit Telum/Wartel/Pemasaran menyerahkan
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dokuraen pendukung, dokumen dasar, dan

sejumlah uang kepada Unit Kas/Bank.

2. Oleh Unit Kas/Bank uang tersebut disetorkan

ke Bank, kemudian Bank menerbitkan Bukti

Setor (K-7) dan menyerahkannya ke Unit

Kas/Bank.

3. Berdasarkan Bukti Setor (K-7) tersebut. Unit

Kas/bank melakukan jumal dan dicatat dalam

Buku Bank.

4. Pihak Bank kemudian menerbitkan Credit Nota

(ON) dan menyerahkannya ke Unit Kas/Bank

dengan maksud untuk diadakan pengecekan

pencatatan penerimaan piutang usaha dan

pendapatan di Buku Bank.

Adapun proses pengakuan pendapatan dan

penerimaan piutang usaha sebagai berikut :

1. Unit Sisfo (Sistem Informasi) mengirim

dokumen pendukung dan L13-Rekap tagihan ke

Unit piutang usaha, kemudian Unit Piutang

Usaha melakukan pencatatan jurnal pengakuan

pendapatan.

2. Selain mengirim dokumen pendukung dan L13-

Rekap tagihan ke Unit Piutang Usaha, Unit

Sisfo juga mengirim dokumen tersebut ke Bank.

3. Dokumen-dokumen tersebut oleh Bank digunakan

untuk menerbitkan kuitansi tagihan (Lll) jika
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pelanggan akan melakukan perabayaran.

4. Berdasarkan kuitansi tagihan (Lll) tersebut.

Bank menerbitkan daftar penerimaan harian

piutang usaha (Tel 75) di loket pembayaran

kuitansi tagihan. Khusus untuk Kantor Cabang

dokumen ini disebut Tel 72.

5. Kemudian Tel 75 tersebut secara otomatis

dikirim ke Unit Piutang usaha dan unit

Kas/Bank.

6. Berdasarkan Tel 75 itu Unit piutang usaha

melakukan pencatatan ke dalam jurnal

penerimaan piutang.

7. Sedangkan bagi Bank sendiri Tel 75 digunakan

untuk menerbitkan Credit Nota (ON) yang

kemudian dikirim ke unit Kas/Bank.

8. Berdasarkan Tel 75 dan Credit Nota (CN) yang

telah diterima dari Bank, maka unit Kas/Bank

melakukan pengecekan penerimaan kas.

4.3.1.2. Penelaahan Sistem Pengendalian Intern

Penjualan

Penulis menggunakan alat bantu berupa Internal

Control Questionnaires (ICQ) untuk menelaah sistem

pengendalian intern penjualan PT. TELKOM. Internal

Control Questionnaires (ICQ) merupakan serangkaian

daftar pertanyaan mengenai pengendalian intern

dalam siklus penjualan yang diterapkan oleh PT.

TELKOM. Jika jawaban dari pertanyaan tersebut "Ya"
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berarti menvinj ukkan adanya pengendalian, sedangkan

jika jawaban dari pertanyaan tersebut "Tidak"

berarti menunjukkan adanya kelemahan. Selanjutnya

kelemahan tersebut akan dianalisa lebih lanjut.

Berikut ini akan disajikan daftar pertanyaan

sebagai berikut ;



SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PENJUALAN
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NO PERTANYAAN YA TIDAK

1. Apakah diperlukan order tertulis dari Calon Pelanggan 7 ✓

2. Apakah order penjualan tersebut telah disetujui oleh pejabat yang
berwenang? ✓

3. Apakah petugas bagian kredit atau bagian lain yang teipisah dari bagian
penjualan dan piutang mencek pemberian kredit sebelum order disetujui ? ✓

4. Apakah batas kredit yang telah ditentukan selalu dipatuhi oleh pelanggan ? ✓

5. Apakah ada peraturan umum mengenai potongan penjualan ? ✓

6. Apakah pemberian potongan penjualan sesuai dengan peraturan tersebut ? ✓

7. Apakah dibuat laporan hasil penjualan dan didistribusikan ke tiap bagian
yang bedcepentingan? ✓

8. Apakah penisahaan menet^dcan suatu budget penjualan ? ✓

9. Apakah budget penjualan tersebut selalu dibwdingkan dengan hasil
sebenamya ? ✓

10. Apakah bagian penagihan dan bagian penjualan dipisahkan ? ✓

11. Apakah penisahaan mengadakan konfirmasi piutang dengan pelanggan
yang menunggak ? ✓

12. Apakah Kasir bertanggung jawab atas penerimaan kas sejak diterima
sampai saat disetodcan ke Bank ? ✓

13. Apakah semua penerimaan dicatat dengan komputer ? ✓

14. Apakah total menurut komputer dicdc oleh bagian akuntansi dengan bukti
penerimaan kas? ✓

15. Apakah jumlah penerimaan setiap Minggu dan perindannya dicek oleh
bagian akuntansi ? ✓

16. Sudahkah volume penjualan dalam 2 tahun terakhir dinailckan sampai 50%
atau lebih ? ✓

17. Apakah perencanaan penjualan telah dipersiapkan dengan penelitian yang
cukup? ✓

18. Apakah rata^rata volume penjualan diketahui oleh bagian lain selain
bagian penjualan ? ✓

19. Apakah diketahui susunan pendapatan dari setiap bagian penjualan
(I^datel) ?
Misalnya prosentase peibedaan pendapatan antara urutan tertinggi dan
terendah.

✓

20. Apakah anggaran untuk periklanan dalam rangka peningkatan penjualan
telah dianggarkan secara teratur ? ✓

21. Apakah usaha-usaha penjualan ditujukan pada produk-produkiQ^ atau
pelayanan diwaktu yang akan datang ? ✓

22. Apdcah kuitansi tagihan atau ddcumen penting lainiQ'a sudah diberi
nomor unit ? ✓

23. Apakah ketentuan peganjian berlangganan sambungan telekomunikasi
selalu dipatuhi ? ✓

24. Apakah ada sanksi bagi pelanggan yang tidak mematuhi peijanjian
tersebut? ✓

23. Apakah pihak penisahaan selalu mengadakan konfirmasi kepada pihak
Bank mengenai pendapatan yang diterima dari para pelanggan yang
membayar kewajibannya ? ✓

26. Apakah untuk telepon yang tidak aktif (jarang digunakan) saat ini masih
menjadi masalah bagi penisahaan ? ✓

27. Apakah penisahaan sudah berusaha untuk mengatasinya ? ✓

28. Apakah usaha tersebut sepenuhnya berhasil ? ✓
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4.3.2. Tahap Pemeriksaan Mendalam

Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas, hampir

seluruh pertanyaan dijawab dengan "Ya", ini berarti

menunjukkan pengendalian intern atas penjualan telah

memadai. Sedangkan pertanyaan yang dijawab dengan

"Tidak", berarti masih memerlukan evaluasi lebih lanjut

untuk menentukan apakah itu merupakan suatu kelemahan

dari sistem pengendalian intern yang ada dalam

perusahaan. Berarti dengan adanya kelemahan tersebut,

maka pada tahap pemeriksaan mendalam ini merupakan

temuan dari hasil pemeriksaan yang memerlukan

rekomendasi atau saran-saran perbaikan yang diharapkan

dapat berguna bagi perusahaan.

4.3.2.1. Penelitian Sistem Pengendalian Intern

Penjualan

Temuan yang telah diperoleh dari hasil

pemeriksaan, yaitu :

1. Perusahaan tidak melakukan konfirmasi atas

piutang usaha.

Temuan ini bukan merupakan kelemahan

sepenuhnya dalam sistem pengendalian intern

penjualan TELKOM, karena PT. TELKOM merupakan

perusahaan jasa yang sistem penagihan

piutangnya dilakukan secara otomatis melalui
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saluran 109 yang sudah cukup efektif dan

efisien. Pelanggan tidak dapat melakukan

protes atas jumlah tagihannya. Apabila terjadi

protes pihak peirusahaan akan mengeluarkan

perincian pemakaian telepon secara lengkap dan

dapat dipercaya keabsahannya.

Perhitungan besamya tagihan PSB jasa

telekomunikasi dengan kredit yang telah

digunakan oleh pelanggan didasarkan atas jumlah

pemakaian pulsa dan jumlah call/menit

Interlokal Manual/Intemasional dengan

memperhatikan Zone (jarak) dan lamanya

percakapan serta biaya atas sambungan telepon

(abonemen bulanan) dan PPn.

Piutang usaha atas tunggakan tagihan

rekening telepon yang disengaja ataupun yang

tidak disengaja oleh pelanggan meiupakan

masalah tersendiri bagi unit pelayanan teknis

(UPT). Perencanaan piutang usaha memerlukan

tenaga, waktu, dan kadang-kadang biaya.

Berbagai strategi pencairan piutang usaha ini

telah ditempuh dengan hasil yang tidak pernah

tuntas dan pihak akuntan cenderung menyetujui

menyerahkan pencairannya pada Badan Urusan

Piutang Negara. Kondisi yang tidak



120

menguntungkan tersebut sebenarnya tidak perlu

terjadi, karena telah tersedia lembaga-lembaga

bisnis yang profesional memanfaatkan peluang

yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi

kesulitan pencairan piutang usaha.

Piutang usaha merupakan aktiva lancar yang

cukup penting, oleh karena itu manajemen yang

baik akan selalu berusaha keras menekan sekecil

mungkin resiko yang terkandung dalam piutang

usaha dengan tetap memperhatikan operasional

perusahaan.

Dari uraian tersebut dapat diketahui, bahwa

sebagian kecil masih terdapat tunggakan atas

piutang usaha (tagihan) rekening telepon. Akan

tetapi sebelum diuraikan lebih lanjut, ada baiknya

dijelaskan terlebih dahulu mengenai siapa saja

yang menjadi pelanggan TELKOM.

PT. TELKOM (Persero) metnbedakan kategori

pelanggan menjadi 5 (lima) kelompok, dan

masing-masing kelompok pelanggan mempunyai tarif

yang berbeda-beda kecuali untuk kelompok

Pemerintah, ABRI, dan Perumahan mempunyai tarif

yang sama.

Berikut ini akan disajikan daftar tabel

sebagai berikut :
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TARZF BERItANGGANAN FASZLITAS TELKOH

DIVISI REGIONAL II JAKARTA

Tabel 4.2

KANDATEL/
KANCATEL

KELOMPOK BIAYA

PASANG

BARU

BIAYA

ABONEMEN

Bisnis 800.000 31.000

Jakarta
Bekasi

Tangerang
Depok

Pemerintah
ABRI

Perumahan
590.000 20.500

Soslal 410.000 15.500

Bisnis 450.000 26.000

Bogor
Pemerintah
ABRI

Perumahan
300.000 18.000

Sosial 200.000 13.000

Bisnis 350.000 26.000

PujTwakarta

Serang
Rengasdengklok
Leuwiliang
Jasinga

Pemerintah
ABRI

Perumahan
210.000 18.000

Sosial 130.000 13.000
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Masing-raasing kelompok dari pelanggan tersebut

berjumlah sangat besar, sehingga tidak mungkin

jika konfirmasi piutang usaha dilakukan kepada

semua kelompok pelanggan. Untuk itu dapat dipilih

secara sampling dari ke-5 (lima) kelompok

pelanggan yang memberikan peluang pendapatan

terbesar bagi perusahaan.

Jika dilihat dari Tabel 4.2. di at as, maka

kelompok pelanggan yang meraenuhi kriteria tersebut

adalah Kelompok Bisnis, karena mempunyai tarif

yang paling besar dibandingkan dengan kelompok

pelanggan lain. Kemudian dari pelanggan kelompok

bisnis ini dipilih kerabali secara sampling untuk

mencari kelompok bisnis yang mempunyai tunggakan

rekening telepon paling lama jangka waktunya,

misalkan 3 (tiga) bulan ke atas.

Tim pemeriksa dapat menggunakan tipe sampel

100% dalam pemeriksaannya, yaitu dengan memeriksa

semua dokumen yang menyangkut jumlah piutang usaha

atas tunggakan rekening telepon, misalkan di atas

Rp. 5 juta . Dengan cara ini, anggota sampel

dipilih berdasarkan elemen penting/kunci (jumlah

rupiah piutang usaha di atas Rp. 5 juta dianggap
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penting untuk diperiksa). Hasil pemeriksaan

terhadap dokumen yang berisi jumlah piutang usaha

di atas Rp. 5 juta tersebut bersifat konklusif,

namun hanya untuk dokumen yang diperiksa saja.

Sedangkan untuk dokumen piutang usaha di

bawah/kurang dari Rp. 5 juta tim pemeriksa tidak

dapat mengambil kesimpulan mengenai mutunya.

Oleh karena itu, khusus untuk hal piutang

usaha atas tunggakan rekening telepon walaupun

telah diprogram dengan komputer perlu pula

diadakan konfirmasi atas piutang tersebut kepada

pelanggan yang bersangkutan (kelompok bisnis)

terutama yang mempunyai timggakan dalam jangka

waktu yang relatif lama, karena untuk tunggakan

ini mereka sudah mengetahui total tagihan yang

harus dibayar sehingga perlu adanya konfirmasi

dari pihak perusahaan.

Tujuan dilakukannya konfirmasi piutang adalah

untuk menetapkan kebenaran jumlah piutang usaha,

karena konfirmasi piutang merupakan bukti yang

didapat dari sumber yang independen. Hal ini

dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya

kesalahan pencatatan atas besamya piutang,

walaupun pencatatan telah dilakukan dengan
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menggunakan komputer.

2. Masih Terdapat Sanibungan Telepon Yang Tidak

aktif (Telepon Tidur)

Sambungan telepon yang tidak aktif (telepon

tidur) karena jarang digunakan atau sama sekali

tidak digunakan merupakan masalah yang sulit

untuk dihindari oleh TELKOM. Telepon tidur

biasanya terdapat pada Kompleks-kompleks

Perumahan yang belum dihuni, Apartemen, dan

Hotel-hotel (Penginapan) yang pada saat ini

keberadaannya di Indonesia semakin menjamur.

PT. TELKOM menyadari bahwa keadaan tersebut

akan berdampak pada pendapatan perusahaan

berupa berkurangnya penjualan pulsa, tetapi

pihak perusahaan masih memberikan toleransi

selama para pelanggan tersebut masih memenuhi

kewajibannya membayar abonemen bulanan.

Keadaan ini merupakan suatu masalah yang

sulit untuk dipecahkan dalam waktu yang relatif

singkat, karena diperlukan evaluasi dan

pengkaj ian lebih mendalam bagi pihak terkait

untuk mengatasinya.

Langkah-langkah yang mungkin dapat ditempuh

untuk mengatasi masalah tersebut adalah :

- Penyambungan saluran telepon untuk Kompleks

Perumahan dan Apartemen hendaknya dilakukan
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pada saat tempat tersebut sudah benar-benar

dihuni.

- Untuk Hotel (Penginapan) dan Apartemen, jika

mungkin dikelompokkan menjadi pelanggan

khusus yang abonemen bulanannya lebih tinggi

dari pelanggan lain (Bisnis, Pemerintah,

ABRI, Perumahan, dan Sosial), sehingga dari

abonemen tersebut kemungkinan akan dapat

menutupi kerugian pendapatan akibat telepon

tidur.

- Bagi Hotel-hotel (Penginapan) hendaknya agar

penyambungan telepon dilakukan secara pararel

xontuk beberapa kamar hotel dengan memberikan

kode-kode khusus/tersendiri untuk tiap-tiap

kamar jika jaringan yang tersedia penuh,

dengan demikian beberapa sambungan telepon

yang tadinya satu nomor untuk satu kamar

hotel dapat diberikan kepada pelanggan lain

yang lebih membutuhkan dan memberikan peluang

pendapatan yang lebih besar.

Dari temuan tersebut, maka penulis dapat

mengambil kesimpulan mengenai sistem pengendalian

intern penjualan PT. TELKOM DIVRE-II dinilai telah

memadai dan telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan, tetapi
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meskipun demikian masih ditemukan adanya

kekurangan atau kelemahan yang memerlukan

perbaikan, yaitu perusahaan tidak melakukan

konfirmasi piutang usaha at as tunggakan rekening

telepon dan masih terdapat telepon tidak aktif

(telepon tidur).

Suatu sistem pengendalian intern dapat

dikatakan memadai jika ditunjang dengan adanya

unsur-unsur pengendalian intern yang dilaksanakan

sebagaimana mestinya. Hal tersebut berlaku pula

bagi sistem pengendalian intern penjualan.

Adapun unsur-unsur pengendalian intern

penjualan PT. TELKOM DIVRE-II yang menunjang

pelaksanaan kegiatan penjualan serta penilaian

terhadap aktivitas Internal Auditor sebagai

pelaksana pemeriksaan operasional sebagai

berikut :

1. Pemisahan Fungs i

Struktur organisasi PT. TELKOM DIVRE-II

telah menunjukkan adanya pemisahan fungsi yang

jelas, ini dapat dilihat dari adanya bagian

yang menangani penerimaan permintaan pasang

baru, bagian Penjualan {Niaga), bagian yang

menangani masalah teknik, penyiapan instalasi,

bagian yang melaksanakan proses pembangunan.
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bagian yang inelaksanakan pencatatan, bagian

yang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan

intern, dan sebagainya.

Dalam proses penjualan jasa telekomunikasi

terdapat pemisahan fungsi sebagai berikut :

- Fungsi penerimaan order dilakukan oleh

masing-masing DATEL, dalam hal ini

Telemarketing (162) dan Service Point.

- Fimgsi penyimpanan persediaan peralatan

telekomunikasi beserta suku cadangnya

dilakukan oleh bagian gudang.

- Fungsi penagihan piutang dilakukan oleh

bagian penagihan dan bagian tunggakan.

- Fungsi pengelolaan kas termasuk penerimaan

dan pengeluarannya dilakukan oleh bagian

keuangan.

- Fungsi pencatatan dilakukan oleh bagian

akuntansi.

- Fungsi pengawasan dan pemeriksaan intern

dilakukan oleh bagian Internal Auditor.

Struktur organisasi ini dilengkapi dengan

uraian tugas (job description) secara tertulis

sehingga tanggung jawab serta wewenang

masing-masing bagian menjadi jelas.
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Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan

bahwa struktur organisasi yang disertai dengan

uraian tugas dalara proses penjualan PT. TELKOM

telah memadai.

Sis tern Pencatatan

Untuk lebih meningkatkan pengamanan fisik

atas harta perusahaan, maka PT. TELKOM DIVRE-II

raenggunakan gudang sebagai tempat penyimpanan

persediaan peralatan telekomunikasi beserta

suku cadangnya untuk keperluan peinbangunan

jaringan telekomunikasi.

Di samping itu untuk melindungi

catatan-catatan dan dokumen-dokumen penting,

perusahaan menggiinakan file-file serta

lemari-lemari pengaman.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan

bahwa perusahaan telah mengamankan harta dan

catatan-catatan/dokumen-dokumen pentingnya

dengan memadai.

Praktek Yang Sehat

Formulir-fonnulir dan catatan-catatan yang

digunakan dalam prosedur penjualan dan

penerimaan piutang telah bernomor urut

(prenumbered) dan dirancang sedemikian rupa

sehingga akan memudahkan penggunaannya secara
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efisien.

Masing-masing bagian dalam perusahaan

bekerja sesuai dengan tugasnya dan tidak ada

perangkapan tugas, sehingga hal-hal yang

meziigikan perusahaan kemungkinan akan terjadi

sangat kecil.

4. Kualitas Pegawai

Keraampuan atau kualitas pegawai merupakan

salah satu faktor yang sangat menentukan

kelancaran aktivitas usaha perusahaan, karena

berhasil tidaknya usaha sangat tergantung dari

pegawai yang cakap dan berkualitas. Untuk itu

PT. TELKOM DIVRE-II Jakarta dalam meneriraa

pegawai baru selalu mengutamakan calon pelamar

yang memenuhi kriteria mereka.

Saat ini hampir semua pegawai PT. TELKOM

DIVRE-II mempunyai latar belakang pendidikan

formal yang memadai. Mereka ditempatkan sesuai

dengan latar belakang pendidikan yang mereka

tempuh sehingga lebih memudahkan mereka dalam

menjalankan tugasnya.

Untuk lebih meningkatkan kualitas

pegawainya perusahaan mengusahakan mereka untuk

mengikuti seminar-seminar, penataran, training,

dan kalau mungkin menyekolahkan bagi mereka

yang beiprestasi/berpotensi.

4.3.2.2. Penilaian Sistern Pengendaliaui Intern
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Dalam Kaltannya Dengan Pelaksanaan

Pemerlksaan Operasional

Pemeriksaan operasional merupakan evaluasi

yang bebas, selektif, dan analitis terhadap suatu

fungsi, program, kegiatan (proyek) dengan tujuan

\intuk memberikan saran perbaikan atau rekomendasi.

Penulis telah raengevaluasi kegiatan penjualan

yaitu raengenai keandalan sistem pengendalian

internnya. Dalam mengevaluasi pengendalian intern

penjualan tersebut, teknik yang digunakan penulis

adalah dengan mempelajari prosedur operasional

penjualan atas pelayanan jasa telekomunikasi yang

telah ditetapkan perusahaan dan dengan menggunakan

Internal Control Questionnaires (ICQ) untuk

mengklasifikasikan kelemahan yang terjadi.

Dari hasil penelitian penulis terhadap sistem

pengendalian intern penjualan dan pelaksanaan

pemeriksaan operasional oleh Internal Auditor PT.

TELKOM DIVRE-II Jakarta, penulis menilai bahwa :

- Prosedur operasional penjualan yang diterapkan

oleh perusahaan dinilai efektif didukung dengan

adanya pemisahan fungsi yang jelas antara

bagian-bagian yang berkaitan dengan kegiatan

penjualan.

- Unsur-unsur pengendalian intern perusahaan telah

diterapkan oleh perusahaan walaupun masih

terdapat kelemahan, yaitu tidak adanya

konfirmasi piutang usaha atas tunggakan rekening
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telepon dan masih terdapat sainbungan telepon

yang tidak aktif (telepon tidur).

- Dengan adanya kondisi di atas, pelaksanaan kerja

Internal Auditor menjadi lebih efektif dan dapat

mendukung terselenggaranya pemeriksaan

operasional dengan baik.

Dari pemeriksaan operasional yang telah

dilaksanakan Internal Auditor untuk menguji

pengendalian intern fungsi penjualan atas

pelayanan pasang baru (PSB) jasa telekomunikasi di

PT. TELKOM DIVRE-II pada umumnya telah memadai,

sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajerial

fungsi penjualan dengan baik.

Sehingga berdasarkan identifikasi masalah yang

pertama, yaitu :

"Sejauh mana pengaruh pelaksanaan pengendalian

intern penjualem yang diterapkcm dalam perusediaan

dapat menciptakan cara kerja yang efektif dan

efisien serta dapat menunjang kegiatan manajemen

penjualan*' telah terjawab dengan alasan bahwa,

setelah ditemukannya kelemahan dalam pengendalian

intern penjualan, maka bagian penjualan diharapkan

dapat memperbaiki pelaksanaan kegiatannya dengan

memperhatikan rekomendasi yang telah dikemukakan

pada sub bab 4.3.2.1 di atas.
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4.3.2.3. Analisa Prestasi Penjualan

Analisa prestasi penjualan di masa lalu akan

sangat bermanfaat untuk memperlihatkan keadaan

perusahaan, apakah perusahaan mengalami kemajuan

atau sebaliknya. Untuk melihat kemajuan

perusahaan, penulis telah memperoleh data hasil

pendapatan selama 2 tahun yaitu tahun 1994 dan

tahun 1995 yang dapat digunakan sebagai bahan

perbandingan. Di samping itu data ini juga

berguna untuk menilai efisiensi kegiatan penjualan

dibandingkan dengan beban usaha yang telah

dikeluarkan. Adapun data hasil pendapatan atas

jasa telekomunikasi tersebut adalah sebagai

berikut :
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PERHITUNGAN LABA/RUGI USAHA

PERZODE 1994 DAN 1995

Tabel 4.3 (Dalam Jutaoua Ruplah)

U r a i a n 1995 1994

1. Pendapatan Usaha

2. Beban Usaha

2.076.870

(  865.471 )

1.570.380

(  596.946)

3. Laba/Rugi Usaha 1.211.399 973.434

4. Pendapatan Non Usaha

5. Beban Non Usaha

31.449

(  1.193 )

19.350

(  191)

6. Laba/Rugi Non Usaha 30.256 19.159

7. L/R sebelum Pos Luar Biasa

8. L/R Luar Biasa

1.241.655

7.758

0

0

9. L/R Sebelum Pajak

10. Saldo Laba Tahun Lalu

11. Koreksi Laba Tahun Lalu

1.249.413

0

0

992.593

0

0

12. Saldo Laba Akhir Periode 1.249.413 992.593

Sumber : Bagleui Keuangan
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Dari data tersebut dapat dilihat bahwa

pendapatan atas jasa telekomunikasi yang diperoleh

pada tahun 1995 meningkat dibandingkan dengan

tahun 1994. Hal ini salah satunya disebabkan

karena adanya penatnbahan sambungan telepon untuk

lapisan masyarakat yang memang dari tahun ke tahun

mengalarai peningkatan akan kebutuhan telepon

sebagai alat komunikasi. Beban usaha tahun 1995

terlihat meningkat dibandingkan tahun 1994, tetapi

peningkatan beban usaha tersebut telah diirabangi

dengan hasil pendapatan yang juga meningkat. Ini

berarti adanya usaha dari bagian yang berkaitan

dengan penjualan/pelayanan untuk meminimalisir

kerugian atau pemborosan beban dalam meningkatkan

hasil pendapatan.

Jika dilihat dari saldo laba akhir periode,

maka terdapat kenaikan laba pada tahun 1995,

karena adanya peningkatan pendapatan atas jasa

telekomunikasi dibandingkan dengan tahun 1994. Hal

ini tidak terlepas dari peranan pemeriksaan

operasional yang dilaksanakan oleh Internal

Auditor, sehingga melalui pemeriksaan operasional

efisiensi menjadi dapat ditingkatkan dengan

menekan jumlah beban usaha agar lebih rendah dari
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pendapatan. Selain itu dengan dilaksanakannya

pemeriksaan operasional dapat tnendorong bagian

pelayanan dan bagian penjualan untuk lebih

berhati-hati dalam menggunakan sumber daya,

sehingga penggunaan sumber daya yang berlebihan

dapat dihindari dan peluang untuk mencapai

peningkatan efisiensi kemungkinan besar akan

berhasil.

Jadi jelaslah di sini, bahwa dengan

menggunakan analisa Laba/Rugi akan dapat diketahui

efisiensi perusahaan dilihat dari hasil

pendapatannya dibandingkan dengan beban yang telah

dikeluarkan dan tidak terlepas dari peranan

Internal Auditor yang melaksanakan pemeriksaan

operasional sehingga mendukving tercapainya

efisiensi tersebut.

Berdasarkan hal-hal di atas, maka identifikasi

masalah yang kedua, yaitu :

"Sejaxih mana pengamih pemeriksaan operasional

dapat membantu pihak xnanajemen untuk menilai

kegiatcui penjualan" telah terjawab, hal tersebut

dapat dilihat dari tabel perhitungan Laba/Rugi

usaha untuk tahun 1994 dan 1995 yang

memperlihatkan bahwa hasil pendapatan atas jasa

telekomunikasi mengalami peningkatan. Di samping
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itu. dapat dilihat juga, bahwa DIVRE-II Jakarta

telah melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh

Internal Auditor sehingga dapat meminimalisir

beban-beban yang dikeluarkan dalam usaha untuk

meningkatkan hasil yang diinginkan yaitu

peningkatan laba.

Dengan demikian manajemen telah melaksanakan

prosedur operasional penjualan dengan efektif dan

efisien serta telah menyelenggarakan pencatatan

hasil penjualan dengan benar dan melaporkan hasil

penjualannya secara periodik.

4.3.2.4. Laporan Hasil Pemeriksaan

Tahap akhir dari pemeriksaan mendalam adalah

penyusunan laporan hasil pemeriksaan operasional.

Laporan ini hanya berupa usulan yang berisi tujuan

pemeriksaan, temuan-temuan, dan rekomendasi atau

saran perbaikan.

Adapun contoh laporan tersebut dapat dilihat

pada LAMPIRAN X (Sepuluh) .

4.4. Pengujian Hipotesis

Adapun pengujian hipotesis yang dibuat oleh penulis

adalah sebagai berikut :

"Dengan pemeriksaan operasional, meinajemen dapat



137

menlngkatkan pengendalian ftmgsi penjualcui secara leblh

efektlf dcUi efIslen sesuai dengan tujuan perusahaan".

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengemukakan hal-hal

yang mendukung hipotesis tersebut, yaitu :

1. Adanya pemisahan fungsi yang jelas dari masirag-masimg

bagian.

2. Adanya sistem pencatatan yang memadai.

3. Kualitas pegawai yang memadai dan dapat diandalkan.

4. Adanya praktek yang sehat, sehingga penggunaan formulir

dan catatan (dokumen) pada umumnya memadai.

5. Adanya prosedur operasional penjualan yang jelas.

6. Adanya laporan-laporan yang dinyatakan secara tertulis

dan memadai.

7. Adanya bagian independen yang melaksanakan fungsi

pengawasan, yaitu Internal Auditor yang mendapat

dukungan penuh dari pimpinan tertinggi.

8. Pemeriksaan operasional yang dilakukan oleh Internal

Auditor cukup efektif.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka penulis

menilai bahwa :

- Sistem pengendalian intern penjualan PT. TELKOM DIVRE-II

Jakarta pada umumnya telah memadai, dalam arti

pelaksanaan prosedur operasional penjualannya cukup

efektif dan bila dilihat dari laporan L/R nya secara

umum menunjukkan pelaksanaan penjualan yang cukup
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efisien.

- Sedangkan faktor yang kurang mendukung hipotesis

tersebut adalah :

- Ditemukannya kelemahan dalam sistem pengendalian

intern penjualan, yaitu perusahaan tidak melakukan

konfirmasi piutang usaha atas tunggakan rekening

telepon dan masih terdapat sambungan telepon yang

tidak aktif (telepon tidur) yang akan berdampak pada

pendapatan perusahaan berupa berkurangnya penjualan

pulsa.

Atas uraian tersebut, dengan merapertimbangkan faktor

pendukung dan faktor kurang mendukung dapat diambil suatu

kesimpulan bahwa hipotesis yang telah dikemukakan dapat

diterima.



BAB V

RANGKBHAN KESELURTJHAN

Pemeriksaan sebagai bagian dari fungsi pengendalian

menjadi sangat panting untuk menjamin terlaksananya fungsi

manajerial perusahaan. Oleh karena itu, di samping

pemeriksaan keuangan harus dilaksanakan juga pemeriksaan

operasional yang bertujuan untuk memeriksa kehematan

efisiensi, dan efektivitas kegiatan serta untuk menilai

apakah cara-cara pengelolaan yang diterapkan dalam

kegiatan sudah berjalan dengan lancar.

Pemeriksaan operasional menjadi sangat penting untuk

dilaksanakan oleh setiap unit usaha, baik dari sektor

pemerintah maupun sektor swasta mengingat kondisi

persaingan usaha yang semakin ketat sehingga dituntut

adanya peningkatan pengelolaan kegiatan usaha.

Adapun dari tinjauan pustaka, penulis akan

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Pengertian pemeriksaan adalah suatu proses sistematis

yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan

independen untuk mengumpulkan informasi terhadap sesuatu

entitas ekonomi untuk dievaluasi dan dibandingkan dengan

kriteria yang telah ditetapkan,

- Jenis-jenis pemeriksaan terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Audit Operasional

139
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2. Audit Ketaatan

3. Audit Laporan Keuangan

Tujuan melakukan pemeriksaan adalah untuk melaporkan

hasil evaluasi dan penemuan selama melakukan

pemeriksaan.

Pengertian pemeriksaan operasional adalah suatu tinjauan

dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap

suatu bagian dalam organisasi dengan tujuan untuk

memberikan saran-saran perbaikan atau rekomendasi

terhadap obyek yang diperiksa apakah kegiatan tersebut

sudah efektif dan efisien.

Jenis-jenis pemeriksaan operasional yaitu ;

1. Fungsional

2. Organisasional

3. Penugasan khusus

Ruang lingkup pemeriksaan operasional meliputi seluruh

aspek kegiatan manajemen, baik yang mencakup seluruh

kegiatan atau program atau hanya mencakup

bagian/elemen/dimensi tertentu dari suatu kegiatan atau

program.

Sasaran pemeriksaan operasional harus mempunyai tiga

unsur pokok, yaitu :

1. Kriteria

2. Penyebab

3. Akibat
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Pemeriksaan operasional biasanya dilakukan oleh salah

satu dari tiga kelorapok sebagai berikut ;

1. Auditor Intern

2. Auditor Pemerintah

3. Akuntan Piiblik Terdaftar (Auditor Ekstern)

Program kerja pemeriksaan secara tertulis meliputi :

1. Program Kerj a Persiapan Pemeriksaan

2. Program Kerja untuk Tahap Pengujian Pengendalian

Manaj emen

3. Program Kerja Pemeriksaan Lanjutan

4. Susunan dann Isi Program Kerja Pemmeriksaan

Pengendalian intern tidak hanya terbatas pada catatan

atau laporan akuntansi, pengamanan harta saja tetapi

juga mencakup pengendalian administratif. Manajemen

membentuk suatu struktur pengendalian intern untuk

membantu mencapai sasaran perusahaan yaitu efisiensi dan

efektivitas.

Tujuan pengendalian intern, yaitu :

1. Menjaga kekayaan organisasi

2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akiintansi

3. Mendorong efisiensi

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Ciri-ciri sistem pengendalian intern yang baik, yaitu:

1. Struktur organisasi yang baik

2. Sistem otorisasi dan tanggung jawab yang jelas
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3. Sistem akuntansi yang baik

4. Kebijakan personalia yang baik

5. Badan atau staf Internal Auditor

6. Dewan komisaris yang kompeten dan aktif

Metode penelitian sistem pengendalian intern dapat

dilakukan melalui :

1. Penggunaan daftar pertanyaan (kuesioner)

2. Penggunaan formulir chart (arus formulir)

3. Wawancara

4. Pengamatan langsung dan pembuatan memorandum

(catatan)

Tahap-tahap pemeriksaan operasional, yaitu :

1. Tahap Persiapan Pemeriksaan/Pemeriksaan Pendahuluan

2. Tahap Pengujian Pengendalian Manajemen

3. Tahap Pemeriksaan Lanjutan

4. Tahap Laporan

5. Tahap Tindak Lanjut

Untuk memberikan penilaian terhadap cara kerja bagian

penjualan, maka perlu diadakan pemeriksaan operasional

dengan tujuan :

1. Untuk menilai kegiatan penjualan yang dilakukan.

2. Untuk mencari adanya kelemahan dalam kegiatan

penjualan dan usaha untuk menanggulanginya.

3. Untuk mencari alternatif lain dalam usaha untuk

meningkatkan efektivitas penjualan.
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4. Untuk mengembangkan rekomendasi bagi penanggulangan

kelemahan dan peningkatan prestasi penjualan.

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA adalah Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang petnbangunan dan

pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri.

Cikal bakal TELKOM adalah suatu badan usaha bernama

"Post-en Telegraafdlenst" yang didirikan dengan Staatsblad

No. 52 tahun 1884. Berdasarkan Staatsblad No. 395 tahun

1906 Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih Perusahaan

Telekomunikasi, maka sejak itu berdirilah "Post, Telegraaf

en Telefoondients (PTT-Dients) yang ditetapkan sebagai

Perusahaan Negara berdasarkan Staatsblad No. 419 tahun

1927 tentang Indonesia Bedrijvenwet (I.B.W., Undang-undang

Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini berlangsung sampai dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.

19 tahun 1960 oleh Pemerintah RI, tentang persyaratan

suatu Perusahaan Negara dan PTT-Dients memenuhi syarat

untuk tetap menjadi suatu Perusahaan Negara (PN). Pada

tahun 1961 status PTT resmi diganti menjadi PN Pos dan

Telekomunikasi atau disingkat PN postel. Di sini secara

resmi digunakan kata "Telekomunikasi" sebagai pengganti

dari kata "Telegraf" dan "Telepon".

Dalam perkembangan selanjutnya pemerintah memandang

perlu untuk membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi dua
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Perusahaan Negara yang berdiri sendiri. Berdasarkan

Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 didirikan

Perusahaan Pos dan Giro (PN Pos dan Giro) , sedangkan

pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN

Telekomunikasi) diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 30

tahun 1965. Kemudian tahun 1970, PN Telekomimikasi

beralih bentuk menjadi Perusahaan Umum (PERUMTEL) dan

dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tanggal 1 Mei

1991 bentuk Perusahaan Umum (PERUM) dialihkan menjadi

Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana dimaksud dalam

UU No. 9 tahun 1969. Sejak itu berdirilah Perusahaan

Perseroan (Persero) PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TELKOM)

dengan dilakukannya penandatanganan Akte Pendirian

Perusahaan PT. TELKOM (Persero) oleh Notaris Imas

Fatimah, SH., bersama-sama dengan Menparpostel Soesilo

Soedarman yang bertindak selaku kuasa dari Menteri

Keuangan sebagai pemegang saham.

Divisi Regional TELKOM mencakup wi1ayah-wilayah

sebagai berikut :

1. Divisi Regional I, Sumatera

2. Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya

3. Divisi Regional III, Jawa Barat

4. Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

Yogyakarta
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5. Divisi Regional V, Jawa Timur

6. Divisi Regional VI, Kalimantan

7. Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia meliputi

Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Maluku, dan

Irian Jaya

Struktur organisasi PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

Divisi Regional II Jakarta berbentuk garis dan terdiri

atas Kantor Divisi dan Kantor-kantor Daerah Telekomunikasi

(KANDATEL). Adapun organisasi Kantor Divisi II terdiri

atas :

a. Unsur Pimpinan Divisi

Unsur Pimpinan Divisi terdiri atas masing-masing

seorang Kepala dan Deputi Kepala Divisi II.

b. Unit Kerja Teknostruktur, meliputi :

1) Internal Auditor

2) Bidang Pengembangan Usaha

c. Unit Kerja Pendukung

1) Bidang Keuangan

2) Bidang Sumber Daya Manusia dan Administrasi

d. Unit Kerja Operasional, meliputi :

1) Bidang Pelayanan Kelompok Badan Usaha

2) Bidang Operasi dan Pemeliharaan Network

3) Bidang Pembangunan dan Logistik

4) Kelompok Spesialis operasi, teknik, dan pelayanan



146

Internal Auditor PT. TELKOM pada awalnya bernama

Satuan Pengawasan Intern (SPI). Landasan hukum keberadaan

Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah Peraturan Pemerintah

RI No. 3 tahun 1983 pasal 46 dan No. 21 tahun 1984 pasal

31. Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada saat itu bertugas

meinbantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas

pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya

pada badan yang bersangkutan serta memberikan saran-saran

perbaikan atau rekomendasi.

Dengan adanya restmkturisasi dan rencana di PT.

TELKOM, maka atas dasar Keputusan Direksi dengan Nomor Kd.

57/Ps. 150/Proses/94 tanggal 15 September 1994, SPI

wilayah berganti menjadi Internal Auditor Divisi Regional

II Jakarta yang bertanggungj awab sebagai penyedia dukxingan

pengawasan terhadap unit-unit kerja dalam bidang keuangan,

manajerial, dan khusus.

Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

Internal Auditor Divisi Regional II Jakarta berdasarkan

Nota Dinas KADIVRE No.C,Tel484/PW000/RE.2-10/96 tanggal 11

Nopember 1996 perihal PKPT Internal Auditor (INDITOR)

tahun 1997.

Dalam melaksanakan pemeriksaan operasional atau

kegiatan penjualan, penulis membagi tahap pemeriksaan
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menjadi dua tahap, yaitu :

a. Tahap Pemeriksaan Pendahuluari/ terdiri atas :

1} Tinjauan umum mengenai prosedur operasional

penjualan atas pelayanan PSB jasa telekomunikasi.

2) Penelaahan sistem pengendalian intern penjualan.

b. Tahap Pemeriksaan Mendalam, terdiri atas :

1) Penelitian sistem pengendalian intern penjualan.

2) Analisa prestasi penjualan.

3) Usulan penyusunan laporan hasil pemeriksaan.

Produk utama TELKOM adalah pulsa yang diperoleh dari

pemakaian telepon setiap harinya. Pulsa inilah yang dijual

TELKOM untuk menghasilkan sebagaian pendapatan perusahaan

tetapi sebelum terjadi penjualan pulsa, terlebih dahulu

TELKOM harus memasarkan sambungan telepon kepada lapisan

masyarakat.

Penjualan pulsa ini diawali dari prosedur pelayanan

pasang baru (PSB) jasa telekomunikasi yang terdiri atas ;

1. Pendaftaran Galon Pelanggan dan Telepon berfungsi

(Kring).

2. Perj anj ian

3. Proses Penagihan (Pembayaran)

Untuk menelaah sistem pengendalian intern penjualan

PT. TELKOM DIVRE-II, penulis menggunakan alat bantu berupa

Internal Control Quetionnaires (ICQ), yaitu serangkaian

daftar pertanyaan mengenai pengendalian intern penjualan.
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Jika jawaban dari pertanyaan tersebut "Ya" berarti

menunjukkan adanya pengendalian, sedangkan jika jawaban

dari pertanyaan tersebut "Tidak" berarti menunjukkan

adanya kelemahan yang akan dianalisa lebih lanjut.

Temuan yang telah diperoleh dari hasil pemeriksaan,

yaitu ;

1. Perusahaan tidak melakukan konfirmasi piutang usaha

atas tunggakan rekening telepon.

2. Masih terdapat saluran/sambungan telepon yang tidak

aktif (telepon tidur).

Sedangkan rekoraendasi yang diberikan adalah :

1. Perusahaan hendaknya melakukan konfirmasi piutang usaha

atas tunggakan rekening telepon pada pelanggan,

khususnya pelanggan kelompok bisnis.

2. Penyambungan saluran telepon untuk Kompleks Perumahan

dan Apartemen-apartemen hendaknya dilakukan pada saat

tempat tersebut sudah benar-benar dihuni.

3. Bagi Apartemen dan Hotel jika mungkin dikelompokkan

menjadi pelanggan khusus yang abonemen bulanannya lebih

tinggi dari pelanggan biasa (Bisnis, Pemerintah, ABRI,

Perumahan, Sosial).

4. Untuk hotel hendaknya sambungan telepon dilakukan

secara pararel untuk beberapa Kamar Hotel dengan

memberikan kode-kode khusus/tersendiri untuk tiap-tiap

kamar jika jaringan yang tersedia penuh.
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Dari temuan tersebut, maka dapat disirapulkan bahwa

sistem pengendalian intern penjualan PT. TELEKOMUNIKASI

INDONESIA DIVRE-II Jakarta dinilai telah memadai dan telah

dilaksankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

perusahaan, tetapi masih ditemukan adanya kekurangan atau

kelemahan yang memerlukan perbaikan.

Dari hasil penelitian penulis terhadap sistem

pengendalian intern penjualan dan Internal Auditor PT.

TELKOM DIVRE-II, maka penulis menilai bahwa ;

1. Prosedur operasional penjualan yang diterapkan oleh

perusahaan dinilai efektif didukung dengan adanya

pemisahan fungsi yang jelas antara bagian-bagian yang

berkaitan dengan kegiatan penjualan.

2. Unsur-unsur pengendalian intern perusahaan telah

diterapkan walaupun masih terdapat kelemahan, yaitu

tidak adanya konfirmasi atas piutang usaha tunggakan

rekening telepon dan masih terdapat sambungan telepon

yang tidak aktif (telepon tidur).

3. Dengan adanya kondisi di atas, Pelaksanaan kerja

Internal Auditor menjadi lebih efektif dan dapat

mendukung terselenggaranya pemeriksaan operasional

dengan baik.

Tahap akhir dari pemeriksaan mendalam adalah

penyusunan laporan hasil pemeriksaan operasional. Laporan

ini hanya berupa usulan yang berisi tujuan pemeriksaan,

temuan-temuan, dan rekomendasi.



BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

6.1.1. Simpulan Drnum

Setelah dilaksanakannya penelitian, maka dari hasil

penelitian tersebut dan hasil pengujian hipotesis

penulis dapat mengambil kesimpulan umum, sebagai

berikut :

1. PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA (persero) adalah Badan

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang

pembangunan dan pelayanan jasa telekomunikasi untuk

umum dalam negeri maupun luar negeri. Sejak tanggal

1 Juli 1995 TELKOM telah menghapus struktur Wilayah

Usaha Telekomunikasi (WITEL) dan secara defacto

meresmikan dimulainya era Divisi. Divisi Regional

TELKOM mencakup wilayah-wilayah sebagai berikut :

- Divisi Regional I Sumatera;

- Divisi Regional II Jakarta dan sekitarnya;

- Divisi Regional III Jawa Barat;

- Divisi Regional IV Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta;

- Divisi Regional V Jawa Timur;

- Divisi Regional VI Kalimantan;

- Divisi Regional VII Kawasan Timur Indonesia, yang

150
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meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor

Timur, Maluku, dan Irian Jaya.

Dilihat dari perolehannya, pendapatan usaha jasa

telekomunikasi (jastel) dikelompokkan menjadi :

- Pendapatan Penyelenggaraan Sendiri;

- Pendapatan Interkoneksi;

- Pendapatan Kerja sama.

Sedangkan pendapatan usaha TELKOM terdiri dari :

- Pendapatan Telepon;

- Pendapatan Telepon Selular;

- Pendapatan Telex dan Telegram;

- Pendapatan Sirkit Langganan;

- Pendapatan Jasa Nilai Tambah (Jasnita).

2. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan operasional, maka

dapat diketahui bahwa pengendalian fungsi penjualan

pada PT. TELKOM DIVRE-II telah dilaksanakan secara

efektif dan efisien sehingga dapat membantu

manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan yang

telah ditetapkan yaitu untuk memperoleh laba.

6.1.2. Sixnpulan Khusus

Adapun simpulan khusus yang dapat penulis kemukakan

dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Struktur organisasi PT. TELKOM DIVRE-II yang

disertai dengan adanya pemisahan fungsi yang jelas
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dirasakan sudah cukup memadai, sehinggra dapat

mendukung pelaksanaan tucfas dan fungsi dengan balk

bagi masing-masing bagian atau unit kerja.

.  Dengan adanya prosedur operasional penjualan yang

dinyatakan secara tertulis dan dengan adanya kerja

sama serta koordinasi yang balk antara bagian-bagian

yang berhubungan dengan prosedur operasional

tersebut telah memperlihatkan cara pelaksanaan kerja

yang efektif. Sehingga dari uraian tersebut dapat

disimpulkan bahwa prosedur operasional penjualan

yang telah diterapkan dan dilaksanakan oleh PT.

TELKOM DIVRE-II dapat diandalkan.

Adanya bagian yang independen, yaitu Internal

Auditor yang melaksanakan peraeriksaan opersional dan

mendapatkan dukungan penuh dari pimpinan tertinggi

dalam melaksanakan tugasnya sehingga pelaksanaan

pemeriksaan yang dilakukan cukup efektif. Dalam

melaksanakan pemeriksaan dan membuat laporan hasil

pemeriksaan maupun dalam memberikan kesimpulan dari

hasil pemeriksaannya, Internal Auditor bersikap

aktif dan bijaksana dalam memberikan saran-saran

perbaikan atau rekomendasi dengan mempertimbangkan

dampak yang mungkin terjadi.

Pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada penyusunan

Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) yang dibuat
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berdasarkan Nota Dlnas KADIVRE

No.C.Tel484/PW000/RE.2-10/96 tanggal 11 Nopember

1996 perihal PKPT INDITOR tahun 1997.

5. Adanya Laporan L/R Perusahaan setiap tahun yang

digunakan untuk mengetahui keadaan atau kondisi

perusahaan, apakah mengalami kemajuan atau

sebaliknya dan untuk menilai efisiensi kegiatan

penjualan dibandingkan dengan beban usaha yang telah

dikeluarkan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa

Laporan L/R Perusahaan mengalami peningkatan setiap

tahunnya, hal ini tidak terlepas dari peranan

pemeriksaan operasional yang dilaksanakan oleh

Internal Auditor dan juga menunjukkan bahwa

manajemen telah melaksanakan rekomendasi Internal

Auditor, khususnya dibidang penjualan (niaga).

6.2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan

berkaitan dengan temuan dari hasil pemeriksaan yang telah

dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan hendaknya melakukan konfirmasi piutang usaha

atas tunggakan rekening telepon, khususnya kepada

pelanggan kelompok bisnis yang memberikan pendapatan

lebih besar dari pelanggan lainnya.

2. Untuk menghindari dan memperkecil jumlah saluran

telepon tidak aktif (telepon tidur) karena jarang

digunakan atau sama sekali tidak digunakan, maka

perusahaan harus menyelidiki sumber-sumber penyebab
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masalah ini. Telepon tidak aktif (telepon tidur) banyak

terdapat pada Kompleks-kompleks Perumahan dan Apartemen

yang belum dihuni serta Hotel-hotel (Penginapan). Oleh

karena itu untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan

waktu yang cukup lama. Penyambungan saluran telepon

untuk Kompleks-kompleks Pearumahan dan Apartemen

hendaknya dilakukan pada saat tempat tersebut sudah

benar-benar dihuni. Sedangkan bagi Apartemen dan Hotel

(Penginapan) jika memungkinkan dikelompokkan menjadi

pelanggan khusus yang dikenakan tarif berlangganan

fasilitas TELKOM lebih tinggi dari pelanggan biasa

(Bisnis, Pemerintah, ABRI, Perumahan, dan Sosial).

Untuk Hotel (Penginapan) ada baiknya sambungan telepon

dilakxikan secara paralel untuk beberapa Kamar Hotel

(Penginapan) dengan memberikan kode khusus/tersendiri

tiap-txap kamar, jika jaringan telekomunikasi yang

tersedia penuh. Dengan demikian beberapa sambungan

telepon yang tadinya satu nomor untuk satu ruang kamar

dapat diberikan kepada pelanggan lain yang lebih

membutuhkan dan dapat memberikan peluang pendapatan

yang lebih besar.

Untuk menghindari kelambatan proses pasang baru, maka

perusahaan harus lebih meningkatkan pelayanannya

dengan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan

dengan proses pembangunan jaringan telepon.

O^usuisasi Internal Auditor sebagai pelaksana pemeriksa

harus tetap dipertahankan keberadaannya dan tetap

diberikan dukungan darx semua pihak, sehingga dalam
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melaksanakan kewajibannya Internal Auditor lebih

leluasa dalam mengemukakan pemikiran yang berguna bagi.

kemajuan perusahaan.
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LAMPIRAN VII

BA6AN ALIR DOKUMEN

PENGAKUAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PIDTANG

UNIT

KAS/BANK
UNIT

PIUTANG USAHABANK

)c Mulai

Ll3-Rek

L13-Rek

Melakukan
Jurnal
Pengak.Pend

Pelaoggan
Hembayar

Tel 75 Tel 75Tel 75

Pengecekan
Penerimaan Kas

( )



BA6AN ALIR DOKUMEN

PENERIHAAN PENDAPATAN TUNAI

LAMPIRAN VIII

UNIT TELW
WARTEL/PEHASARAN

UNIT

KAS/BANK
BANK

Mnlai

IDok.Buk.

Dok.Dasar

»P

Helakukan

Jurnal

Buku Bank



PENJELASAN FLOW CHART

UNIT KERJA

- Calang

- Telemarketing (162)

- Service Point (Serpo)

Dalang (Data Pelanggan)

Jarlok (Jaringan Lokal)

Rekanan FSB

Sentral

- MDF (Main Distribution Frame)

Advaljar

Sisfo Divisi

Seksisfo Datel

Bank / Payment Point

Penjastel

: Galon pelanggan.

: Unit kerja yang menerima order pasang

baru (PSB) melalui 162.

: Unit keija yang menangani penerimaan

order pasang baru (PSB) dari calang

yang datang ke Serpo.

: Unit kerja yang menangani data-data

pelanggan.

: Unit kerja yang melaksanakan

perubahan fisik jaringan kabel dan

melakukan pengecekan pada rumah

kabel (RK)/memastikan data kabel

sekunder.

: Unit kerja yang melakukan penarikan

kabel ke rumah.

: Unit kerja yang akan menghubungkan

suatu perangkat dari telepon satu ke

telepon yang lain.

: Unit kerja yang melaksanakan

Jumpering / penyambungan antara

nomor telepon dengan kabel primer.

: Administrasi dan Validasi jaringan.

: Sistem Informasi Divisi.

: Sekretariat Sistem Informasi Daerah

Telepon.

: Tempat pembayaran rekening telepon.

: Penagihan jasa telepon.



- SOPP

- Telanda

ISTILAH KEGIATAN

- Registrasi Permohonan (NA)

- Study Otomat

- Penetapan Data Tehnlk / Teknis

- Komputir Berkas

Instalasi

Jumpering

Tone Incoming Only

Test tone

Tone Total

Omzet

Pengalokaslan Pair

SIstem On Line Payment Point.

Telepon Antar Daerah.

: Permohonan Pendaftaran.

: Pengecekan di data SISKA (Sistem

Informasi Customer) mengenai kondisi

jaringan yang ada dialamat yang

diminta.

: Apakah data teknis itu mungkin atau

tidak.

: Berkas-berkas aplikasi dijadikan satu

dan disimpan di Dalang (Data

Pelanggan).

: Memasang perangkat telekomunikasi

disuatu tempat.

: Kegiatan menarik kabel dari satu port

terminal ke port terminal yang lain.

; Dimana pelanggan hanya dapat

menerima saja.

: Pengetesan yang dilakukan untuk

mengetahui apakah muncul nada

(Tone) atau tidak.

: Pelanggan dapat menerima atau

menglrim nada.

: Memindahkan jalur satu kejalur yang

lain.

: Pelanggan mendapatkan kabel yang

telah ditetapkan.



- Proses Simak

Magnetik tape / Catridge

Sistem Informasi Management

Akuntansi.

Suatu alat untuk menampilkan data

tagihan.

DOKUMEN-DOKUMEN

- SPK

- PSB2

- L11

- L12

- L13- Rekap

Bukti Setor (K-7)

Credit Nota (ON)

Surat Perintah Bayar (SPB)

Tel 75

- L15 (Daftar Tagihan)

- Billing Data (BD 29)

Surat perintah keija yang diterbitkan

secara otomatis.

Model untuk Pasang Baru.

Kuitansi.

Lampiran Kuitansi.

Dokumen hasil pengolahan data

tagihan yang menunjukan rekapitulasi

pendapatan kredit atau piutang usaha.

Bukti Penyetoran uang ke Bank.

Bukti dari Bank yang menyatakan

rekening perusahaan di Bank telah

ditambah.

Bukti pembayaran kas, digunakan

untuk mencatat pengeluaran kas.

Daftar penerimaan harian piutang

usaha diloket pembayaran kuitansi

tagihan, khusus untuk kantor cabang

disebut Tel 72.

Daftar tagihan telepon untuk Instalasi,

baik pemerintah / ABRI.

Daftar tagihan untuk menampilkan

menu piutang.



LAMP!RAN IX

KETENTDAN BERLANGGANAN SAMBUN6AN TELEKOMUraKASI
BAB I

FEMASAHQAN DAN KEFEUUKAN

Pmll

1) Pemasangan santurgan talekHnitiOiasI mSk TELXOM d alamat PSAN6GAN atan dlaksanakan
dth TajQOM Mtdah PELAN66AN alas taaya lendri lertetii BahiAJ metqfdasaaon:

a. Psmasang3nlnsblasllCabdfluiBhA>eduig(IXR/Q)yanginelipu0kolakltiiTilnalbata(iaB)
aBu rnif/a peinbagi ulama/IDF sanpal dengan tannnal telekomunllasi^ssaMl

b KlususbagiFaANGGANyaiigbeitaflgganaflSiiULangganan(St).San<]uiganFaianggaii
Jarak Jatdi (SFJJ). Konamikad Oad. DM Inwaid DiaSng (CIO) dan yaog sajenis dengan Bu,

yailu mellputi pamasangan saluiuh parangkal tatskomunikasl d sIsJ FEtANGQAN yang
menungldnlan tetsandiiingnya bsSas islekomunikad nfik TELXOM.

2) PaoAgkailKIVS dan parangkal lelaksnaaflaslblnnya yang dpasaagdsislPaANGGAN. haw
mefflaniN spesifliasUslandar tekds sesuai peialutan yang badaku.

3) IXIVQ dan paangkallelekaniuiikasi hams ifiaksanalanolahlnatalaiurlXRX].
PaaalB

1) Jatinganleleknmunikaaidisisi TELXOM lampil dengan saluranpenanggaladalahmiikTELHOM.
2) Ixn/Q dan parangkal lelakomunikasi fainnya yang dpasang dah FEIANOGAN adalah nklik

FBANGGAN

FaaalS

I) ApaHalKfVGdIalanialFELANGGANbahJinadaAialumisIssaLniakapelaksanaan pamasangan
santungan tetokommaasl dshTElHOM dapal rBangguhkan pabig lama I (salu) blian. Khusvs bac3
FBANGGAN Stict Langganan (SU. Sambungan hlanggan Mk Jauh (SPJJ). Konuftasi OalB,
Krect limard Olalng (DIDjdan yang tajenlanya. bila parangkal leiekonsinikasi d sid FBANGGAN
balurn addbeiun salasaJiSnslalasi maka kapada PELAN6GAN langsiing dSienalan biaya bdanm..
ujak jaikigan telekoaainaasi mak TELXOM iBvalalan slap opetasL

(5) Parubahan iarlngan talekomunikad d sol PELANGQAN bdak bdeti bamnbngan dangin panbion
TELXOM yang bedaku.

PitalT

(1) PBANGGANIalepanbaihakniaffiintikapBdaTELKOMunlukmamisiaiautdakniainuainamadan

alamabiya dalam Bvktt Pgiunjuk lalepon dan Inlonnasi 108.
(2) PElANGGANbathakmankiiakapadaTBJdOMunluk manual nama dan alamalpliaklakisabagai

penunipangpetnakaildepandalamBdaftlunluk'HapandanlnlonnasilOB.danganketanluanbahM
Imajban mambayv Haya dmaksud hsal II wap mat^ad tangguig Jamah FEIANGGAM

Fisall

0) TBJOMmananggwgkerughnyangmuigUnddeiilaFELANGGANssbagaiaiaalyangltnbulharena
parubahan sanibijngutelekaninlaaLgangguanhubuigan,kasalahanpaihambungan dan kasalahan

TBKOM barhak samUuHaiaUu mamadksa iXfVG dan parangkal Maktxnjnikasi lalnnya d alimat
FEIANGGAN.

FaaalB

Apabia PELANGQAN menyawakan bangunan basana aambungan Blakdmiinaasl kepada pliak lain,maka
la^ iMbal hutamytng flritul Mmasuk kaai^ban mentayar biaya/tunggakan biayi dmaksud Asal 11
aabagii akbat Sana manyava feraabuL tetw mei^ langgung Jawab FBANGGAN uitdi mahmaslnya

kepadaTELXDM.
FaaallO

(1) FBANGGAN dipat baihard badangganan aambungan Walntuiilasi bla dinglnkannya dangan
manytmpaJkan suiat psmbadtahuan baihint badangganan lepada TELXOM.

(2) FBANGGAN dapal nwngaiaikan kapelangganan aambungan Islakontunlkaal kspada pSiak lain
aapanfang Odak Ida perub^ Wmia. dengan caia:

- a. Mangajukanpatmbt&an kspada TBKOM;
,; h, Han^-tai^tiiiTnulrbaiiknama;

■^:C. aAiffiUtfjd TgLKOM¥lPfl bftlfaku,
baialihlmya|angkaiiaklupanangguhandmaksuday3l(t),at3u PELANQGANSUSFiUKonHllaB| ■ 1Paaalll
Oaia. DiO dan yang aajedstiya ddak bersada membayar biaya bulanandraka^ ayal J1}. j ipajiNGQ|«jiiyj,Biefflbayarblayaiasale!ako(TunikaalaasualdenBa^
TELXOM barhak menwlus/lnemtaialkanXonBakWsacaiiiepirak. i- fdrtr";

HAKDANKEWAJIBAN .
vCb BlsyiUntiyisosutlpsratursnyanQboiUku.

1) TBJfflMberlmwajbanmemellharalarlngan lelekeinumlkasi m»TEUTOI(lndM(Mj^(Q WekSnorM dntakaud ayal (1) «a|b dbayar dah PELANGQAN aabap bdan sasuai
agar dapal berfungsl dangan balk. ■ '^ii^^i^^pijiyiM^r^YiiijiaMBpiitKiatrtTHimu

2) FEIANGGAN alas baban biaya PELANGQAN kerks«ailbOTrnamAiaa On6tojN«d^^j.{jJ ;^g^,l^,Qj^p,,,,^j^l^^jj3|,,(t,i,l,g„,u„l]a]iuriapbiilandietapkandehTBN0M.
lalskommlkasi lalnnya dmaksud Raal 1 eger dapal uwamunikasl. TELXOM wafib mambailkan landa larlma

3) FEIANGGAN barhak mempardoh palayanan dari TELXOM, oMiJiatena Bit i^ato aambungan ap a"«ftnra
telekoniuni]edirnengalamikarusakanataugangguan,makaPEtA|K^^ba^niptipbtoMm^.d'^^;.!'... BABO aiau6rttr5akepadaUn3PengadtiinGangguanTBJ<0M.der^iiini^«SBi^f^S^:^^.-^^'&.;j|jyt^j^^^
a bla kemaakan aiau gangguan brjad dIarlngan Ntelrnmuna^ihlB][EU(b^

SANXSI

ayM(l),rriakapediaikanai3upengganllinnyarnen|adianBi>inB^ilM.tomLtliyaTBJjOM.:'i,i^^ rteh sabab apapun aarraiai
biMkerusakanaiaugangguanbrsebul»jaddIKIVGalwpadip«w^rito!jW^|:fes^^-|jJ^'^^.pj,,,,,^,j^^ dirnaksudFM l.makaperbalkanalaupengganJannyamenjadlang^^rtobiJianBiiB^^
FBANGGAN, yang rOakukan dah tns&l^ Anaksud Pasal 1 ayal liiaiiBMbtttoiBelalM pangjadkan dan pancabulan aambungan tetokonamiiiasi dmalsird

, , ... ..,,._.I^-.^^,£iii;l!i!li*'^C;i«^(t)aecarisepliakliripapembariiahijan/^^ Apabaaksnisakanalaugangguanbi|3dpadajarlnganieleknmundiaslmlIkTELX0MdaaiMi%^,;;.^^;^|J^j^l^
2ayal|1)yangmengallbalkan;
L Santiinganielepan.falaimisd3nt9laxlklakd3palbadungaiaiaudlguiakanselama7

;S5:5^f:^a*NS6AH.
Pnic3bulanaambunganialekomunlkasidniaktudayai(2)lidakmenguiangike¥iapanPBAN6GAN,

.. ^ atdwariaalaupanggan&muntufcmelijnaaiaduubbinggakaniermasirkdendanyakepadaTELNOM.
hadbarliiniHuruialiuMbiidalarnsambulanlaglhanseiakrfiBrlrnalap^ 2r.iub«ori«a»aianBrha^Mundmaksud^

yang dapal dllkutl dangan pancabulan aambungan
lartabiidahukidulTEUOH.

dcabuL kemudan FEIANGGAN barkabiglnan untuk

dkembaBianftLbebaskanataspeniintaaniecaraSADi^ilPBWkBGANy^i&julansalitd^'-
larnbalnya pada bulan berikutnya denganntelarnpi^nkulardpmbqarinbi^ leralMc

.(4) Apabrta FBANGGAN lllda^
Pis^9,dkmakan per"

/l£Murfta«9^larS (5) vDalarn hal
h Xhuaus bag! PELANGQAN SL dan SPJJ, apab«;i&rusalm abui'ganix^ padajarfn^' .

Bdan SFJAataspermlntaansetaraianifs dari paANGGAky^d^dwiMlamtaMainbalny*
pada bdan bertkubiya dengan malampirkan luilansi pembayaran bdan lerakhX maka ba^ bi^
telap yang sehanisnya dibayar sdama tsr|a(9nya gangguan terbilung saiak lEurimanya laporan
gangguan dapal dkembaBianrdlbebaskaa

' Apabia gangguan aiau kenrsakan dmaksud ayal (I) dsebabkan dah kssengajaan dan alau kslalatan
PEIANQGAN alau tarjad pada IXiVG alau pada parangkal islakemiinikasi lalnnya yang dsedakan
deh FBANGGAN, maka biaya bdangganan bdanarVbiaya telap tdak dapal dkambaHran.
TBKOM bdak menanggungkarugiandalambenluk apapun yang mungkiniSdariaoleh FEIANGGAN
baik langsung maupun bdak langsung sabagal iXbat Sdak barliingslnya aambungan IdskomunlkasL

PtialS
TBXOM bertiak mdakuhan peiubahan lathadap aambungan laleksmunilosL lermasuk parubahan-
nomor aambungan lelakomunikasi.
FBANGGAN dapal mentnia perubaban aambungan lelekomunilasi dengan mengajukan panrlniaan
kepada TELXOM. Oalam hal TELXOM menyetujunya, maka FBANGGAN beikewajiban membayar
biaya pembahan ku sasuai perabiran TELXOM yang bedaku.
Dengan lerlaksanar^penibahan dmaksud ayal{l) dan (2) maka koniraklnlteBpberiakir, dan TBXOM
denganWdberlwenanangdeh FBANGGAN unkrkmencamumlan parubahan lersetul pada ddaanen
Xonirak yang disimpan TELXOM.
FBANGGAN hanya dpeibolehkan alas bin lertuSs dari TELXOM:
a. Mengadakan pembahan tsitiadapjarlngantelekaniunikaainffli TBXOM;
b Memkidahlangankan aambungan tetekamurftaai kepada pliak tain.

ying beriaiat dan dhiiifbkariiiidunel niiggalan brieb^
(S) Kelentuanftsallnlberiakuiuga lathadap kaadian dmaksud RM 7 ayal (2).

Pissiia

PEIANQGAN menyaiakan tunduk pada dan lieh karena ku bertanggung jawab alas segala akibal yang
bmbulkarenabdakmettlaabpeiabtranpemndingundangandanperaiutaniniemTELXOM yangberlaku,
baik yang telah ada maupun yang akan dlelapkan dksmudlan hari.

FaailU
Oalam hal lerjadpencabulan aambungan lelsksmunikaslilpemutusanKonliaksecaraaepitakoleh TELXOM
berdasarkanfbsalddannsal 12. FBANGGAN dan TELXOM sei^imtukmsngenyaraplnipsnberlakuiya
katenlu3nhsal1266XUHfbataB, sehmggapencabutansambunganlslekoinrrfltast^smijtusanXditltak
dapal dbakukan oieh TBKOM lanpa periu teriebli dahutj menunggu keputusan dari HaKm.

BAB IV
PENUniF
FaullS

ApaUasanbunganlalekonamilasi FEIANGGAN dcabuLbaiklarettaberheiidberianggananmaupunlarana
dkanakansanksipeneabirttn, maka saranaCelekcmjrtikasindltTELXOMwajbtSiembalktan kepada lelkom.

Pasal It
Dengan bdak menguranip ketenbran Fbsal M. tpabaa tef|ad petseSskian dalam peiaksanaan dan alau
penalslranalaa Konlrakdanlteleitluan BerianggananlnLyang bdak dapal dselesailanaecan musy»llara^
make kedua belah pliak sepalal unluk menyerahkan pe^esalarmya kspada Fengadtan Negsri d lokasi
KaniotTELHDM yang msnamgulpembayaran biaya lasa IslskoniunikasI kepada PELANGQAN.



L2\MPIRAN X

Kepada Yth. KADIVRE II PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Jl. Jend. Gatot Subroto 52
Jakarta

Pada bulan September 1997, telah diakhiri pelaksanaan
pemeriksaan operasional penjualan di PT. TELEKOMUNIKASI
INDONESIA.

Tujuan Pemeriksaan

Adsipun tujuan dari pemeriksaan ini adalah :

1. Untuk menilai kegiatan penjualan.
2. Untuk mencari alternatif dalam usaha meningkatkan

efektivitas dan efisiensi penjualan.
3. Untuk mengembangkan rekomendasi bagi penanggulangan

kelemahan dan peningkatan kegiatan penjualan.

Pemeriksaan operasional yang dilakukan mencakup^ keadaan
keuangan dan operasional penjualan. Pemeriksaannya
meliputi wawancara dengan manajemen penjualan (Niaga)
dengan menggunakan daftar pertanyaan dan juga menganalisa
prestasi penjualan berupa laporan Laba/Rugi usaha serta
meninjau dan mengevaluasi sistem, prosedur, dan berbagai
kebijaksanaan yang dipandang perlu.

Temuan dan Rekomendasi • i
Dari hasil evaluasi pengendalian intern pen3ualan
analisa prestasi penjualan, temuan yang diperoleh adalah .
1. Perusahaan tidak melakukan konfirmasi piutang usaha

atas tunggakan rekening telepon. -j i, l-#. • ̂
2. Masih terdapat sambungan telepon yang tidak aktir

(telepon tidur).

Adapun rekomendasi yang diberikan adalah ^
1. Perusahaan hendaknya melakukan konfirmasi piutang usaha

atas tunggakan rekening telepon kepada pelanggan,
khususnya pelanggan kelompok bisnis. , , u

2. Penyambungan saluran telepon untuk Kompleks Perumahan
dan Apartemen-apartemen hendaknya dilakukan pada saat
tempat tersebut sudah benar-benar di huni.

3. Bagi Apartemen dan Hotel jika mungkin dikelompokkan
menjadi pelanggan khusus yang biayf pasang dan
abonemen bulanannya lebih tinggi dari pelanggan lainnya
(Bisnis, Perumahan, dan Sosial).

4. Untuk Hotel (Penginapan) hendaknya sambungan telepon
dilakukan secara pararel untuk beberapa kamar hotel
dengan memberikan kode-kode khusus/kode-kode tersendiri
untuk masing-masing kamar hotel, jika jaringan yang
tersedia penuh.
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Yang bertanda tangan di bawah ini
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J a b a t a n

menerangkan bahwa
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rsKl'

MAHASISWI

JURUSAN

ENDANG SUMARTO

AUDITOR FINANCIAL AUDIT

YANA MARDIANA

022192025

UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR

AKUNTANSI

telah meneadakan penelitian dalam raneka membuat skripsi dengan judul :

" PELAKSANAAN PEMERTKSAAN OPERASIONAL DALAM UPAVA

MEMBANTU MANAJEMEN UNTUK MENINGKATKAN

PENGENDALIAN FUNGSIPENJUALAN "

Demikian surat keteranean ini dibuat denean sebenamya.

Jakarta, T^ )ember 1997.

^NDANG SUMARTO

NIK. 451030

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk - KANTOR DIVISI REGIONAL II

Jl, Jend. Gatol Subroto 52 Telp. : (021) 5202277. 2515100. Fax. ; (021) 5202733. Telex : 60922 Jakarta 12710 - Indone


